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Laporan ini merupakan produk Direktorat Monitoring -  Kedeputian Bidang 
Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sifat  
distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal  KPK. Di larang 
menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.  
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, 

laporan hasil Kajian Tata Kelola e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan dan perkembangan e-procurement di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam 

implementasinya.  

E-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik, telah menjadi suatu sistem yang 

sangat penting dalam upaya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran 

pemerintah. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tata kelola e-procurement yang ada dapat 

berfungsi dengan baik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan agar sistem ini 

dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.  

Pimpinan KPK berharap agar rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti. 

Tindak lanjut yang cepat dan tepat sangat diharapkan guna memastikan bahwa penyelenggara negara 

dapat menghindarkan diri dari potensi praktik korupsi, serta mampu menjalankan amanah publik 

dengan penuh integritas dan akuntabilitas.  

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan tata kelola 

e-procurement di Indonesia.   

      

        Salam Antikorupsi, 

 

 

Pimpinan KPK 
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DAFTAR ISTILAH 
 

Istilah Penjelasan 

Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (selanjutnya 
Pengadaan Barang/Jasa) 

Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh 
APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (selanjutnya 
LKPP) 

Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan 
kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. 

Pengguna Anggaran/PA Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 
Negara/lembaga/Perangkat Daerah. 

Kuasa Pengguna 
Anggaran pada 
pelaksanaan APBD/KPA 

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Pejabat Pembuat 
Komitmen/PPK 

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan/PPTK 

Pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa/UKPBJ 

Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi 
pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 

Kelompok Kerja 
Pemilihan/Pokja 
Pemilihan 

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk 
mengelola pemilihan Penyedia. 

Pejabat Pengadaan Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas 
melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-
Purchasing. 

Agen Pengadaan UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan Sebagian atau seluruh 
pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi 
pekerjaan. 

Pejabat Fungsional 
Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa 
(selanjutnya Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa 

Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa. 

Sertifikat Kompetensi Tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya 
pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara sistematis 
dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan. 

Sertifikat Kompetensi 
PPK 

Tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang 
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Istilah Penjelasan 

dilakukan secara sistematis dan objektf melalui uji kompetensi atau 
pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 

Rencana Umum 
Pengadaan 
Barang/Jasa/RUP 

Daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. 

Lokapasar (E-
Markerplace) 
Pengadaan Barang/Jasa 

Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa 
Pemerintah. 

Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik/LPSE 

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah/APIP 

Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pemerintah. 

Pelaku Usaha Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu. 

Penyedia Barang/Jasa 
Pemerintah/Penyedia 

Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

Barang Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun 
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

Produk Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 

Pekerjaan Konstruksi Keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu bangunan. 

Jasa Konsultasi Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di 
berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

Jasa Lainnya Jasa non-konsultasi atau jasa yang membuthkan peralatan, metodologi 
khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata Kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Harga Perkiraan 
Sendiri/HPS 

Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah 
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak 
Pertambahan Nilai. 

Pembelian secara 
Elektronik/E-Purchasing 

Tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog 
elektronik. 

Toko dalam 
Jaringan/Toko Daring 

Sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui 
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring. 

Tender Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya. 

Seleksi Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi. 

Pengadaan Barang/Jasa 
Internasional 

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD termasu yang 
sumber pendanaannya baik Sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman 
luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan 
pelaku usaha asing. 

Penunjukan Langsung Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. 
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Istilah Penjelasan 

Pengadaan Langsung 
Barang/Jasa Lainnya 

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/jasa lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pengadaan Langsung 
Pekerjaan Konstruksi 

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

Pengadaan Langsung 
Jasa Konsultasi 

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi yang 
bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

E-Reverse Auction Metode penawaran harga secara berulang. 

Dokumen Pemilihan Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh 
para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa/Kontrak 

Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana 
swakelola. 

Produk Dalam Negeri Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang 
diproduksi atau dikerjakan oleh Perusahaan yang berinvestasi dan 
berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga 
kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku 
atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. 

Surat Jaminan/Jaminan Jaminan tertulis yang dukeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

Sanksi Daftar HItam Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa 
larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka 
waktu tertentu. 

Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa 

Strategi pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan kebutuhan 
barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Evolusi sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dari metode manual (paper-based) menuju sistem 

elektronik (e-procurement) dilakukan sebagai upaya untuk memerangi korupsi dalam pengadaan. 

Namun demikian, korupsi PBJ masih menjadi permasalahan serius. Data KPK tahun 2024 menunjukkan 

bahwa korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa menempati peringkat kedua perkara yang paling 

banyak ditangani. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 pada dimensi internal 

PBJ mencatat skor nasional sebesar 64,83, yang mengindikasikan pengelolaan PBJ masih berada pada 

kategori rentan terhadap korupsi. 

Di Indonesia, penerapan e-procurement dimulai sejak pertengahan tahun 2000-an sebagai bagian dari 

reformasi PBJ untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha, dan efisiensi belanja 

negara. Sistem ini dikelola secara nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) dan wajib diterapkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

(K/L/PD). 

Pelaksanaan e-procurement dilakukan melalui berbagai platform, seperti Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE), e-Tendering, serta e-Purchasing melalui e-Katalog, yang terintegrasi secara 

bertahap dan telah menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah secara 

regulatif. 

Meskipun demikian, penerapan e-procurement belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan 

tata kelola PBJ. Risiko penyimpangan masih ditemukan pada berbagai tahapan, mulai dari 

perencanaan, penetapan spesifikasi dan HPS, evaluasi penawaran, hingga pelaksanaan dan 

pengawasan kontrak. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas e-procurement tidak hanya 

ditentukan oleh digitalisasi proses, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola, integritas 

pelaku, dan efektivitas pengawasan. 

Secara keseluruhan kajian menemukan sejumlah hal, yakni: 

1. Regulasi 

1. Adanya ketidaksinkronan regulasi pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang 

dan jasa; 

2. Masih ditemukannya beberapa potensi permasalahan terhadap beberapa pasal dalam 

Peraturan Presiden No. 46 tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025; 

3. Adanya keterbatasan dasar hukum Kelembagaan LKPP yang berbasis Peraturan Presiden. 

 

2. Tata Kelola e-Procurement 

1. Sistem e-proc tidak mengurangi korupsi; 

2. Terjadinya pemborosan Anggaran Negara pada PBJ dikarenakan kualitas perencanaan yang 

buruk; 

3. Tidak handalnya e-katalog dalam e-procurement; 

4. Tidak terintegrasinya ekosistem e-procurement; 

5. Terdapat penyedia yang menjalankan proyek melebihi maksimal ketentuan pengadaan dan 

masih terdapatnya modus pinjam bendera pada pelaksanaan PBJ; 
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6. Terbatasnya internalisasi PBJ kepada Stakeholders yang berakibat pada ketidakefektifan 

pelaksanaan PBJ; 

7. Terdapat intervensi yang mempengaruhi independesi UKPBJ dan Pejabat Pengadaan; 

8. Adanya konflik Kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam Proses PBJ. 

3. Pengawasan  

1. Monitoring dan evaluasi e-proc belum optimal; 

2. Belum optimalnya peran Tim Advokasi dalam menangani permasalahan di KLPD. 

Atas berbagai persoalan yang muncul, rekomendasi yang disampaikan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Melakukan analisis/kajian mekanisme yang ideal untuk mengatasi fragmentasi regulasi agar 

pelaksanaan PBJ tetap akuntabel dan efisien. Menegaskan secara normatif bahwa seluruh 

belanja negara wajib dikelola melalui mekanisme PBJ yang terintegrasi, dan Memperkuat 

pengaturan bahwa risiko PBJ = risiko keuangan negara. Serta, melakukan integrasi Sistem 

Anggaran – PBJ – Pembayaran, yaitu sistem terkait dengan perencanaan anggaran, SIRUP, 

SPSE/e-Katalog, sistem keuangan & pembayaran. 

2. Melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 46 

tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 2 

Tahun 2025. 

3. Mengusulkan/sebagai Pemrakarsa peraturan setingkat Undang-undang atau Peraturan 

pemerintah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Nasional dalam rangka meningkatkan kekuatan 

Kelembagaan LKPP. 

4. Melakukan penyempurnaan dan integrasi sistem e-procurement yang bersifat end-to-end 

process: 

▪ integrasi Daftar Hitam dengan SIKAP 

▪ integrasi SPSE dengan SAKTI  

▪ integrasi SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan perusahaan 

penyedia 

5. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan pelarangan 

terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran program/kegiatan. 

6. Mengintegrasikan perencanaan – penganggaran – pengadaan barang dan jasa dalam bentuk 

sinkronisasi antara Renstra, RKA-DIPA, dan RUP. 

7. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk yang tercantum dalam e-Katalog serta 

penyempurnaan sistem e-Katalog, termasuk penguatan mekanisme kurasi produk yang 

dilaksanakan langsung oleh LKPP, bukan oleh pihak ketiga, guna menjamin kualitas, 

akuntabilitas, dan integritas proses pengadaan. 

8. Melakukan evaluasi terhadap kerjasama LKPP dengan PT T dalam hal pengelolaan e-katalog 

secara mandiri. 

9. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital (seperti TikTok, Instagram, 

Threads, dan X) untuk sosialisasi kebijakan LKPP serta pembaruan informasi pengadaan 

barang/jasa, guna menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas dan beragam. 

10. Meningkatkan peran tim Advokasi untuk melakukan pendampingan hukum dalam hal terjadi 

intervensi pada proses pengadaan barang dan jasa. 

11. Melakukan penguatan regulasi penanganan konflik kepentingan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa.  



 
 

xii 
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12. Melakukan evaluasi sistem daftar hitam, untuk memastikan penyedia yang masuk daftar hitam 

tidak dapat melakukan transaksi, serta penetapan kriteria evaluasi yang jelas dalam pencabutan 

penyedia dalam daftar hitam. 

13. Menerapkan sistem deteksi anomali otomatis yang memantau data e-Katalog secara real-time 

(terkini), dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas dan dilakukan inspeksi secara 

berkala. 

14. Memperkuat kerjasama dengan APIP dalam hal pengawasan pengadaan barang dan jasa. 
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN untuk Pusat atau 

APBD untuk Daerah, hal ini sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 16 

tahun 2018. Tahapan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah 

terima hasil pekerjaan.  

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting dalam menghidupkan 

perekenomian dan upaya peningkatan pelayanan kepada Publik.  Berbagai regulasi terkait 

pengadaan barang dan jasa kerap selalu dilakukan perbaikan, guna menciptakan tata kelola 

yang baik. Namun demikian, masih banyak terjadi kasus korupsi terkait dengan pengadaan 

barang dan jasa yang melibatkan tidak hanya melibatkan level staf namun juga petinggi 

disuatu instansi. Hal ini juga berdasarkan data hasil kasus yang telah dipetakan oleh KPK 

bahwa hampir 24% dari total jenis kasus yang terjadi di KPK selama periode tahun 2004 - 

2024 mengenai pengadaan barang dan jasa, dengan informasi sebagai berikut ini: 

                  Grafik 1 Jenis TPK Periode 2004 - 2024 

 

Sumber: data KPK, diolah https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2  

Selain itu, berdasarkan hasil data Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 pada dimensi 

komponen internal Pengadaan Barang dan Jasa, tercermin bahwa secara nasional nilai 

1.052 

407 

 -  200  400  600  800  1.000  1.200

TPK Jenis Perkara Periode 2004 - 2024

Merintangi Proses KPK Perizinan Pungutan/Pemerasan

Penyalahgunaan Anggaran TPPU Pengadaan Barang/Jasa/KN

Gratifikasi/Penyuapan

https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2
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pengelolaan PBJ masih termasuk salah satu yang sangat rentan akan korupsi, sebesar 64,83, 

yang artinya Rentan1.  

Kegiatan pengadaan barang dan jasa membutuhkan tidak sedikit anggaran, yang dapat 

menimbulkan adanya fraud atau kecurangan pada pelaksananaanya. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari realisasi data APBN selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah realisasi 

anggaran pengadaan barang dan jasa yang terbesar dapat terlihat sebagai berikut: 

                 Grafik 2 Realisasi APBN Pengadaan Barang & Jasa Periode 2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Laporan Realisasi APBN – Kementerian Keuangan, diolah  

Berdasarkan grafik diatas terlihat pengadaan terbesar di tahun 2021 berada di Kementerian 

Kesehatan, diikuti oleh Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sosial. Adanya 

kecurangan atau fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa akan merugikan masyarakat yang 

mengandalkan pelayanan Pemerintah yang baik.  

Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh Pemerintah guna mengatasi adanya fraud  di 

pengadaan barang dan jasa, dengan penguatan regulasi sistem online melalui e-

procurement. E-procurement merupakan proses automatisasi pada proses pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan internet atau teknologi Informasi 

yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan 

diterapkannya E-procurement sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 

diharapkan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga 

menguranginya adanya tindakan kecurangan.  

 

 

 
1 Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2024 https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=8981f6e7  

https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=8981f6e7
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Metode pelaksanaan pengadaan secara elektronik dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu 

yang telah ditentukan e-Biding, e-Catalogue, dan e-Purchasing.  

b. E-Biding adalah merupakan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan cara 

penyampaian informasi dimulai dari pengumuman sampai pengumpulan hasil 

pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet 

atau Electronic Data Interchange (EDI). 

c. E-Purchasing adalah cara membeli barang atau jasa secara elektronik melalui katalog 

elektronik. 

d. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menampilkan daftar, jenis, spesifikasi 

teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah, 

mempermudah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Pelaksanan E-Procurement dibedakan menjadi 2 (dua) jalur yaitu jalur tender / Lelang SPSE 

dan jalur E-Katalog, dengan alur sebagai berikut: 

Gambar 1. Alur Sistem E-Procurement 
                

        

 

 

Adapun penjelasan atas alur proses tersebut sebagai berikut: 

1. Tahapan Awal (Umum untuk Kedua Jalur): 

Sebelum memilih metode pengadaan, instansi pemerintah melakukan tahapan awal 

berikut: 

a. Identifikasi Kebutuhan: 

Instansi menentukan barang atau jasa apa yang diperlukan. Proses ini melibatkan 

analisis kebutuhan berdasarkan program atau kegiatan yang telah direncanakan. 
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b. Penyusunan Rencana Pengadaan: 

Setelah kebutuhan teridentifikasi, disusun rencana teknis dan anggaran. Rencana 

ini mencakup spesifikasi teknis, volume, dan perkiraan biaya pengadaan. 

c. Penentuan Metode Pengadaan: 

Berdasarkan nilai pengadaan, jenis barang atau jasa, dan kompleksitas 

kebutuhan, instansi memutuskan apakah pengadaan akan dilakukan melalui 

proses tender/lelang di SPSE atau langsung melalui E-Katalog. 

 

2. Jalur Tender/Lelang (SPSE) 

Jalur ini umumnya digunakan untuk pengadaan dengan nilai besar atau pengadaan 

barang/jasa yang memerlukan kompetisi terbuka dan evaluasi mendalam. 

a. Publikasi Tender: 

Instansi mengumumkan tender melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). 

Informasi ini mencakup spesifikasi, persyaratan, dan tenggat waktu 

pengajuanpenawaran. 

b. Pendaftaran Peserta Tender: 

Penyedia barang/jasa yang tertarik mendaftar sebagai peserta tender. Pendaftaran 

ini dilakukan secara online melalui SPSE, memastikan bahwa setiap peserta 

memenuhi syarat administratif dan teknis. 

c. Pengajuan Penawaran: 

Peserta tender menyusun dan mengirimkan dokumen penawaran yang memuat 

rincian teknis dan penawaran harga. Dokumen ini biasanya harus lengkap dan 

memenuhi standar yang ditetapkan. 

d. Evaluasi Penawaran: 

Penilaian dilakukan secara transparan dan objektif, di mana panitia evaluasi 

memeriksa kesesuaian teknis dan harga penawaran dari masing-masing peserta. 

e. Penetapan Pemenang: 

Setelah evaluasi, pemenang tender ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah 

disepakati, seperti kualitas, harga, dan kemampuan teknis. 

f. Negosiasi dan Pembuatan Kontrak: 

Setelah pemenang ditetapkan, dilakukan negosiasi untuk memastikan semua syarat 

dan ketentuan tercapai. Kontrak kemudian disusun sebagai dasar pelaksanaan 

pengadaan. 

g. Pelaksanaan Pengadaan: 

Barang atau jasa yang telah dipilih diproses lebih lanjut, mulai dari pengiriman 

hingga penerimaan, sesuai dengan ketentuan kontrak. 
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3. Jalur E-Katalog 

Jalur E-Katalog lebih sederhana dan digunakan untuk pengadaan dengan nilai lebih 

kecil atau barang/jasa yang sudah memiliki standar dan kriteria yang jelas. 

a. Pencarian dan Pemilihan Produk: 

Instansi mencari produk yang telah terdaftar di E-Katalog. Setiap produk telah 

melalui proses verifikasi dan memenuhi standar tertentu, sehingga memudahkan 

instansi dalam menentukan pilihan. 

b. Proses Pembayaran dan Pengiriman: 

Setelah memilih produk, transaksi dilakukan secara langsung melalui sistem E-

Katalog. Proses ini mencakup pembayaran, penjadwalan pengiriman, dan 

penerimaan barang. 

c. Transaksi Lebih Cepat: 

Karena produk dan harga sudah ditetapkan sebelumnya, proses negosiasi dan 

evaluasi yang panjang tidak diperlukan. 

 

4. Perbedaan Utama Antara Tender/Lelang dan E-Katalog 

• Nilai Pengadaan: 

o Tender/Lelang: Umumnya digunakan untuk pengadaan dengan nilai besar atau 

kompleks, di mana terdapat banyak variabel yang perlu dievaluasi. 

o E-Katalog: Digunakan untuk pengadaan dengan nilai kecil hingga sedang, terutama 

untuk barang/jasa standar yang telah terdaftar. 

• Proses Administratif dan Evaluasi: 

o Tender/Lelang: Melibatkan proses administratif yang lebih kompleks, termasuk 

pendaftaran, pengajuan dokumen, evaluasi teknis, dan negosiasi. 

o E-Katalog: Menggunakan sistem yang sudah memiliki daftar produk dan harga yang 

disetujui sehingga proses administratif dapat disederhanakan. 

Meskipun e-procurement telah diterapkan dalam proses pengadaan, namun masih 

kerap ditemukan adanya pelanggaran fraud yang terjadi. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari open source, diketahui masih terdapat fraud atau kasus korupsi untuk 

kegiatan pengadaan khususnya terkait dengan pengadaan alat Kesehatan baik yang 

ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan Agung, dengan rincian sebagai berikut: 

Kasus Pengadaan Alat Pelindung Diri 

Kasus ini terjadi pada tahun 2024 dimana KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka 

yaitu BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI; AT Direktur Utama PT PPM; dan SW Direktur Utama PT EKI, 

atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di 
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Kementerian Kesehatan yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020.  

 

Modus Korupsi: Dalam konstruksi perkaranya, diketahui penetapan PPK untuk 

pengadaan APD di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan tanggal backdate. Diduga 

terdapat pembayaran atas pengadaan APD meski belum ada kontrak ataupun surat 

pesanan, dimana penentuan nilai harga satuan APD tidak dilakukan berdasarkan harga 

pasar.  

Kerugian Negara: Atas pengadaan tersebut, audit oleh Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara 

sebesar Rp319 miliar2. 

 

Kasus Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin – Kalimantan 

Selatan 

Kasus ini terjadi pada tahun 2023, dimana Kejaksaan Agung RI menetapkan MS terjerat 

kasus korupsi pengadaan alkes RSUD Ulin pada tahun anggaran 2015 ketika menjabat 

Kepala Bidang Pelayanan Medik di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan itu. Saat proyek pengadaan alkes, MS bertindak sebagai Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan pengadaan barang bernilai Rp12 miliar 

Modus Korupsi: Dugaan mark-up harga 

Kerugian Negara: Atas kasus tersebut, kerugian negara akibat korupsi tersebut Rp3,1 

miliar3. 

 

Kasus Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tropik Universitas Airlangga 

Pada tahun 2021, KPK menetapkan tersangka yaitu: 

Minarsih terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan 

kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I 

dan II Tahun Anggaran 2010; 

Bambang Giatno Rahardjo - Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  

Zulkarnain Kasim  selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenkes  

M Nazaruddin selaku pemilik serta pengendali Anugrah Permai Grup. 

 

Modus Korupsi: Peminjaman Bendera 

Pengadaan ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap I dimana PT Anugrah Permai Grup 

meminjam bendera PT Buana Ramosari Gemilang , dan pada tahap II PT Anugrah Permai 

Grup meminjam bendera meminjam bendera PT Marell Mandiri untuk memenangkan 

tender.  Atas peminjaman bendera tersebut maka PT Buana Ramosari Gemilang 

mendapatan fee imbalan sebesar Rp154 juta, dan Rp100 juta untuk PT Marell Mandiri 

 
2 KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Pelindung Diri, 3 Oktober 2024, Siaran Pers 
https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-alat-
pelindung-diri  
3 Terpidana korupsi alkes RSUD Ulin dieksekusi Kejari Banjarmasin, 18 Juli 2023, Antara Kalsel 
https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-
banjarmasin?  

https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-alat-pelindung-diri
https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-alat-pelindung-diri
https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-banjarmasin
https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-banjarmasin
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Kerugian Negara: Atas kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp14,13 miliar4. 

 

Berdasarkan contoh kasus korupsi yang dijelaskan diatas dapat diperoleh informasi 

bahwa untuk modus fraud / korupsi pada proses e-procurement yaitu back-dated 

tanggal, penentuan harga satuan, dan peminjaman bendera. Hal ini juga sebagaimana 

yang disampaikan oleh Sihalolo dan Ramadhan (2025) bahwa titik kritis (red-flag) dalam 

pengadaan barang dan jasa diantaranya yaitu anggaran yang digelembungkan, rencana 

pengadaan yang diarahkan, pemaketan pekerjaan di rekayasa, memecah paket, rencana 

pembelian tidak sesuai kebutuhan, pemilihan metode penunjukan langsung yang 

seharusnya dilakukan secara tender, penggelembungan (mark-up) dalam Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS), dan referensi harga untuk dasar Penyusunan HPS fiktif, 

persyaratan teknis yang berlebiham, spesifikasi teknis yang disusun diarahkan pada 

produk tertentu atau pelaku usaha tertentu, adanya tambahan kriteria evaluasi yang 

tidak perlu, surat penawaran palsu / penggantian dokumen penawaran, 

penandatanganan kontrak yang tidak sah, surat jaminan fiktif, kuantitas dan kualitas 

tidak sesuai kontrak, keterlambatan pekerjaan karena kesalahan penyedia tidak 

dikenakan denda keterlambatan, perubahan volume untuk KKN, laporan progress 

pekerjaan dipalsukan, pembayaran tidak sesuai progress, barang belum atau tidak 

dimanfaatkan dan lain sebagainya.   

 

Dikarenakan masih banyaknya terjadi kasus korupsi pengadaan pada e-procurement 

maka masih sangat dipandang perlu untuk dilakukan kajian Tata Kelola E-Procurement 

(Deteksi Kecurangan Studi Kasus: Pengadaan Alat Kesehatan). 

 

1.2 Tujuan 

a. Menganalisis efektivitas implementasi E-Procurement 

Mengkaji sejauh mana sistem e-procurement berhasil meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna baik melalui lelang / tender dan e-katalog.  

Mengevaluasi kesesuaian antara target penerima manfaat dengan realisasi di lapangan. 

b. Mengidentifikasi tantangan dalam tata kelola dan regulasi. 

- Menganalisis hambatan dalam mekanisme e-procurement mulai dari identifikasi 

kebutuhan, penyusunan rencana, pemilihan metode, sampai dengan tahap 

pelaksanaan. 

- Menilai efektivitas kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dan penyedia jasa 

dalam pelaksanaan program. 

 

 
4 KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Alkes RS Unair ke Rutan Pondok Bambu 
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/21464981/kpk-eksekusi-terpidana-korupsi-alkes-rs-unair-ke-
rutan-pondok-bambu. 
 
 

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/21464981/kpk-eksekusi-terpidana-korupsi-alkes-rs-unair-ke-rutan-pondok-bambu
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/21464981/kpk-eksekusi-terpidana-korupsi-alkes-rs-unair-ke-rutan-pondok-bambu
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c. Menilai dampak sosial dan ekonomi 

- Mengukur output dan/atau outcome sistem E-Procurement dalam mengurangi biaya 

operasional dalam proses pengadaan, seperti biaya administrasi dan perjalanan. 

- Mempercepat proses lelang dan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi 

anggaran. 

- Meningkatan transparansi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan peran aktif 

Masyarakat dalam pengawasannya. 

- Mengurangi adanya intervensi pada pelaksanaan E-Procurement (kolusi dan 

nepotisme). 

d. Mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan E-Procurement  

- Menganalisis apakah terdapat indikasi adanya manipulasi dalam tahapan 

perencanaan dan    spesifikasi pengadaan. 

- Mengidentifikasi apakah terdapat rekayasa dalam proses lelang dan evaluasi. 

Sepertinya adanya kolusi antara panitia pengadaan dan peserta lelang, manipulasi 

penawaran (meskipun sudah secara digital penerapannya, namun potensi adanya 

manipulasi skor kepada pihak-pihak tertentu. 

- Mengidentifikasi apakah terdapat konflik kepentingan dalam penetapan 

pemenang lelang. 

- Mengidentifikasi apakah terdapat perubahan kontrak setelah penetapan 

pemenang lelang. 

- Mengidentifikasi dan analisis apakah terdapat penggunaan shell company dan 

penggunaan kartel dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-Procurement. 

- Mengkaji praktik maladministrasi, mark-up harga, atau manipulasi data penerima 

manfaat yang berpotensi merugikan keuangan negara, daerah dan masyarakat. 

 

e. Meninjau Tingkat Kepatuhan dan Pemanfaatan Sistem e-Procurement dalam Pengadaan Alat 

Kesehatan 

- Menganalisis fenomena pengadaan alat kesehatan melalui e-procurement yang 

tidak sesuai prosedur, seperti praktik manipulasi dan kolusi dalam proses Lelang; 

- Mengkaji kebijakan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia barang dan jasa 

menjalankan proses pengadaan alat kesehatan melalui e-procurement. 

f. Menyusun Rekomendasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam e-

Procurement 

- Memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pengawasan dalam 

tata kelola e-procurement, terutama pada pengadaan apt kesehatan agar lebih 

efektif dalam mendeteksi potensi kecurangan. 

- Mengusulkan mekanisme pencegahan korupsi yang lebih efektif, seperti penguatan 

sistem verifikasi penyedia barang, transparansi dalam proses evaluasi penawaran, 

penggunaan teknologi untuk pelacakan transaksi, serta pengawasan yang 

melibatkan partisipasi publik dan audit berkala terhadap proses e-procurement dan 

pihak terkait. 
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1.3 Dasar Hukum Kegiatan 

1. Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.  

2. Pasal 9 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. 

4. Surat Perintah Tugas Nomor 1111.3/LIT.05/10/03/2025 tanggal 25 Maret 2025.  

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1  Materi 

Lingkup kegiatan kajian adalah tata kelola kegiatan e-procurement di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) memiliki ruang lingkup objek kajian sebagai berikut:  

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 

2. Provinsi dengan ITKP Rendah: Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku (Kota 

Ambon); 

3. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR; 

4. Rumah Sakit Sampel; 

5. Perusahaan Penyedia Barang/Jasa.   

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan pada sumber primer maupun sekunder. 

a. Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui wawancara dan diskusi 

dengan narasumber pada institusi yang menjadi pengampu kebijakan Pengadaan 

Barang dan Jasa ditingkat nasional dan pada instansi terkait di daerah sampel. 

Adapun wawancara dilakukan dengan: 

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 

- Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Sumbawa Barat dan Kota Ambon 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Sumbawa 

Barat dan Kota Ambon 

- Dinas Kesehatan di Kota Ambon 

- UKPBJ Kota Sumbawa Barat dan Kota Ambon 

Selain itu, untuk memperoleh informasi lebih mendalam, wawancara juga dilakukan 

dengan akademisi, praktisi, maupun narasumber ahli pengadaan barang dan jasa pada 

tingkat nasional. 
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b. Pengumpulan data pada sumber sekunder dilakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, CRA peraturan dan laporan, hasil studi pihak ketiga, berita, 

serta artikel yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa 

 

1.5.2 Penentuan Sampel 

Penentuan sampel menggunakan metode purposif. Penentuan sampel dipergunakan 

dalam memilih negara dan organisasi yang menjadi acuan benchmarking. Beberapa 

sampel negara yang menjadi obyek komparasi pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa 

yakni Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.  

 

1.6 Metode Analisa 

Metode yang digunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian deskriptif. Selain itu, 

kajian juga menggunakan metode komparatif atas pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa.  

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam kajian terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, 

tinjauan umum tata kelola e-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa, temuan, dan 

penutup. 
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2 BAB II 
E-PROCURMENT: PENGATURAN DAN KEKINIANNYA 

 

2.1 Sekilas Kebijakan E-Procurement    

Pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk menciptakan 

sistem pengadaan barang dan jasa yang terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN). Pada Tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan untuk 

menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Seiring berjalanya waktu evaluasi 

Perpres ini pun mengalami banyak perubahan, sehingga terakhir diterbitkanlah Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diundangkan pada bulan Juni Tahun 2018, pengadaan 

diarahkan untuk berbasis pada teknologi informasi guna memastikan bahwa setiap pengeluaran 

memberikan hasil yang sepadan. Prinsip value for money diterapkan dengan 

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan pemilihan penyedia. 

Proses ini juga menargetkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Center of 

Excellence (COE), yang mencerminkan tingkat kematangan kelembagaan dalam pelaksanaan 

pengadaan.5 

Proses pengadaan barang dan jasa awalnya bermula dari transaksi jual beli secara langsung dan 

tunai di pasar, lalu berkembang menjadi sistem pembelian dengan pembayaran yang 

ditangguhkan dan disertai dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual. Seiring 

waktu, pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang. Karena melibatkan berbagai pihak, 

diperlukan adanya etika, norma, serta prinsip-prinsip pengadaan sebagai dasar dalam 

penyusunan kebijakan. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak 

pengguna untuk memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan melalui metode dan prosedur 

tertentu, guna mencapai kesepakatan terkait harga, waktu, dan aspek lainnya. Untuk menjamin 

kelancaran pelaksanaannya, baik pengguna maupun penyedia wajib berpegang pada filosofi 

pengadaan, mematuhi norma dan etika yang berlaku, serta mengikuti prinsip, metode, dan 

proses pengadaan yang telah ditetapkan.  

Dalam mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum 

atas penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian 

hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diberlakukan. 

Untuk menciptakan suatu ketertiban umum dalam kehidupan bersama perlu diciptakan suatu 

suasana yang tertib. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) 

bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.6 

 

 
5 I Komang Suarsana, Anak Agung Putu Sugiantinsingih, dan Ronald Umbas, Implementasi Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Vol. 1 No. 2 (2020), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti. 
6 Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis 
Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2 (Desember 
2017): 147–155, https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155. 

https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155
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1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 

Perpres 16/2018 disusun sebagai pedoman pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa yang menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan 

atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan nilai manfaat yang sebsar-

besarnya (value money) dan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah 

serta pembangunan berkelanjutan. Sebelum Perpres No. 16 Tahun 2018 diterbitkan, 

Indonesia telah memiliki pedoman pengadaan barang/jasa yang pada akhirnya diganti 

seiring perkembangan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pedoman-pedoman tersbeut diantaranya: 

Tabel 1. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa 

Peraturan Masa Berlaku 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya (Pertama, melalui Peraturan 

Presiden No. 35 Tahun 2011; Kedua, melalui 

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; Ketiga, 

melalui Peraturan Presiden No. 172 Thaun 2014; 

dan terakhir melalui Peraturan Presiden No. 4 

Tahun 2015) 

  

1 Januari 2011 s/d 21 Maret 2018 

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang dirubah dengan Keputusan 

Presiden No. 61 Tahun 2004 

3 November 2003 s/d 31 Desember 

2010 

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Instansi Pemerintah 

21 Februari 2000 s/d 2 November 

2003 

sumber : https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-

pengadaan-barang-jasa-pemerintah/  

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terbentuknya Perpres 16 tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya adalah : 

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan 

pemabngunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 

perekonomian nasional dan daerah; 

2. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya 

(value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan 

berkelanjutan; 

3. Arahan presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam 

rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan 

pengadaan barang/jasa pemerintah; 

https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/
https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/
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4. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 tentang program penyusunan Peraturan 

Presiden Tahun 2016, mengamanatkan perubahan peraturan Presiden tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016; 

5. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang 

membahas mengenai revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah 

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Perpres 16/2018 adalah : 

Gambar 2. Pokok-Pokok Perubahan Perpres 16/2018 

 

sumber : Paparan LKPP tentang Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

 

Menurut LKPP (2018), lahirnya Perpres 16/2018 ini membawa pokok-pokok perubahan, 

diantaranya:7 

1. Simplifikasi struktur pengaturan 

Perpres No.54 Tahun 2010 terdiri atas 19 Bab dan 139 Pasal, sedangkan di Perpres No. 16 

Tahun 2018 ini hanya terdiri atas 15 Bab dan 94 Pasal dan ditiadakannnya bagian penjelasan. 

Struktur lebih disederhakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif. Adapun 

hal-hal yang bersifat prosedural atau standar diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan 

Kementerian terkait. 

2. Pengaturan baru 

Terdapat beberapa pengaturan baru yang meliputi tujuan pengadaan (Pasal 4), Pekerjaan 

Terintegrasi (Pasal 3), Perencanaan Pengadaan (Pasal 18), Agen Pengadaan (Pasal 14), 

Konsolidasi Pengadaan (Pasal 21), Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan atau 

Swakelola Tipe II (Pasal 18, 23 dan 47), Repeat Order (Pasal 41), E-Reverse Auction atau 

metode penawaran harga secara berulang (Pasal 50), Pengecualian (Pasal 61), Pelaksanaan 

 
7 SustaIN. ‘Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.’ Sustain.id, 23 
Jul. 2018, https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-
jasa-pemerintah/. Diakses 19 Juni 2025 

https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/
https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/
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Penelitian (Pasal 62), E-Marketplace (Pasal 70), dan Layanan Penyelesaian Sengketa (Pasal 

85). 

3. Perubahan istilah 

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini terdapat beberapa perubahan istilah diantaranya ULP 

menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur 

menjadi Harga Terendah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) 

menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah(K/L/PD), Dokumen Pengadaan menjadi 

Dokumen Pemilihan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan (PjPHP). 

4. Perubahan definisi 

Selain terdapat perubahan istilah, dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini juga mengubah 

beberapa definisi diantanya  definisi LPSE (Pasal 1 ayat 21) , Swakelola (Pasal 1 ayat 23), 

Penunjukan Langsung (Pasal 1 ayat 39), Penyedia (Pasal 1 ayat 26), PPHP/PjPHP (Pasal  1 ayat 

14), Pekerjaan Konstruksi, (Pasal 30)  dan Jasa Lainnya (Pasal 1 ayat 32). 

5. Perubahan pengaturan 

Selanjutnya, dalam Perpres No. 16/2018 ini juga memuat perubahan pengaturan yakni 

pengaturan yang berkaitan dengan Tugas PPHP/PjPHP, Persyaratan Penyedia, Ketentuan 

Penyebutan Merek, Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri, HPS, Jaminan Penawaran 

dan Sanggah Banding, Metode Pemilihan Penyedia, Jenis Kontrak, Ketentuan Kontrak Tahun 

Jamak, Batasan Nilai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Pemesanan E-Purchasing, Uang 

Muka untuk Kontrak Tahun Jamak, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga, Penanganan 

Keadaan Darurat, Tender/Seleksi Internasional, UKPBJ, Perlindungan Pelaku Pengadaan, dan 

Pencantuman Daftar Hitam. 

2.2 Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 

Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Perubahan Perpres ini merupakan respon atas telah diterbitkannya Undang-

Undang (UU) Cipta Kerja, yang resmi disahkan pada tanggal 02 November Tahun 2020. UU Cipta 

Kerja sangat erat kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di satu sisi, 

UMKM sangat erat kaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa, dalam hal ini adalah 

pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD. Oleh karena itu, perubahan 

Perpres ini dilakukan guna melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan pengaturan 

penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengaturan pengadaan 

jasa konstruksi. Dengan adanya Perpres baru ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat 

untuk membuka usaha baru dan pengembangan usaha.8 

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 

Februari 2021. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun 

 
8 Laporan Eksekutif, Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC): Memahami Perpres No. 12 Tahun 2021, 7 April 
2021, Balai Diklat Keuangan Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. 
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penambahan, terdapat beberapa poin perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi 

Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut : 

▪ Tujuan Pengadaan  

Tujuan pengadaan dalam Perpres Nomor 12 ini ditekankan juga untuk meningkatkan peran 

serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta mewujudkan pemerataan ekonomi dan 

memberikan perluasan kesempatan berusaha. 

▪ Pelaku Pengadaan 

Pada Perpres Nomor 12 ini, Pj/PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dihapus sehingga 

semua pasal yang mengatur penetapan, tugas dan kewenangan Pj/PPHP dengan sendirinya 

dihapus. 

▪ Persiapan Pengadaan 

a. Pembaharuan terkait definisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu menjadi perkiraan 

harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak 

langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Terdapat jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditambahkan, yaitu 

kontrak putar kunci dan kontrak biaya plus imbalan.v Kontrak Putar Kunci merupakan 

suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk 

membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan 

semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. 

Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat 

dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan 

dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. 

c. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi dibagi menjadi dua, yaitu jasa konsultansi non 

konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. 

▪ Pemilihan Penyedia 

a. Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan hanya untuk 

Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya 

operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. 

Pada Perpres sebelumnya, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 

digunakan juga untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. 

b. Terkait pembelian elektronik atau e-purchasing tidak saja melalui katalog elektronik tapi 

juga melalui toko daring. Selain itu, terjadi perluasan fungsi dari sebelumnya hanya 

berfokus pada pemilihan produk menjadi pengelolaan katalog elektronik yang 

dilaksanakan oleh K/L/Pemerintah Daerah 

▪ Pengecualian 

Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki 

peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada 

Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan 

Presiden ini. 

▪ UMK, Koperasi, dan Produk Dalam Negeri 

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan tidak hanya produk 

dalam negeri dan produk bersertifikat SNI, tetapi juga memperhatikan produk usaha mikro 

dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. dan produk ramah lingkungan hidup 
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▪ SDM dan Kelembagaan 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 

a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa (jabatan fungsional pengelola PBJ) dan personel lainnya (non-

jabfung). Personel lainnya terdiri dari ASN (PNS dan PPPK), prajurit TNI dan anggota Polri; 

b. Sumber Daya Perancang dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa: sumber daya manusia yang 

melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa 

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa: sumber daya manusia yang 

terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Terkait kelembagaan, salah satu poin penting yang ditambahkan adalah Kepala UKPBJ wajib 

memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang 

pengadaan barang/jasa. 

▪ Sanksi dan Pelayanan Hukum 

Terdapat penyempurnaan penjelasan mengenai sanksi, yaitu dalam hal pemenang pemilihan 

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan 

kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif. 

Terdapat penambahan dalam hal pelayanan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan 

Penyedia, yaitu dapat dilakukan melalui Dewan Sengketa Konstruksi. 

▪ Ketentuan Peralihan 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi 

untuk Personel Lainnya dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. 

 

2. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 

Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden No 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menandai 

langkah strategis pemerintah dalam merespon dinamika kebutuhan pengadaan yang semakin 

kompleks, menuntut tata kelola yang lebih adaptif dan akuntabel. Presiden RI Prabowo 

SUbianto secara resmi mengesahkan Perpres 46/2025 pada 30 April 2025 lalu. perubahan 

Peraturan Presiden ini merupakan hasil kolaborasi antara LKPP dengan Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT), Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), serta Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin). 

Perubahan ini menghadirkan sejumlah penyesuaian yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa oleh peemrintah. Telaah mendalam terhadap pasal-pasal dalam perpres 46/2025 

memperkenalkan berbagai perubahan penting, diantaranya : 9 

▪ Perluasan ruang lingkup dan definisi : mencakup penambahan  “institusi lainnya”dan 

“pemerintah desa” serta sumber dana APB desa dalam ruang lingkup Perpres, disertai 

penyesuaian berbagai definisi terkait. 

 
9 Agus Arif Rakhman, Kajian Akademis Kebijakan, Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa (Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, 2025). 
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▪ Penguatan kebijakan dan etika : penyesuaian pada kebijakan pengadaan dan 

penegasan etika, termasuk definisi pertentangan kepentingan yang diperbarui. 

▪ Penyesuaian tugas dan kewenangan pelaku pengadaan : perubahan pada tugasa dan 

kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan. 

▪ Penyempurnaan perencanaan dan persiapan pengadaan : termasuk pengaturan lebih 

lanjut mengenai spesifikasi teknis, pemaketan (termasuk strategi supplied by owner 

untuk konstruksi), konsolidasi pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan 

bentuk kontrak, uang muka, serta jaminan pengadaan. 

▪ Modifikasi metode pemilihan dan evaluasi : penyesuaian Batasan nilai untuk 

pengadaan langsung barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi, penambahan 

kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung, serta penyesuaian metode 

evaluasi penawaran. 

▪ Penguatan pengadaan elektronik : restrukturisasi bab mengenai pengadaan elektronik, 

termasuk penyesuaian konsep lokapasar (E-marketplace) dan Katalog Elektronik, serta 

perluasan akses katalog elektronik untuk pihak diluar pemerintahan. 

▪ Peningkatan penggunaan produk dalam negeri : perubahan signifikan pada ketentuan 

penggunaan produk dalam negeri, dengan pengaturan berjenjang berdasakan TKDN 

dan penambahan kewajiban serta mekanisme pengawasan yang lebih detail. 

▪ Penegasan pengadaan berkelanjutan : penambahan aspek pemberian kesempatan 

kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam aspek ekonomi pengadaan 

berkelanjutan. 

▪ Pengaturan spesifik pengadaan desa : penyisipan bagian dan pasal -pasal baru (Pasal 

64A, 64B, 64C di BAB XIIA Pasal 85A-85F) yang secara khusus mengatur prinsip, pelaku 

metode, dan ketentuan lenih lanjut mengenai pengadaan barang /jasa di desa. 

▪ Peningkatan pengaturan sumber daya manusia pengadaan : penyisipan pasal-pasal 

baru (Pasal 74A dan 74B) yang merinci jenis SDM pengadaan, kewajiban memiliki SDM 

bersertifikat, tugas, serta ketentuan jika jumlah SDM belum mencukupi. 

 

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika terbaru dalam 

kebijakan pembangunan, termasuk pemberdayaan UMKK, peningkatan penggunaan produk 

dalam negeri, serta penyesuaian proses pengadaan agar lebih responsif dan efisien. 

Namun, dengan berbagai penyesuaian tersebut, bukan berarti Perpres 46/2025 tanpa 

kekurangan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Erma Nuzulia Syifa, 

menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 justru memperbesar potensi 

konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh 

ketentuan dalam Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (5) yang memperluas penggunaan 

penunjukan langsung dalam pengadaan untuk program prioritas Presiden. Aturan tersebut 

memberikan ruang subjektivitas bagi menteri atau pimpinan lembaga untuk menyusun 

dokumen yang menetapkan suatu pengadaan sebagai bagian dari program prioritas 

Presiden.  

 

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Agus 

Sarwono, menyampaikan bahwa salah satu hal baru yang diatur dalam Perpres 46 Tahun 

2025 adalah terkait pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan desa. Menurutnya, 
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pelaksanaan kebijakan ini akan menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan 

keterbatasan sumber daya manusia dan banyaknya jumlah desa yang mencapai lebih dari 75 

ribu. 10  

 

Akademisi sekaligus Ketua Pusat Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Tutik 

Rachmawati, melihat sedikitnya 5 potensi kegagalan implementasi Perpres 

46/2025. Pertama, penurunan kompetisi akibat penekanan pada 

kepercayaan. Kedua, keterbatasan kapasitas dan implementasi. Ketiga, dominasi aspek 

ekonomi mengabaikan nilai sosial. Pengadaan barang dan jasa sejatinya bisa menghasilkan 

nilai sosial, praktik gotong royong mulai tingkat desa sampai nasional. Keempat, 

keterbatasan responsif dan fleksibilitas. Kelima, tantangan transparansi dan akuntabilitas. 

Dan terakhir,mekanisme pencantuman penyedia dalam daftar hitam yang masih belum 

efektif.  

 

2.3 Proses Pengadaan Barang dan Jasa  

Pengadaan barang/jasa merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau 

jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan hingga selesainya seluruh pekerjaan atau diterimanya hasil pekerjaan. 

Pengadaan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara 

efektif dan efisien, dengan memastikan bahwa barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan 

kebutuhan, spesifikasi, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip 

pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, 

dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terciptanya proses 

pengadaan yang sehat, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan penggunaan 

anggaran negara secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip pengadaan secara 

konsisten, diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat menghasilkan nilai manfaat yang 

optimal bagi organisasi dan masyarakat. 

Gambar 3. Proses / Alur Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 
10 “Perpres 46/2025 Berpotensi Buka Celah Penyimpangan,” Hukumonline, 2 minggu lalu, diakses 30 
Juni 2025. 
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Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan 

perubahannya, sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pengadaan 

Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dan paling strategis dalam siklus. 

Tujuannya adalah memastikan bahwa kebutuhan barang/jasa terdefinisi dengan jelas, 

anggarannya tersedia dan metode pemenuhannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Tujuan utama: 

▪ Menjamin pengadaan dilakukan tepat guna dan tepat waktu 

▪ Mencegah pemborosan anggaran 

▪ Menjadi dasar pelaksanaan secara tertib, efisien dan transparan 

 

Kegiatan pada tahap perencanaan, meliputi: 

▪ Identifikasi kebutuhan (barang/jasa) 

a) Dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat perencanaan 

b) Menganalisis apa saja barang/jasayang dibutuhkan oleh unit kerja 

c) Dapat berasal dari usulan kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di lembaga publik 

▪ Penyusunan spesifikasi teknis 

a) Merinci karateristik barang/jasa yang akan dibeli: ukuran, jenis, kualitas, volume 

dan kriteria lainnya 

b) Spesifikasi ini harus objektif, tidak mengarah pada merk tertentu dan menghindari 

diskriminasi terhadap penyedia 

▪ Penentuan anggaran (Rencana Umum Pengadaan/RUP) 

a) Menentukan estimasi biaya pengadaan berdasarkan harga pasar terkini atau Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) 

b) Harus merujuk pada pagu anggaran yang telah disahkan dalam DIPA 

c) Semua rencana pengadaan dimasukkan ke dalam SIRUP 

d) RUP bersifat terbuka untuk public agar menjamin transparansi 

e) RUP memuat nama kegiatan, jenis barang/jasa, volume, Lokasi, nilai pagu, metode 

dan jadwal pelaksanaan. 

▪ Penetapan metode pengadaan 

a) Menentukan metode pemilihan penyedia yang sesuai berdasarkan nilai dan jenis 

pengadaan. Contoh: pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender 

cepat, seleksi 

b) Penentuan ini mengacu pada batas nilai pengadaan yang diatur dalam Perpres 

16/2018 

▪ Penjadwalan waktu pengadaan 

a) Menyusun timeline kegiatan pengadaan dari mulai proses pemilihan penyedia 

sampai dengan pembayaran pekerjaan 

b) Jadwal ini disusun untuk mendukung kegiatan utama organisasi dan terhindar dari 

keterlambatan serapan anggaran. 
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Dokumen yang dihasilkan pada tahap perencanaan, meliputi: 

a. Daftar kebutuhan barang/jasa 

b. Spesifikasi teknis dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

d. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 

e. Jadwal pelaksanaan pengadaan 

f. Usulan metode pemilihan penyedia 

 

2. Persiapan Pengadaan 

Tahap persiapan pengadaan adalah proses Menyusun dokumen-dokumen teknis dan 

administratif yang menjadi dasar dalam pemilihan penyedia. Persiapan ini memastikan 

bahwa pengadaan dilakukan secara tertib, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tujuan utama: 

▪ Menyiapkan dokumen pengadaan secara lengkap dan jelas 

▪ Menentukan spesifikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia 

▪ Menjamin kesesuaian antara kebutuhan, anggaran dan aturan pelaksanaan. 

 

Kegiatan pada tahap persiapan, meliputi: 

▪ Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis 

a. Merinci apa yang akan dikerjakan atau dibeli, bagaimana caranya dan hasil yang 

diharapkan 

b. KAK yang terdiri dari: latar belakang, tujuan kegiatan, ruang lingkup pekerjaan, 

output/hasil akhir, durasi waktu pelaksanaan, syarat teknis minimal 

c. Apabila pengadaan barang maka menggunakan spesifikasi teknis, sedangkan 

pengadaan jasa menggunakan KAK. 

▪ Menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

a. RAB adalah rincian biaya yang diperkirakan untuk melaksanakan pengadaan. 

b. HPS disusun berdasarkan: harga pasar yang wajar (perbandingan 3 sumber), 

sumber resmi lainnya seperti: e-katalog, referensi SBU, indeks harga, dll. 

c. HPS menjadi patokan nilai kewajaran penawaran dari penyedia. 

▪ Menetapkan metode pemilihan penyedia 

a. Berdasarkan hasil perencanaan ditetapkan metode seperti: 

▪ Pengadaan langsung (≤Rp200jt untuk barang/jasa lainnya) 

▪ Tender (di atas batas tertentu) 

▪ Seleksi (untuk jasa konsultasi) 

▪ Penunjukan langsung (untuk kondisi tertentu: darurat, tersedia hanya 1 

penyedia) 

b. Disertai metode evaluasi: system nilai, biaya terendah, kualifikasi teknis, dll 

▪ Menyusun dokumen pemilihan 

a. Disusun oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan 

b. Dokumen terdiri dari: 

▪ Undangan atau pengumuman pengadaan 

▪ Petunjuk kepada penyedia (instruksi) 
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▪ KAK/spesifikasi teknis 

▪ Format isian penawaran 

▪ Syarat administrasi dan teknis 

▪ Syarat kontrak 

▪ Kriteria evaluasi 

▪ Menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan 

a. Menentukan waktu: pengumuman lelang, masa sanggah, evaluasi dan penetapan 

pemenang 

b. Harus selaras dengan jadwal kegiatan dan kalender anggaran 

▪ Penetapan pejabat/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

PPK ditetapkan oleh PA/KPA. PPK dapat menunjuk: 

▪ Pejabat Pengadaan (untuk pengadaan sederhana) 

▪ Pkja Pemilihan (untuk tender/seleksi) 

▪ Tim Teknis dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan (PPHP) 

 

Dokumen yang dihasilkan dalam tahap persiapan, meliputi: 

a. KAK/spesifikasi teknis 

b. RAB dan HPS 

c. Dokumen pengadaan (tender/pengadaan langsung) 

d. SK penetapan Tim Pengadaan 

e. Jadwal pemilihan penyedia 

f. Notulen/Berita Acara Persiapan (jika diperlukan) 

 

Tahap persiapan ini merupakan tahap terpenting dalam alur pengadaan. Tanpa persiapan 

yang baik, proses selanjutnya akan berpotensi terjadi sengketa atau gagal pengadaan. 

Risiko yang dapat terjadi apabila persiapan tidak matang, antara lain: 

a. Gagal Lelang karena dokumen tidak jelas 

b. Penawaran tidak sesuai karena spesifikasi ambigu 

c. Potensi sanggahan atau keberatan dari penyedia 

d. Kontrak bermasalah karena syarat tidak lengkap 

 

3. Pemilihan Penyedia 

Tahap ini merupakan proses penjaringan, evaluasi dan penetapan pihak penyedia yang 

akan melaksanakan pekerjaan berdasarkan persyaratan dan dokumen pengadaan yang 

telah disiapkan. 

Tujuan: 

▪ Memilih penyedia yang berkompeten, bertanggung jawab dan memberikan 

penwaran terbaik. 

▪ Menjamin proses seleksi dilakukan secara transparan, adil dan akuntabel. 

 

Jenis metode pemilihan penyedia (umum) 

Jenis Pengadaan Metode Umum 

Barang/Jasa Lainnya Pengadaan langsung, tender, tender cepat 
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Jenis Pengadaan Metode Umum 

Pekerjaan Konstruksi Pengadaan langsung, tender 

Jasa Konsultasi Seleksi, pengadaan langsung 

Jasa Lainnya Sama seperti barang: 

Tender/Pengadaan langsung 

 

Tahapan Pemilihan Penyedia 

A. Metode Tender/Seleksi Umum 

1. Pengumuman pengadaan 

▪ Disampaikan secara terbuka melalui sistem pengadaan (seperti: LPSE) 

▪ Memuat nama paket, nilai pagu, spesifikasi umum dan jadwal 

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen 

▪ Penyedia yang berminat mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan 

secara online. 

3. Aanwijzing (penjelasan dokumen pengadaan) 

▪ Sesi tanya jawab antara Pokja dengan calon penyedia 

▪ Bertujuan memperjelas spesifikasi teknis, metode evaluasi atau hal 

administratif lainnya 

4. Pemasukan penawaran 

▪ Penyedia mengunggah dokumen penawaran (teknis, administrasi dan harga) 

melalui sistem 

5. Evaluasi penawaran 

▪ Administrasi: apakah dokumen lengkap dan sesuai format 

▪ Teknis: apakah memenuhi spesifikasi minimum 

▪ Harga: menilai kewajaran dan efisiensi harga 

▪ Kualifikasi: apakah penyedia memiliki kemampuan, pengalaman dan sumber 

daya 

6. Penetapan pemenang 

▪ Penyedia dengan skor terbaik atau harga terendah (tergantung metode 

evaluasi) ditetapkan sebagai pemenang 

7. Pengumuman pemenang 

▪ Diumumkan secara terbuka, umumnya melalui system elektronik 

8. Masa sanggah 

▪ Diberi waktu (umunya 5 hari kerja) bagi peserta lain untuk menyampaikan 

sanggahan apabila ada indikasi ketidakwajaran atau keberpihakan. 

 

B. Metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung 

Untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung, prosesnya lebih sederhana 

(negosiasi harga dan penunjukan langsung penyedia), dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi penyedia yang memenuhi syarat 

2. Negosiasi teknis dan harga dengan 1 penyedia 

3. Evaluasi sederhana terhadap penawaran 
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4. Penunjukan dan pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) 

5. Penetapan penyedia dan lanjut ke kontrak 

 

Dokumen yang dihasilkan, meliputi: 

▪ Daftar oeserta yang mendaftar dan menyampaikan penawaran 

▪ Berita Acara Evaluasi Penawaran 

▪ Penetapan pemenang 

▪ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

▪ Rekapitulasi nilai evaluasi (jika menggunakan sistem nilai) 

▪ Berita Acara Sanggah (jika ada) 

 

Potensi risiko apabila tahapan ini tidak dilakukan dengan benar, antara lain: sengketa 

dari peserta lain, penyedia yang terpilih tidak kompeten, pelanggaran etika/hukum 

pengadaan, proyek gagal mutu. 

 

Prinsip yang harus diterapkan pada tahapan ini, yaitu: 

▪ Transparansi: proses terbuka dan terdokumentasi 

▪ Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral 

▪ Keadilan: semua penyedia mendapat perlakuan setara 

▪ Efisiensi dan efektivitas: pemilihan sesuai kebutuhan dan biaya wajar 

 

4. Penetapan dan Penandatangan Kontrak 

Tahap ini adalah pengikatan resmi antara penyedia dan pihak pengguna anggaran (PPK) 

setelah penyedia ditetapkan sebagai pemenang pengadaan. Kontrak adalah dasar hukum 

yang mengatur hak, kewajiban, sanksi dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan. 

 

Tujuan utama: 

▪ Mengikat secara hukum hubungan antara penyedia dan pengguna anggaran 

▪ Memberikan kepastian terhadap ruang lingkup pekerjaan, waktu, biaya dan kualitas 

▪ Menjadi landasan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan 

 

Kegiatan pada tahap penetapan dan penandatangan kontrak, meliputi: 

1. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

▪ Diterbitkan oleh PPK kepada penyedia terpilih 

▪ Merupakan pemberitahuan resmi bahwa penyedia telah ditetapkan sebagai 

pemenang dan diminta untuk mempersiapkan penandatanganan kontrak. 

▪ Biasanya diberikan setelah masa sanggah berakhir (untuk tender). 

Isi SPPBJ, terdiri dari: 

a. Nama dan Alamat penyedia 

b. Nama paket pekerjaan 

c. Nilai penawaran yang dimenangkan 

d. Jadwal penandatanganan kontrak 
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2. Pemeriksaan Dokumen Kontrak 

▪ PPK dan penyedia bersama-sama menelaah draf kontrak untuk memastikan: sesuai 

dengan dokumen pengadaan dan penawaran serta tidak ada klausul yang ambigu 

atau merugikan salah satu pihak. 

▪ Bila diperlukan, dilakukan perbaikan atau revisi sebelum ditandatangani. 

3. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan 

▪ Wajib untuk kontrak yang bernilai >Rp200 juta 

▪ Harus diserahkan oleh penyedia sebelum penandatanganan kontrak 

▪ Bentuk jaminan dapat berupa bank garansi ataupun surety bond 

▪ Besaran nilai jaminan umumnya 5% dari nilai kontrak. 

4. Penandatangan Kontrak 

▪ Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia jasa/barang 

(pejabat/kuasa yang sah) 

▪ Penandatanganan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah SPPBJ 

diterbitkan (umumnya maksimal 14 hari kerja) 

▪ Kontrak bisa ditandatangani secara elektronik (e-kontrak) atau fisik. 

 

5. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Perintah Pengiriman (SPP) 

▪ Diberikan oleh PPK kepada penyedia setelah kontrak ditandatangani. 

▪ Tanggal dalam SPMK biasanya dianggap sebagai tanggal efektif mulainya 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan: 

Jenis Kontrak Keterangan 

Lump Sum Harga tetap untuk seluruh pekerjaan 

Harga satuan Pembayaran berdasarkan volume riil dan 

satuan harga 

Gabungan (Lump Sum+Harga Satuan) Kombinasi keduanya 

Waktu penugasan Umum untuk jasa konsultasi 

Kontrak Payung (Framework Contract) Untuk kebutuhan berulang dengan 

penyedia tertentu dalam jangka waktu 

tertentu 

 

Dokumen yang dihasilkan pada tahap ini, meliputi: 

▪ SPPBJ 

▪ Kontrak kerja (lampiran KAK, RAB, syarat teknis, jadwal, dll) 

▪ Jaminan pelaksanaan 

▪ SPMK/SPP 

▪ Berita Acara Penandatanganan Kontrak (jika diperlukan) 

 

Risiko yang dihadapi jika tahapan ini tidak dilakukan dengan tertib, antara lain: 

▪ Kontrak batal demi hukum karena syarat tidak terpenuhi 

▪ Pelanggaran administrasi (audit BPK/BPKP) 
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▪ Sengketa hukum karena klausul kontrak tidak jelas 

▪ Penyedia bekerja tanpa dasar hukum (belum ada kontrak/SPMK) 

 

Kontrak pengadaan harus tunduk pada: 

▪ Dokumen pemilihan  

▪ Hasil evaluasi dan negosiasi 

▪ Regulasi yang berlaku, seperti Perpres 16/2018 dan Permen terkait beserta 

aturan turunan lainnya. 

 

5. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Tahap pelaksanaan kontrak adalah proses realisasi fisik dan administratif atas pekerjaan 

yang telah dikontrakkan. Pada tahap ini penyedia menjalankan kewajiban sesuai 

perjanjian dan pengguna anggaran (PPK) melakukan pengawasan dan pengendalian. 

Tujuan utama: 

▪ Memastikan penyedia melaksanakan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tepat 

volume. 

▪ Menjamin pengeluaran anggaran dilakukan sesuai progress dan aturan 

▪ Mengelola risiko dan perubahan dalam pelaksanaan (jika diperlukan) 

 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan kontrak, meliputi: 

1. Pemberian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP) 

▪ Menandai dimulainya pelaksanaan kontrak. 

▪ Berisi perintah kepada penyedia untuk mulai bekerja/mengirim barang pada 

tanggal tertentu. 

2. Mobilisasi dan pelaksanaan fisik 

▪ Penyedia memulai kegiatan sesuai isi kontrak. 

▪ Penyedia harus mengikuti spesifikasi teknis, waktu dan ketentuan yang telah 

ditentukan. 

3. Pengawasan dan monitoring oleh PPK/Tim Teknis 

▪ PPK/Tim Pengawas melakukan pengawasan harian/periodik, pemeriksaan mutu 

(quality control), pencatatan progress pekerjaan. 

▪ Semua temuan harus dicatat dalam berita acara lapangan atau laporan 

pengawasan. 

4. Laporan kemajuan (Progres Report) 

▪ Penyedia wajib menyampaikan laporan berkala sesuai tahapan dalam kontrak 

▪ Digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, pembayaran termin dan 

penyesuaian jadwal (jika diperlukan) 

5. Pembayaran Termin (jika bertahap) 

▪ Berdasarkan progress fisik atau serah terima Sebagian 

▪ Dokumen pendukung: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, faktur/invoice, kuitansi, 

rekapitulasi volume kerja. 
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6. Perubahan kontrak (addendum jika diperlukan) 

▪ Dapat dilakukan dalam kondisi tertentu (seperti: force majeure, perubahan 

volume, efisiensi anggaran) 

▪ Harus memenuhi syarat: tidak mengubah tujuan utama kontrak, dilakukan melalui 

addendum kontrak serta disetujui oleh PPK dan Penyedia. 

▪ Jenis perubahan yang dilakukan, misalnya perpanjangan waktu pelaksanaan, 

perubahan spesifikasi/volume atau perubahan nilau kontrak. 

7. Penanganan keterlambatan 

Jika progress tidak sesuai rencana, maka Penyedia diberikan teguran tertulis, 

dikenakan denda keterlambatan sesuai kontrak atau dapat dilakukan pemutusan 

kontrak dan blacklist. 

 

Dokumen yang dihasilkan: 

▪ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pengiriman 

▪ Laporan pelaksanaan (harian, mingguan, bulanan) 

▪ Berita Acara Progres/Pemeriksaan Lapangan 

▪ Dokumen pembayaran termin 

▪ Addendum kontrak (jika ada) 

▪ Surat teguran atau sanksi (jika terjadi pelanggaran) 

 

Risiko pada tahap ini antara lain: pekerjaan gagal selesai tepat waktu, mutu pekerjaan 

tidak sesuai spesifikasi, penyedia mangkir/lalai atau pembayaran tanpa dasar (menjadi 

temuan audit BPK/BPKP) 

 

PPK wajib mengendalikan pelaksanaan kontrak, bukan hanya sebagai penandatangan. 

Setiap perubahan dan kejadian penting harus terdokumentasi resmi. Pelaporan secara 

real-time atau sistematis sangat diperlukan pada tahap ini. 

 

6. Serah Terima dan Pembayaran 

 Tahap ini merupakan akhir dari proses pengadaan, dimana penyedia menyerahkan hasil 

pekerjaan/barang dan pihak pengguna (PPK) melakukan pemeriksaan, kemudian 

melakukan pembayaran setelah semua terpenuhi sesuai kontrak. 

Tujuan utama: 

▪ Memastikan bahwa hasil pekerjaan/barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi 

dan ketentuan kontrak 

▪ Menjadi dasar untuk membayar kewajiban kepada penyedia 

▪ Mengakhri hubungan hukum antara penyedia dan pengguna 

 

Kegiatan pada tahap serah terima dan pembayaran, meliputi: 

1. Penyelesaian pekerjaan oleh penyedia 

▪ Penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan atau pengiriman barang sesuai denga 

nisi kontrak 

▪ Penyedia mengajukan permohonan serh terima kepada PPK 
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2. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Penerima 

▪ Dilakukan oleh PPK, Tim Teknis dan/atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 

▪ Pemeriksaan mencakup kesesuaian dengan spesifikasi teknis, kualitas dan 

kuantitas barang/jasa, kelayakan operasional, kelengkapan dokumen (manual, 

garansi, sertifikat, dll). 

3. Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

▪ Tanda bukti bahwa penyedia telah menyerahkan hasil pekerjaan yang 

ditandatangani oleh PPK/PPHP dan Penyedia. 

4. Permohonan pembayaran oleh Penyedia 

▪    Penyedia mengajukan permintaan pembayaran dilampiri dengan BAST, 

faktur/invoice, surat pernyataan tidak ada sengketa, rekap pekerjaan (jika 

diperlukan), bukti potong pajak (PPN/PPH) sesuai ketentuan 

5. Pemeriksaan dan persetujuan pembayaran oleh PPK 

▪ PPK memeriksa dokumen dan progress pelaksanaan 

▪ Jika dokumen dan hasil pekerjaan sesuai, PPK memproses pengajuan ke bagian 

keuangan 

6. Pencairan dana dan pembayaran kepada Penyedia 

▪ Pembayaran dilakukan sesuai kontrak (lump sum/bertahap) dan dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran atau Pejabat Keuangan 

7. Pemutakhiran arsip dan dokumentasi kontrak 

▪ Semua dokumen serah terima dan pembayaran diarsipkan untuk keperluan audit 

internal/eksternal, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja penyedia. 

 

Dokumen yang dihasilkan: 

▪ Berita Acara Serah Terima (BAST) 

▪ Laporan hasil pemeriksaan teknis 

▪ Invoice dan faktur pajak 

▪ Surat permintaan pembayaran 

▪ Bukti transfer pembayaran 

▪ Laporan akhir kegiatan 

 

Risiko 

▪ Pembayaran tanpa dasar hukum → temuan audit 

▪ Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi → kerugian negara/perusahaan 

▪ Potensi sengketa hukum 

▪ Keterlambatan pembayaran → denda atau penalti 

 

Untuk pengadaan bernilai besar atau rumit, dapat ditambahkan tahap masa pemeliharaan 

setelah BAST I. jika penyedia gagal memenuhi kewajiban setelah BAST I, jaminan 

pemeliharaan dapat dicairkan sebagai ganti rugi. 
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7. Pengarsipan dan Evaluasi 

Menjamin akuntabilitas dan pelaporan. Kegiatan pada tahap pengarsipan dan evaluasi, 

meliputi: 

1. Pengumpulan seluruh dokumen pengadaan 

Dokumen dari awal hingga akhir proses harus dikumpulkan dan disusun, mencakup: 

▪ Dokumen perencanaan (RUP, KAK, RAB) 

▪ Dokumen persiapan (HPS, dokumen pemilihan) 

▪ Dokumen pemilihan penyedia (pengumuman, penawaran, evaluasi, BAHP, SPPBJ) 

▪ Dokumen kontrak (kontrak, jaminan, addendum) 

▪ Dokumen pelaksanaan (SPMK, laporan progress) 

▪ Dokumen serah terima dan pembayaran (BAST, invoice, bukti bayar) 

▪ Korespondensi, notulensi dan catatan komunikasi penting 

Format penyimpanan dapat berupa fisik (hardcopy) sesuai klasifikasi arsip dan digital 

(pdf/scan) dalam system e-procurement/database internal. 

2. Pengarsipan dokumen secara sistematis 

▪ Arsip disusun berdasarkan tahapan pengadaan dan tahun anggaran 

▪ Penamaan dokumen harus konsisten dan mudah dicari 

▪ Jika menggunakan system elektronik (LPSE, e-office, e-arsip), semua file harus 

diunggah dan diberi metadata (nama paket, tanggal, PPK, Penyedia) 

▪ Kelengkapan arsip menjadi salah satu fokus utama dalam audit BPK, Inspektorat atau 

Lembaga pengawas lainnya. 

3. Evaluasi kinerja penyedia 

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah penyedia: 

▪ Menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, mutu dan biaya 

▪ Responsive terhadap komunikasi dan perubahan 

▪ Memiliki rekam jejak yang baik maupun yang di blacklist. 

Keluaran evaluasi menghasilkan laporan evaluasi kinerja penyedia, rekomendasi 

penggunaan penyedia di masa depan, dan penilaian ini dapat menjadi dasar/informasi 

penyedia masuk dalam daftar hitam atau mitra yang terpercaya. 

4. Evaluasi internal proses pengadaan 

PPK dan Tim Pengadaan melakukan evaluasi terhadap: 

▪ Apakah proses pengadaan berjalan lancar? 

▪ Apa hambatan yang terjadi (misalnya gagal tender, sanggahan, keterlambatan)? 

▪ Apa perbaikan yang dapat dilakukan untuk tahun berikutnya? 

 

Keluaran evaluasi meliputi laporan evaluasi proses pengadaan dan rekomendasi untuk 

revisi SOP, pemilihan metode pengadaan atau peningkatan kapasitas SDM. 

5. Penyusunan laporan akhir pengadaan 

Laporan akhir yang dibuat dapat berisi ringkasan seluruh proses pengadaan, rekap biaya 

dan realisasi, kinerja penyedia dan pelaksanaan, saran dan masukan ke manajemen. 

Dokumen yang dihasilkan pada tahap ini, meliputi: 
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▪ Daftar inventaris dokumen pengadaan 

▪ Laporan evaluasi kinerja penyedia 

▪ Laporan evaluasi proses pengadaan 

▪ Laporan akhir kegiatan pengadaan 

▪ Formulir pengarsipan (hardcopy/softcopy) 

 

Risiko 

▪ Pada saat diaudit, tidak dapat membuktikan proses pengadaan sah. 

▪ Sulit menelusuri permasalahan di masa depan 

▪ Kinerja penyedia tidak terdata 

▪ Rencana pengadaan tahun berikutnya tidak berbasis data 

 

2.4 Pelaksanaan E-procurement di Indonesia  

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor penting dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya mewujudkan transparansi, 

efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, Pemerintah Indonesia telah 

mengembangkan dan menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yang dikenal dengan 

nama e-Procurement. Sistem ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE). LPSE berfungsi menyediakan infrastruktur teknologi dan sistem aplikasi yang 

memungkinkan pelaksanaan proses pengadaan dilakukan secara daring melalui platform yang 

dikenal sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah (K/L/PD). Selain menyediakan platform pengadaan, LPSE juga bertugas 

memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Pendaftaran ini 

merupakan syarat utama agar penyedia dapat mengakses sistem SPSE dan mengikuti proses 

pengadaan pemerintah. Tanggung jawab LPSE mencakup pengelolaan data penyedia yang 

berdomisili dalam wilayah kerjanya. 

Landasan hukum pembentukan dan operasional LPSE merujuk pada beberapa regulasi utama. 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, khususnya pada Pasal 73, yang mengatur tentang sistem elektronik dalam 

pengadaan. Ketentuan teknis operasional lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa LPSE merupakan bagian dari 

struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan memiliki tanggung jawab 

tertentu terkait pengelolaan sistem pengadaan elektronik. Di samping itu, karena LPSE 

merupakan penyedia layanan sistem elektronik, maka pelaksanaannya juga harus sesuai dengan 

prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk perubahannya. Undang-undang ini 

mengatur hal-hal terkait keamanan informasi, perlindungan data pribadi, keandalan sistem 

elektronik, legalitas dokumen, dan transaksi yang dilakukan secara digital.  
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Implementasi e-Procurement di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat korupsi dalam 

sektor pengadaan. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi 

pada pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi 

dan penyuapan11. Oleh karena itu, digitalisasi pengadaan melalui SPSE menjadi instrumen 

penting untuk meminimalkan penyimpangan, mempercepat birokrasi, dan membuka akses 

yang lebih luas bagi pelaku usaha. 

Selain itu, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan tata kelola 

pengadaan yang baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCAC, 

Kelompok Kerja Anti-Korupsi G20, serta rekomendasi OECD. Melalui Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021, tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah diatur untuk memastikan setiap 

pengeluaran negara menghasilkan barang dan jasa yang tepat sasaran, baik dari segi kualitas, 

kuantitas, waktu, anggaran, penyedia, maupun lokasi. Peraturan ini sekaligus menjadi 

instrumen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong sistem 

pengadaan yang lebih transparan dan terkontrol. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010, prinsip dasar pengadaan telah mencakup efisiensi, efektivitas, 

transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas. Selain itu, berbagai prinsip 

global yang direkomendasikan oleh OECD seperti integritas, aksesibilitas, serta mekanisme 

kontrol dan pemantauan juga telah mulai diadopsi dalam sistem pengadaan sektor publik di 

Indonesia. 

Pengembangan sistem e-Procurement dimulai sejak tahun 2008 dengan peluncuran INAPROC12. 

INAPROC merupakan platform terpusat dari SPSE dan sistem pendukung lainnya yang bertujuan 

untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, serta 

kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa13. Sistem ini dikembangkan secara 

bertahap untuk mengakomodasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga 

pelaporan. Semua proses tersebut dilakukan melalui SPSE dengan alur kerja yang telah 

distandarkan melalui Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia14. Selain itu, e-Procurement di Indonesia 

dikawal ketat melalui sistem blockchain dan kriptografi (LKPP, 2022). 

Seiring waktu, SPSE mengalami berbagai pembaruan versi untuk menyesuaikan dengan dinamika 

regulasi serta kebutuhan pengguna. perkembangan e-Procurement di Indonesia antara lain 

sebagai berikut: 

▪ Tahun 2008 - Peluncuran SPSE versi 1.0 

SPSE pertama kali diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) pada tahun 2008 dan mulai diterapkan oleh 11 instansi pemerintah. Tujuannya adalah 

 
11 https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2, diakses Oktober 2025 
12 Nurmandi, A., & Sunhyuk, K. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A 
comparison. International Journal of Public Sector Management Volume 28, 198 - 220. 
13 https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/1887/Pemberitahuan-tentang-Penggunaan-INAPROC-Bagi-
Penyedia-Katalog-Elektronik, diakses 13 Mei 2025 
14 https://spse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami, diakses Juni 2025 

https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2
https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/1887/Pemberitahuan-tentang-Penggunaan-INAPROC-Bagi-Penyedia-Katalog-Elektronik
https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/1887/Pemberitahuan-tentang-Penggunaan-INAPROC-Bagi-Penyedia-Katalog-Elektronik
https://spse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami
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untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

▪ Tahun 2013 – Ekspansi Penggunaan SPSE 

Pada tahun 2013, penggunaan SPSE telah meluas ke 573 lembaga pemerintah, termasuk 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adopsi yang signifikan 

dalam penggunaan sistem pengadaan elektronik di seluruh Indonesia. 

▪ Tahun 2018 – Pengembangan SPSE Generasi 4.3 

SPSE mengalami pembaruan signifikan dengan pengembangan versi 4.x yang menggunakan 

Play Framework 1. Modifikasi ini meningkatkan performa sistem, terutama dalam 

manajemen data, hingga lebih dari 50 kali lipat. 

▪ Tahun 2021 – Peluncuran SPSE Versi 4.5 

SPSE versi 4.5 resmi dirilis pada 28 Oktober 2021. Versi ini menghadirkan fitur-fitur baru yang 

mendukung integrasi dengan sistem lain seperti Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), 

e-Kontrak, dan e-Purchasing. 

▪ Tahun 2024 – Pembaruan SPSE Versi 4.5u20241231 

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, SPSE versi 4.5 mengalami banyak pembaruan dengan 

kode versi yaitu 4.5u20241231. Pembaruan ini mencakup peningkatan keamanan dan 

stabilitas sistem untuk mendukung proses pengadaan yang lebih efisien hingga penambahan 

fitur pembuatan kode verifikasi untuk menghubungkan transaksi paket tender dan non-

tender konstruksi ke transaksi katalog versi 6.0. 

▪ Tahun 2025 – Pembaruan SPSE Versi 4.5u20250321 

Pada tahun 2025, SPSE versi 4.5 masih mengalami pembaruan terkait penyesuaian fitur 

penggunaan NPWP 16 digit, perbaikan penyimpanan e-kontrak jika terdapat perubahan PPK, 

penyesuaian default isian kolom pajak pada rincian HPS hingga perbaikan minor lainnya. 

Perbaikan terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan pengguna, menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan 

yang berlaku. 

Hingga saat ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia telah 

diwajibkan untuk menggunakan SPSE dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang 

dananya berasal dari APBN/APBD15. Penggunaan SPSE meliputi e-purchasing, penunjukan 

langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Cakupan pelaksanaan e-Procurement 

meliputi: 

1. Perencanaan pengadaan (melalui SIRUP) 

2. Pemilihan penyedia (tender dan non-tender via SPSE) 

3. Kontrak elektronik 

4. Pelaporan dan monitoring pelaksanaan kontrak 

5. Evaluasi kinerja penyedia 

Seiring perkembangan, SPSE telah terintegrasi dengan berbagai sistem pendukung seperti Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan e-Katalog, yang membentuk ekosistem digital 

dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Integrasi ini memungkinkan proses 

pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat ditelusuri secara digital. Namun, pada 

 
15 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
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kenyataannya penerapan e-Procurement masih membuka celah terjadinnya kecurangan. Berikut 

beberapa hasil studi kasus penerapan e-Procurement di beberapa daerah di Indonesia: 

1. Kabupaten Pasaman Barat 

Faradilla dan Sofyan (2024) meneliti pengaruh e-Procurement, sistem pengendalian internal, 

dam whistleblowing system terhadap pencegahan fraud di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun e-Procurement dan sistem pengendalian 

internal berkontribusi signifkan dalam mencegah fraud, whistleblowing system tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kasus korupsi tetap terjadi, seperti pada proyek 

Pembangunan RSUD Pasaman Barat, di mana berbagai pania tender ditetapkan sebagai 

tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement saja tidak cukup untuk 

mencegah korupsi tanpa dukungan sistem pengawasan yang efektif. 

 

2. Kota Semarang 

Astuti dan Prabowo (2023) melakukan penelitian di Kota Semarang dan menemukan bahwa 

implementasi e-Procurement tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya, sistem pengendalian 

internal memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa 

pengawasan internal yang kuat, e-Procurement tidak cukup efektif dalam mencegah praktik 

korupsi. 

3. Kabupaten Bojonegoro 

Penelitian oleh Nurchana (2014) mengungkapkan bahwa penerapan e-Procurement di 

Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya efektif. Salah satu tujuan utama, yaitu 

meningkatkan persaingan usaha yang sehat, belum tercapai secara maksimal. Studi ini 

menemukan adanya indikasi "main mata" antara penyedia dan panitia lelang, yang 

mengurangi efektivitas sistem e-Procurement. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan 

pengawasan intensif dari masyarakat dan lembaga independen seperti Indonesia Corruption 

Watch (ICW). 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Procurement di 

beberapa daerah di Indonesia masih menghadi tantagan yang memungkinkan terjadinya praktik 

kecurangan dan korupsi. 

2.5 E-Procurement dan Korupsi  

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebenarnya bukan sekedar urusan administrasi Pemerintah. 

Di balik proses pengadaan, di mulai dari merencanakan kebutuhan, menyusun spesifikasi teknis, 

pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan, PBJ 

memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem PBJ merupakan 

instrumen negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh 

karena itu, Konsep dasar pengadaan harus selalu menjunjung prinsip efisien, efektif, transparan, 

terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 

Tata kelola sektor publik, PBJ menjadi mekanisme utama untuk menyalurkan anggaran negara. 

Besarnya nilai belanja, dimana pengadaaan pda tingkat nasional mencapai ratusan triliun rupiah 

per tahun menjadikan PBJ sebagai titik rawan penyimpangan. Berbagai penelitian antikorupsi 

menyoroti PBJ sebagai “sumber masalah”, karena tiga faktor utama yaitu anggaran yang sangat 
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besar, pejabat punya bayak ruang diskresi utuk menentukan spesifikasi maupun penyedia, dan 

proses teknis yang rumit, sehingga celah manipulasi terbuka lebar. 

Di sisi lain sebagai akuntabilitas publik, PBJ seharusnya menjadi alat negara untuk memastikan 

setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ukuran 

keberhasilan PBJ tidak hanya diukur dari selesaianya proyek akan tetapi diukur dari kepatuhan 

terhadap prinsip pengadaan, kualitas hasil pekerjaan, serta proses yang berintegritas. Dengan 

kata lain, PBJ adalah alat untuk mencapai nilai manfaat tertinggi dari anggara Pemerintah (Value 

for money). 

Namun, praktik dilapangan sering tidak seideal konsepnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa 

PBJ justru dimanfaatkan sebagai lahan korupsi. Penyimpangan paling banyak terjadi ditahap-

tahap krusial. Penyusunan spesifikasi yang diarahkan ke penyedia tertentu, perhitungan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) yang dimark up, evaluasi penawaran yang tidak obyektif, pengaturan 

pemenang tender, pengalihan pekerjaan melalui subkontrak ilegal, hingga rekayasa 

pembayaran yang tidak sesuai progres. Dalam konteks tindak pidana korupsi, PBJ dapat 

berfungsi sebagai locus (tempat terjadinya korupsi), instrument (alat untuk melakukan korupsi) 

dan objek korupsi (nilai korupsi yang diselewengkan). 

Faktor empiris semakin memperkuat kesimpulan tersebut. Berdasarkan data yang diliris Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2024 terdapat 154 perkara tindak pidana 

korupsi yang ditangani dan 68 diantaranya berasal dari sector PBJ. Angka ini menunjukkan 

dominasi PBJ sebagai titik rawan korupsi, terutama dalam bentuk suap dan gratifikasi oleh pihak 

swasta kepada pejabat public untuk memenangkan proyek. Temuan ini konsiten dengan hasil 

Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang mengidentifikasikan bahwa risiko 

penyimpangan dalam Pengelolaan PBJ mencapai 85,2% di Kementerian/Lembaga. Data tersebut 

menegaskan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas 

proses PBJ di seleuruh tingkatan birokrasi. 

Tren jangka panjang juga menunjukkan peningkatan signifikan kasus korupsi PBJ. Data statistik 

KPK mencatat bahwa sejak 2004 hinga 2025, sektor PBJ hampir selalu menempati peringkat 

teratas perkara yang ditangani, dengan jumlah yang melonjak tajam pada tahun-tahun terakhir. 

Pola ini menandakan bahwa PBJ merupakan sektor yang paling rentan dimanfaatkan oleh 

Penyelenggara negara dan pihak swasta untuk melakukan penyimpangan. 

Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh KPK terkait PBJ adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Kasus terkait Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK 
Tahun Jumlah Kasus Tahun Jumlah Kasus 

2004 2 2015 14 

2005 12 2016 14 

2006 8 2017 15 

2007 14 2018 17 

2008 18 2019 18 
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Tahun Jumlah Kasus Tahun Jumlah Kasus 

2009 16 2020 27 

2010 16 2021 30 

2011 10 2022 14 

2012 8 2023 62 

2013 9 2024 68 

2014 15 2025 21 

              sumber : https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2 

Dari sudut pandang manajemen risiko, PBJ masuk kategori proses berisiko tinggi, terutama pada 

pengadaan teknologi informasi, proyek multi years, atau paket pekerjaan lintas konsorsium. 

Oleh karena itu, reformasi birokrasi menempatkan perbaikan PBJ sebagai prioritas melalui 

digitalisasi, transparansi data, pengawasan berbasis risiko, serta pembatasan subkontrak. 

Langkah ini diarahkan untuk menutup celah korupsi dan mengembalikan PBJ ke fungsi 

strategisnya sebagai instrumen pembangunan yang bersih dan akuntabel. 

Seperti halnya yang terjadi pada Proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang dirancang sebagai inisiatif 

strategis untuk menata administrasi kependudukan melalui integrasi data nasional guna sebagai 

single identity number yang bertujuan untuk layanan publik dan pemilu serta modernisasi 

administrasi melalui perangkat keras, perangkat lunas, jaringan komunikasi dan blanko berchip. 

Program ini direncanakan dengan Grand Design dan kerangka acuan (KAK) dan reviu biaya (RAB) 

yang melibatkan kementerian Dalam Negeri, BPPT, dan pemasok domestik maupun 

internasional.  Mekanisme pengadaan mengikuti rezim LPSE/SPSE dengan melalui lelang LPSE, 

berita acara evaluasi, dokumen prakualifikasi, HPS/BoQ, Kontrak dan addendum, serata 

korespondensi vendor, evaluasi administrasi dan teknis serta penetapan pemenang.  Namun 

perkara pidana yang menyertai menunjukkan digitaliasi pengadaan masih menjadi celah korupsi 

melalui integritas dalam pengambilan keputusan.  

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipkor), Jakarta Pusat Nomor 

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst(perkara Setyo Novanto) dan yurisprudensi perkara e KTP di 

tingkat kasasi dan peninjauan kembali (MA Nomor 430 K/Pid.Sus/2018; MA Nomor 

32/Pid.Sus/2020). Kronologi singkat perkara E-KTP ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan yang dimulai sejak 2010, setelah grand design, KAK serta RAB yang sudah 

direviu oleh BPKP, korespondensi dengan pemasok luar negeri untuk kebutuhan biometric, 

chip dan server terekam sejak awal.  

2. Anggaran pengadaan ini menggunakan multi years yaitu dari 2010 sampai dengan 2011 dan 

Kementerian keuangan menyetujui kontrak tahun jamak, dengan merevisi DIPA dan RKA KL 

terjadi berulang dan BPPT juga memberikan rekomendasi teknis.  

3. Tender Via LPSE pada tahun 2011. LPSE Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan 

pelelangan yang pesertanya terdiri dari konsorsium besar antara PNRI, Telkom dll 

4. Pelaksanaan dan addendum pada tahun 2011 dan 2012. Kontrak berjalan dengan addendum 

berkali-kali, perubahan spesifikasi dan penggunaan subkontrak berlapis. 

 

https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2
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Adapun modus Korupsi dilihat dari dokumen putusan disebutkan sebagai berikut: 

a. Rekayasa tender  

1) Pemenang tender diatur sejak awal, bahkan sebelum LPSE membuka pengumuman. 

2) Konsorsium PNRI dipastikan menang dengan memanipulasi evaluasi teknis & 

administrasi. 

3) Dokumen prakualifikasi disesuaikan agar hanya konsorsium tertentu yang memenuhi 

syarat. 

4) Adanya “konsorsium bayangan” yang didaftarkan untuk memenuhi formalitas 

persyaratan. 

Indikator yang terdapat di putusan: 

1) Draft shortlist peserta sudah ditentukan sebelum masa evaluasi. 

2) Banyak dokumen prakualifikasi dan teknis yang ternyata tidak valid. 

3) Korespondensi vendor sudah berjalan jauh sebelum lelang diumumkan 

 

b. Manipulasi HPS/BoQ dan Mark up 

HPS disusun dengan referensi harga yang tidak wajar; komponen teknologi (server, 

AFIS/HSM, chip, jaringan) mengalami penggelembungan 

1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun tidak wajar, dinaikkan berkali kali. 

2) Harga hardware & chip dinaikkan lebih dari standar pasar. 

3) Ada rekayasa BoQ, HPS, dan referensi harga dengan vendor tertentu. 

 

c. Pembayaran tidak sesuai progress dan addendum rasionalisasi 

Termin pembayaran tidak didukung capaian fisik; addendum dipakai sebagai alat 

rasionalisasi administratif atas pelaksanaan yang menyimpang 

1) Penarikan dana dilakukan meski pekerjaan belum mencapai progres. 

2) Beberapa item proyek tidak pernah dikerjakan, tetapi tetap dibayar. 

3) Addendum kontrak digunakan untuk meloloskan pembayaran tidak sah. 

 

d. Suap dan commitmen fee 

Aliran dana besar menguatkan keterlibatan penyelenggara negara dan legislator; amar 

putusan memerintahkan denda dan uang pengganti yang signifikan. 

Terdapat aliran uang:  

1) ke pejabat Kemendagri, 

2) ke anggota DPR Komisi II, 

3) ke pihak yang membantu mengawal anggaran, 

4) termasuk ke Setya Novanto (melalui perantara Andi Narogong). 

Nominal yang masuk ke terdakwa menurut putusan: 

USD 7,435,000 + Rp 5 miliar 

 

e. Konsorsium bayangan dan subkontrak berlapis 

Struktur konsorsium dan subkontrak digunakan untuk memecah tanggung jawab, 

mengaburkan biaya, dan memasukkan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi melalui jalur 

kemitraan. 

▪ Subkontrak berlapis tanpa mekanisme pengadaan. 
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▪ Dokumen subkontrak tidak transparan. 

▪ Banyak vendor kecil dijadikan “penampung” barang impor. 

            sumber : Putusan kasus nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst(perkara Setyo Novanto) 

Keterkaitan kasus E-KTP dengan E Procurement adalah lelang E-KTP melalui LPSE/SPSE dengan 

bukti sistem terdapat jadwal, kode lelang, laporan evaluasi. Meskipun begitu, korupsi terjadi 

karena ada ruang keputusan manusia yang tergantung integritasnya. Adapun yang menjadi 

campur tangan manusia diantaranya penyusunan spesifikasi, pembobotan, penilaian teknis, 

sanggahan dan hingga addendum. Dengan demikikian e-procurement dipakai secara formal 

akan tetapi dikalahkan oleh manusia sebagai operatoranya melalui rekayasa substansi. 

Pada periode 2020-2021, Dinas Perhubungan Kota Bandung (Dishub) memasuki 

pembangunan infrastruktur transportasi berbasis teknologi terutama melalui pengadaan 

APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), CCTV pemantau lalu lintas, PJU/PJL, serta 

peningkatan jaringan internet untuk sistem ATCS (Area Traffic Control System). 

Kebutuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume lalu lintas, tuntutan modernisasi 

sistem pengendalian transportasi, dan kebijakan nasional terkait smart city. Dengan 

demikian, usulan pengadaan baru maupun pemeliharaan rutin menjadi agenda tahunan 

Dishub. 

Secara formal, mekanisme pengadaan yang digunakan oleh Dishub meliputi pengadaan langsung, 

e‑catalog/e‑purchasing, dan dalam beberapa kasus penunjukan langsung oleh pejabat berwenang. 

Penggunaan e‑catalog sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong digitalisasi dan 

transparansi melalui sistem e‑procurement. Namun, di tingkat implementasi, variasi metode 

pengadaan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi proses kerap diprioritaskan dibanding kompetisi 

terbuka. Pengadaan langsung dan penunjukan penyedia, meskipun sah secara regulasi dalam kondisi 

tertentu, membuka ruang diskresi yang lebih besar bagi pejabat pembuat komitmen. 

Beberapa penyedia seperti PT Marktel, PT Sarana Mitra Adiguna, dan PT Citra Jelajah Informatika, 

yang secara konsisten memenangkan paket-paket pengadaan sejak 2020. Pola keterlibatan yang 

berulang ini mencerminkan terbentuknya hubungan kerja yang berkelanjutan antara penyedia dan 

instansi pemerintah daerah. Namun, dari perspektif tata kelola, keberlanjutan hubungan semacam 

ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan apabila tidak disertai kompetisi yang sehat dan 

mekanisme evaluasi yang objektif terhadap kinerja penyedia. 

Fenomena ini menegaskan bahwa pada fase awal implementasi teknologi transportasi tersebut, 

ekosistem pengadaan belum sepenuhnya bebas dari kerentanan tata kelola. Keterlibatan vendor 

yang relatif homogen dari tahun ke tahun, ditambah fleksibilitas dalam pemilihan metode 

pengadaan, merupakan faktor yang perlu dicermati dalam analisis risiko korupsi sektor pengadaan 

publik. Dengan demikian, memahami dinamika latar belakang ini menjadi dasar penting dalam 

menilai integritas proses pengadaan serta efektivitas kebijakan digitalisasi melalui e‑procurement 

pada tahun‑tahun berikutnya. 

Adapun modus yang terjadi pada pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), CCTV 

pemantau lalu lintas, PJU/PJL, serta peningkatan jaringan internet untuk sistem ATCS (Area 

Traffic Control System) adalah sebagai berikut : 
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1. Penentuan Vendor Sudah Diatur Sebelum Masuk e Katalog 

Dari dokumen bukti (SPK, kontrak, surat pesanan, screenshot e catalog), terlihat: 

Paket-paket seperti CCTV, APILL, Internet ATCS, PJU/PJL sudah ditentukan untuk vendor tertentu 

seperti:  

a. PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) 

b. PT Marktel (Traffic Control & ITS) 

c. PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) 

Padahal dalam e Katalog seharusnya terjadi pemilihan penyedia secara objektif. 

2. Penyusunan Paket (Paketisasi) Disesuaikan dengan Katalog agar Vendor Tertentu Masuk 

Putusan menunjukkan banyak SPK nilai seragam (contoh: Rp 196 juta – Rp 197 juta) untuk kamera 

simpang. 

Ini mengindikasikan: 

a. Paket “dipecah-pecah” sesuai format katalog, 

b. Agar vendor tertentu bisa masuk dan 

c. Tidak melalui tender kompetitif. 

  

3. Surat Pesanan (SP) dalam e Katalog Dipakai Setelah Ada Kesepakatan Fee 

Putusan memuat banyak surat pesanan e catalog seperti: 

a. Pesanan Internet Dedicated 150 Mbps ATCS 

b. Pesanan Internet CC Room 

c. Pesanan instalasi CCTV pada titik tertentu 

  

Semua dibuat setelah ada komitmen fee antara: 

a. PPK Dishub 

b. Terdakwa / TAPD 

c. Anggota DPRD 

d. Vendor 

 

4. Vendor Mengikuti Format e Katalog tetapi Fee Mengalir ke Pejabat & DPRD 

Putusan menunjukkan aliran commitment fee: 

a. Total fee Rp 1,59 miliar 

b. Rp 1,075 miliar mengalir ke anggota DPRD 

c. Sisanya ke pejabat terkait 

Padahal transaksi dalam e catalog seharusnya bebas suap. 

5. Pengadaan e Katalog Dipakai untuk Menghindari Mekanisme Tender 

Karena: 

a. e catalog memungkinkan penunjukan langsung 

b. Nilai paket bisa dipilih sesuai etalase 

c. Tidak perlu evaluasi tender komprehensif 

 

Maka pengaturan proyek jadi lebih mudah: 

a. TAPD dan Banggar menyetujui paket 

b. Dinas membuat SPK 

c. Vendor mengeksekusi 

d. Fee dibagikan 

Bukti dalam putusan yang menunjukkan modus e Katalog 



 

 

50 
 
 

Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa   

6. Putusan mencantumkan puluhan bukti e catalog, antara lain: 

a. Screenshot etalase LKPP 

b. Surat Pesanan (SP) 2021–2023 

c. SPK yang merujuk pada e purchasing 

d. Kontrak paket CCTV/APILL/PJU dengan vendor katalog 

e. Dokumen harga katalog (pricelist e catalogue) 
    sumber : Putusan Kasus Nomor Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. 

Praktek Pengadaan yang paketnya sudah dirancang dengan memanfaatkan fleksibilitas 

mekanisme e katalog untuk merumuskan spesfikasi yang hanya bisa dipenuhi oleh penyedia 

tertentu, sehingga semakin terbatas ruang kompetisi dan sistem digital pengadaan hanya 

sebagai instrumen legitimasi administratif. Dengan demikian, kasus ini mengukuhkan bahwa e 

procurement  bukan satu-satunya solusi jika tidak dibarengi dengan transparasi prosedur dan 

integritas pejabat, ketangguhan mekanisme pengawasan, serta kemampuan audit untuk 

menelusuri proses informal yang tidak dapat terekam dalam jejak elektronik sistem pengadaan. 

Pada tahun 2025, mencuat Kasus Chromebook yang merupakan salah satu skandal pengadaan 

terbesar di sektor pendidikan, dengan nilai proyek Rp 9,3–9,9 triliun dan kerugian negara 

mencapai Rp1,98–2,18 triliun. Kasus tersebut melibatkan Pejabat tingi di Kementerian 

Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi termasuk didalamnya menteri Nadiem Makarim 

yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Posisi kasus, saat penulisan 

laporan ini sedang berjalan di proses peradilan akan tetapi sudah ada penahanan.  

Walaupun pengadaan Chromebook merupakan proses digitalisasi pendidikan pada kurun waktu 

2019-2023, kasus ini sangat relevan dengan mekanisme e-purchasing karena menyangkut 

penyusunan spesifikasi, pengaturan preferensi produk, dan proses pemilihan penyedia yang 

mengarah pada vendor tertentu sehingga prinsip dasar e-procurement (persaingan sehat, 

transparansi dan akuntabilitas) menjadi rusak. Idealnya sistem e purchasing, pengguna 

anggaran membeli barang/jasa dari daftar yang sudah tercantum di e katalgo LKPP dimana 

penyedia sura pra terverifikasi, spesifikasi barang menjadi standar yang harus terbuka untuk 

banyak vendor, panitia wajib membandingkan harga, spesifikasi dan melalukan negosiasi bila 

perlu dan tidak boleh ada penguncian spesifikasi ke merek tertentu. Dengan kata lain, e 

purchasing memberikan fleksibilitas cepat tanpa menghilangkan prinsip kompetisi yang sehat. 

Kasus Chromebook justru menunjukkan bagaimana mekanisme ini disalahgunakan oleh pejabat 

pengadaan dengan mengunci spesifikasi dan mengendalikan rantai keputusan sejak awal 

dengan : 

a) Spesifikasi sengaja dikunci dengan “ChromeOS only” 

Dari sumber berita , Kejagung menemukan bahwa pejabat Kemendikbudristek menyusun 

petunjuk teknis (juknis) yang memaksa penggunaan CromeOS sebagai syarat utama 

pengadaan. Sehinga penyedia laptop non ChromeOS otomatis gugur, dan menciptkan pasar 

monopolistik yang bertentangan dengan prinsip e-purchasing yang mengharuskan adanya 

kompetisi. 

b) Arahan penyusunan spesifikasi dilakukan melalui pertemuan khusus internal dan bersama 

Google. 
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Diduga ada beberapa pertemuan dengan Google untuk memastikan proyek digitalisasi 

menggunakan ChromeOS dan Chrome Device Management (CDM). 

- Kajian teknis tidak obyeketif dan bertentangan dengan hasil uji coba 

Hasil uji coba 2019 Chromebook tidak cocok untuk daerah 3T namun juknis tetap di 

paksakan.  

- Dampak terhadap mekanisme e purchasing 

a) Pengadaan dalam e katalog mensyaratkan kecocokan kebutuhan vs spesifikasi 

b) Spesifikasi teknis diabaikan dengan mengerucut pada Crome maka pengadaan tidak 

lagi berbasis value for money 

c) Sistem e purchasing yang seharusnya mencegahan pemborosan justru merugikan 

negara kisaran 1,98- 2,18 Triliun Rupiah 

Adapun dampak kasus Chromebook terhadap e purchasing adalah: 

a. Hilangnya kompetisi (anticompetitive procurement) 

Spesifikasi hanya terbatas pada Chrome, sehingga kompetitor lain tidak dapat mengajukan 

penawaran sebagai pembanding. Hal ini menciptakan pasar monopoli, karena hanya tipe 

Chrome saja yang bisa mengikuti pengadaan ini. 

b. Negosiasi harga menjadi mustahil 

Ekosistem yang dapat mengajukan penawaran adalah Chrome, sehingga untuk harga tidak 

ada pembanding yang signifikan, kemungkinan bisa menjadi harga tunggal yang belum 

teruji keefisiennya. 

c. E katalog hanya formalitas karena penyedia sudah diarahkan  

sumber: Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook dan CDM Kemendikbudristek Dilimpahkan ke 

Pengadilan Tipikor PN Jakpus, diunduh 23 Desember 2025; 10:38 WIB 

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi 

pengadaan melalui penerapan sistem e-procurement. Sistem ini memungkinkan seluruh proses 

dilakukan secara daring mulai dari pengumuman tender, unggah dokumen, evaluasi penawaran, 

hingga pembayaran. Salah satu inovasi penting adalah peluncuran E Katalog versi 6 oleh LKPP, 

yang mengintegrasikan fitur pembayaran, perpajakan, tanda tangan elektronik, serta data 

kependudukan, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat dan mengurangi interaksi 

langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Meski demikian, digitalisasi bukan berarti menghilangkan risiko korupsi sepenuhnya. 

Pengalaman menunjukkan bahwa sistem elektronik tetap dapat dimanipulasi. Modus-modus 

baru bermunculan seperti manipulasi spesifikasi teknis, pengondisian harga di dalam e-katalog, 

rekayasa stok barang oleh penyedia, hingga pengaturan pemenang tender melalui mekanisme 

e-purchasing. Dengan demikian, keberhasilan e-procurement sangat bergantung pada integritas 

pelaksana, kualitas pengawasan, serta kemampuan sistem untuk mendeteksi anomali. 

2.6 Monitoring dan Evaluasi E-Procurement  

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin 

https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/berkas-perkara-dugaan-korupsi-pengadaan-chromebook-dan-cdm-kemendikbudristek-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-pn-jakpus-mvk.html?screen=10
https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/berkas-perkara-dugaan-korupsi-pengadaan-chromebook-dan-cdm-kemendikbudristek-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-pn-jakpus-mvk.html?screen=10
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bahwa proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku16. Dalam praktiknya, monitoring berfungsi sebagai proses pengawasan rutin 

terhadap pelaksanaan e-procurement, sedangkan evaluasi berperan dalam menilai sejauh mana 

sistem tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, 

maupun kualitas pelaksanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, 

monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 

pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan 

timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, sedangkan evaluasi adalah rangkaian 

kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) 

terhadap rencana dan standar. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi e-procurement di Indonesia melibatkan sejumlah pihak 

dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor utama. 

LKPP memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) secara nasional, termasuk dalam merancang indikator-indikator kinerja, 

menyusun laporan pelaksanaan, serta melakukan pembinaan kepada instansi pengguna sistem. 

LKPP juga menggunakan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai alat ukur untuk menilai 

kinerja pengadaan di tiap instansi pemerintah. ITKP memperhatikan aspek-aspek seperti 

perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengadaan. Selain itu, peran pengawasan juga dijalankan oleh Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP), seperti inspektorat di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

yang melakukan audit atas kepatuhan terhadap regulasi. Di luar lembaga formal, keterlibatan 

masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi bagian dari pengawasan yang bersifat 

partisipatif, terutama melalui pemanfaatan data pengadaan yang terbuka bagi publik. 

Dalam proses monev, berbagai alat dan sistem digunakan untuk memantau pelaksanaan e-

procurement secara real-time. LKPP misalnya, menyediakan dashboard yang menunjang 

berbagi data terkait detail Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang ditransaksikan 

melalui SPSE yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan 

evaluasi PBJP bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah17. Dashboard ini disebut 

Inaproc Service Bus (ISB). Selain itu, sistem seperti SiRUP (Rencana Umum Pengadaan), SIKaP 

(Sistem Informasi Kinerja Penyedia), serta e-Kontrak turut menjadi sumber data untuk evaluasi. 

Di tingkat yang lebih luas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengembangkan sistem 

Monitoring Center for Prevention (MCP) yang salah satunya memantau indikator pengadaan. 

Bappenas, melalui sistem e-Monev untuk memantau kesesuaian antara belanja pengadaan dan 

perencanaan pembangunan. 

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada sejumlah indikator, seperti tingkat penggunaan sistem 

e-procurement, kepatuhan terhadap tahapan pengadaan secara elektronik, partisipasi penyedia 

barang/jasa, efisiensi biaya dan waktu, serta kepuasan pengguna terhadap proses yang 

dijalankan. Indikator-indikator ini penting untuk menilai keberhasilan sistem dan sebagai dasar 

 
16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
17 https://isb.lkpp.go.id/isb-2 (diakses, 19 Mei 2025) 

https://isb.lkpp.go.id/isb-2
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perbaikan kebijakan. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih 

menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kualitas data yang belum optimal akibat kesalahan 

input, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengawasan elektronik, serta 

masih kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif. 

Selain itu, kurangnya integrasi antara sistem informasi di berbagai lembaga sering kali 

menyebabkan duplikasi data atau ketidaktepatan waktu dalam pelaporan. 

2.7 Benchmarking E-Procurement di Negara Lain  

2.7.1 Indonesia 

E-procurement merupakan sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat. Sistem ini 

dikoordinasikan oleh LKPP dan digunakan oleh seluruh K/L/PD melalui LPSE.  

Awal implementasi e-procurement di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2008, dengan 

pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap, dengan beberapa K/L yang menjadi 

project penerapan sistem ini. Kemudian di tahun 2010, penguatan Kelembagaan oleh LKPP, 

dengan penerapan LPSE baik di Pusat maupun Daerah, dengan standar sistem dan prosedur 

yang mulai diseragamkan. Pada tahun 2012, merupakan tahun yang mewajibkan seluruh 

pengadaan di Indonesia melalui e-tendering, dimana hampir seluruh KLPD terhubung 

dengan LPSE. Pada tahun 2018 – 2021, merupakan transformasi sistem dimana PBJ 

dilaksanakan secara elektronik, serta penguatan sistem e-katalog.  

1. Prinsip yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan e-Procurement  

▪ Efisien 

▪ Efektif 

▪ Transparan 

▪ Tebuka 

▪ Bersaing  

▪ Adil  

▪ Akuntabel 

▪ Integritas  

▪ Value for money 

▪ Keberpihakan (afirmasi) 

 

2. Integrasi Sistem e-Procurement  

Saat ini, sistem e-procurement di Indonesia terdiri atas beberapa subsistem utama 

dengan fungsi yang berbeda, yaitu: 

▪ Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai sistem perencanaan 

pengadaan yang bersifat non-transaksional 

▪ Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai sistem pengadaan yang bersifat 

transaksional 

▪ E-Katalog sebagai sarana transaksi pembelian barang dan jasa secara elektronik 
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▪ Sistem Informasi Kinerja Pengadaan (SIKAP) sebagai sistem pengelolaan dan basis 

data kinerja Penyedia. 

 

Dalam pelaksanaannya, sistem e-procurement tersebut telah terintegrasi dengan 

berbagai sistem kementerian/lembaga (K/L), antara lain OSS untuk perizinan berusaha, 

DJP/KSWP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, BO (Beneficial Ownership), SAKTI 

sebagai sistem keuangan instansi pemerintah pusat, SIPD untuk perencanaan dan 

penganggaran pemerintah daerah, serta sistem TKDN Kementerian Perindustrian guna 

mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri. 

 

3. Mekanisme Pengadaan  

Mekanisme pengadaan di Indonesia dilaksanakan secara end to end melalui sistem 

elektronik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pembayaran. Namun, 

pelaksanaanya Bukan Terpusat Penuh. Hal ini mengartikan bahwa setiap KLPD 

melakukan pengadaan sendiri dan bertanggung jawab atas proses pemilihan penyedia.  

4. Metode Pengadaan e-Procurement  

▪ e-Tendering merupakan metode pemilihan pemasok yang dilaksanakan secara terbuka 

melalui sistem pengadaan elektronik dan dapat diikuti oleh seluruh pemasok yang 

telah terdaftar dalam sistem tersebut. 

▪ e-Bidding adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, 

mulai dari tahap pengumuman hingga penetapan hasil pengadaan, melalui 

penyampaian informasi dan/atau data oleh penyedia barang dan jasa menggunakan 

media elektronik seperti internet, intranet, dan/atau electronic data interchange 

(EDI). 

▪ e-Catalogue merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang menyajikan daftar 

barang dan/atau jasa tertentu, termasuk jenis, spesifikasi teknis, serta harga yang 

ditawarkan oleh berbagai penyedia. 

▪ e-Purchasing adalah mekanisme pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara 

langsung melalui sistem e-Catalogue sebagai sarana transaksi pengadaan. 

 

5. Regulasi Pelaksanaan e-Procurement 

▪ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

▪ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 

2018 

▪ Peraturan Presiden No. 46 tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas 

Perpres No. 16 Tahun 2018, berfokus mempercepat proses, mendorong penggunaan 

sistem e-purchasing, meningkatkan efisiensi harga melalui mini kompetisi, dan 

memperluas transaksi dalam sistem PBJ 

▪  Peraturan LKPP (SPSE, e-Katalog, pemilihan penyedia) 
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6. Jumlah Publik yang Terlayani 

Melalui e-tendering, tercatat di tahun 2016 SPSE telah melayani 731 Instansi seluruh 

Indonesia, dengan jumlah transaksi pada e-purchasing mencapai Rp50,7 triliun dari total 

jumlah paket sebanyak 242.920 paket.18 

 

7. Jumlah Penyedia yang Terdaftar 

Total penyedia yang terdaftar di SIKAP (basis data penyedia barang/jasa secara nasional) 

adalah sekitar 533.954 penyedia, termasuk: 

▪ sekitar 420.612 penyedia UMK (Usaha Mikro/Kecil) 

▪ 55.782 penyedia yang telah terkualifikasi (qualified) dalam sistem 

 

8. Jumlah Tender 

Tidak ada satu publikasi resmi nasional yang memuat total jumlah tender SPSE seluruh 

K/L/PD per tahun dalam satu angka tunggal dari pemerintah pusat yang dipublikasikan di 

situs seperti LKPP atau data.gov.id secara terintegrasi. Namun dari informasi yang 

terdapat pada laman https://gaivo.co.id/tenders?utm_source , jumlah tender yang aktif 

sebanyak ±10.000 tender19.  

 

2.7.2 Singapura 

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan berintegritas, 

Singapura merupakan salah satu negara yang sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) paling 

maju dan efektif di dunia. Melalui platform Government Electronic Business (GeBIZ) seluruh 

proses pengadaan melalui dari pengumuman kebutuhan, penyampaian penawaran, evaluasi 

hingga pengumuman pemenang dikelola secara digital dan terpusat untuk mendorong 

keterbukaan Informasi serta kompetisi yang sehat antar penyedia. 

1. Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Pemerintah memiliki prinsip utama berupa:  

a. keadilan (fairness) 

b. keterbukaan (openness) dan  

c. kompetisi (Competitiveness).  

Pemenang tender dinilai berdasarkan penilaian menyeluruh untuk penawaran yang 

memenuhi usur Value for money. Singapura juga merupakan pihak yang terdapat dalam 

Agreement on Government Procurement (GPA) WTO. 

 

2. Mekanisme atau Struktur Administrasi Pengadaan adalah sebagai berikut: 

a. Singapura tidak memiliki pemerintah daerah, sehingga pengadaan dilakukan oleh 

Kementerian, lembaga negara, dan badan/statutory board. 

b. Pengadaan terdesentralisasi, namun tetap mengikuti pedoman pusat dari 

Kementerian Keuangan; 

 
18 Laporan Kinerja tahun 2016, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, belum terdapat 
informasi update untuk tahun 2025 
19 Government Tenders and Public Procurement Opportunities in Indonesia 
https://gaivo.co.id/tenders?utm_source , diakses pada 29 Desember 2025 

https://gaivo.co.id/tenders?utm_source
https://gaivo.co.id/tenders?utm_source
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c. Pengadaan secara terpusat dilakukan untuk barang/jasa umum, dan instansi dapat 

menggunakan kontrak yang berlaku  

 

3. Cakupan Layanan Pengadaan di Gebiz adalah sebagai berikut : 

▪ Small Value  

➢ Untuk nilai hingga SGD 6.000 

➢ Dapat dibeli langsung atau dari sumber yang dikenal oleh Instansi 

▪ Quatation 

➢ Untuk nilai hingga SGD 90.000 

➢ Harus ada minimal dua pejabat berbeda yang terdiri dari : satu pejabat sebagai 

yang mengundang, menerima, mengevaluasi, dan merekomendasikan dan satu lagi 

sebagai penyetujui (segregation of duty) 

▪ Tender 

➢ Digunakan untuk nilai diatas SGD 90.000 dengan metode : 

- Open tender 

❖ Terbuka untuk semua pemasok 

❖ Digunakan sebagai metode standar kecuali apa alasan sah menggunakan 

metode lain 

▪ Selective Tender 

➢ Pemerintah melakukan seleksi awal untuk memastikan pemasok memenuhi 

syarat minimum. 

➢ Hanya pemasok yang lolos kualifikasi yang diundang 

▪ Limited Tender 

➢ Undangan hanya bagi beberapa pemasok tertentu, atau satu pemasok  

➢ Digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya  

a. Tidak ada penawaran layak pada tender sebelumnya 

b. Kepentingan keamanan nasional 

c. Keterbatasan hak kekayaan intelektual atau karya seni 

 

4. Publikasi Informasi Pengadaan 

Pengumuman tender dan pengumuman permintaan penawaran (Quotation Notices) 

dipublikasikan pada situs Government Electronic Business (GeBIZ) di alamat 

http://www.gebiz.gov.sg. GeBIZ juga menyediakan informasi mengenai jadwal tender 

(daftar penawaran yang masuk setelah tender ditutup) serta pengumuman pemenang 

tender. 

Selain itu, daftar peluang pengadaan indikatif untuk tahun anggaran (April hingga Maret) 

juga diterbitkan di GeBIZ. Sebagai panduan, peluang pengadaan dengan nilai melebihi 

SGD 200.000 akan dicantumkan. 

5. Regulasi atau Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa 

 

Regulasi pusat yang menjadi dasar hukum pengadaan pemerintah di Singapura adalah 

Government Procurement Act 1997. Undang-undang ini dibuat untuk menerapkan 

http://www.gebiz.gov.sg/
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komitmen internasional Singapura terhadap Agreement on Government Procurement 

(GPA) di bawah WTO. 

 

Peraturan Turunan (Subsidiary Legislation) 

Selain undang-undang utama, terdapat peraturan turunan yang mengatur prosedur 

teknis secara lebih rinci: 

a. Government Procurement (Application) Order 

Menentukan entitas/instansi pemerintah yang termasuk contracting authorities 

dan kategori pengadaan yang dikenai GPA. 

b. Government Procurement Regulations 2014 

Mengatur prosedur pengadaan, termasuk kewajiban publikasi tender dan prinsip-

prinsip proses. 

c. Government Procurement (Challenge Proceedings) Regulations 

Menjelaskan proses penyelesaian sengketa melalui Government Procurement 

Adjudication Tribunal bila ada pelanggaran prosedur. 

 

6. Jumlah Publik yang Terlayani 

Data yang ada pada publikasi terkait dengan layanan GeBIZ terkait dengan jumlah publik 

yang terlayani tercatat pada tahun 2001 sebanyak 4.291 yang meningkat di tahun 2002 

menjadi 8.919. Namun, saat ini tidak terdapat data update atas pengguna GeBIZ20.  

 

7. Jumlah Penyedia yang Terrdaftar 

Data yang ada pada publikasi terkait dengan layanan GeBIZ terkait dengan jumlah  

penyedia yang terdaftar tercatat pada tahun 2001 sebanyak 4.393 yang meningkat di 

tahun 2002 menjadi 12.465. Namun, saat ini tidak terdapat data update atas pengguna 

GeBIZ.   

 

8. Jumlah Tender 

Jumlah procurement (termasuk tender dan quotation) estimasi sebanyak 80.000 tiap 

tahunnya21.   

2.7.3 Korea Selatan 

E-procurement merupakan inovasi yang telah diterapkan di banyak negara, termasuk Korea 

Selatan. Negara ini mengoperasikan sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik yang 

dikenal sebagai KONEPS (Korea ON-line E-Procurement System) sejak tahun 2002. KONEPS 

mencakup seluruh siklus pengadaan secara end-to-end, mulai dari pendaftaran penyedia, 

tender, kontrak, inspeksi, hingga pembayaran, termasuk untuk pengadaan satu kali. Sistem 

ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai praktik terbaik (best practice) dan 

kerap dijadikan acuan benchmarking bagi negara lain. 

 
20 GeBIZ: government e-procurement system in Singapore; https://centreforpublicimpact.org/public-impact-
fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-
singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement , diakses pada 28 Desember 2025 
21 Report of Compendium of Innovative e-Government Practices Vol. V, hal 121, United Nations, 2013 

https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement
https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement
https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement
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KONEPS telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan publik secara 

signifikan melalui penerapan e-bidding dan keterbukaan informasi hasil penawaran secara 

real-time, sehingga membatasi ruang diskresi dan potensi keputusan sewenang-wenang oleh 

pejabat publik. Digitalisasi menyeluruh tersebut meningkatkan efisiensi administrasi dan 

menghasilkan penghematan biaya ekonomi yang diperkirakan mencapai US$8 miliar per 

tahun.  

Selain itu, KONEPS berperan dalam mempersempit kesenjangan digital bagi sekitar 110.000 

pelaku usaha, yang mayoritas merupakan usaha kecil, serta mendorong adopsi TIK dan 

perkembangan e-commerce di sektor swasta. Atas keberhasilannya, Public Procurement 

Service (PPS) Korea dianugerahi United Nations Public Service Award pada 2002, dan KONEPS 

diakui oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan OECD sebagai praktik terbaik 

dengan dampak pendorong yang kuat dan berkelanjutan22. 

Gambar 4. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Korea Selatan 

   

 

 

sumber: Bahan Paparan KONEPS Public Procurement ADB Knowledge Events, 2025 

1. Prinsip 

Prinsip yang diterapkan pada sistem e-procurement KONEPS yaitu: 

▪ Efisien 

▪ Efektif 

▪ Terbuka dan bersaing 

▪ Transparansi – KONEPS memiliki 7,400 evaluators pada 17 area evaluasi sebagai bentuk 

proses transparansi yang fair 

▪ Adil/Tidak Diskriminatif 

▪ Akuntabel 

 

2. Integrasi sistem KONEPS  

KONEPS telah terintegrasi dengan sistem lainnya milik Pemerintah Korea Selatan. KONEPS 

dibangun dengan tujuan untuk membangun sistem pengadaan berbasis web nasional, yang 

menangani seluruh proses pengadaan termasuk perolehan semua informasi tentang 

 
22 https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00776 diakses pada 25 Desember 2025 

https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00776
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proyek pengadaan nasional, permintaan pengadaan, penawaran, kontrak, dan 

pembayaran untuk organisasi publik dan perusahaan swasta yang terdaftar di KONEPS. 

KONEPS menangani semua pekerjaan pengadaan secara elektronik, sehingga 

menghilangkan ruang untuk kemungkinan skandal korupsi dengan menghilangkan 

kunjungan yang tidak perlu dari pemasok ke kantor pemerintah. Pembukaan informasi 

pengadaan di situs web memastikan tingkat transparansi dan keadilan tertinggi dalam 

administrasi pengadaan. 

 

KONEPS terhubung dengan sistem perpajakan, perbankan, kepabeanan, dan registrasi 

bisnis, sehingga verifikasi administrasi dilakukan secara otomatis. 

 

Gambar 5. Integrasi Sistem pada Platform KONEPS 

  sumber: Bahan Paparan KONEPS Public Procurement ADB Knowledge Events, 2025 

3. Mekanisme Sistem Pengadaan di Korea Selatan 

Pengadaan publik di Korea Selatan dilaksanakan melalui sistem yang terpusat, terstandar, 

dan berbasis elektronik, dengan Public Procurement Service (PPS) sebagai lembaga utama 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan pemerintah. 

 

Public Procurement Service (PPS) merupakan lembaga pemerintah pusat yang berada di 

bawah Kementerian Strategi dan Keuangan. PPS berfungsi sebagai central purchasing 

body yang melaksanakan pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi untuk 

kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

Kementerian dan lembaga pengguna (end-user) tetap berperan dalam: 

▪ Perencanaan kebutuhan, 

▪ Penyusunan spesifikasi teknis, 

▪ Pengawasan pelaksanaan kontrak. 
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Sementara itu, proses pemilihan penyedia dan kontraktual utama dilaksanakan oleh PPS. 

4. Metode Pelaksanaan Pengadaan di KONEPS 

Pengadaan dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain: 

▪ Open Competitive Bidding sebagai metode utama; 

▪ Limited atau Selective Bidding untuk kebutuhan khusus; 

▪ Framework Agreement dan e-Catalogue untuk pengadaan berulang; 

▪ Electronic Bidding (e-Bidding) untuk pembelian bernilai kecil hingga besar. 

Kontrak mikro yang sebelumnya dilakukan secara langsung diubah menjadi mekanisme 

kompetitif berbasis elektronik. 

 

5. Regulasi terkait KONEPS 

Regulasi yang mendasari e-Procurement dalam pengadaan Barang dan Jasa di Korea 

Selatan berupa Undang-Undang dan Peraturan Elektronik Pengadaan, yang terdiri dari: 

 

Undang-Undang tentang Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik23 

- Kerangka Undang-Undang tentang Dokumen dan Transaksi Elektronik 

- Undang-Undang Tanda Tangan Digital 

- Undang-Undang Pemerintahan Elektronik 

Undang-Undang tentang Pengadaan Publik 

- Undang-Undang tentang Kontrak yang Melibatkan Negara (untuk Pemerintah Pusat) 

- Undang-Undang tentang Kontrak yang Melibatkan Pemerintah Daerah (untuk 

Pemerintah Daerah) 

- Undang-Undang Pengadaan Pemerintah (untuk Public Procurement Service / PPS) 

Undang-Undang tentang e-Procurement 

- Undang-Undang Pemanfaatan dan Promosi Pengadaan Elektronik (2013.3.22) 

- Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Teknis (2013,9.17) 

 

 

Peraturan Teknis Pendukung 

- 17 jenis peraturan kontrak, termasuk standar Pelelangan Pemerintah dan 

Pelaksanaan Kontrak 

- 9 jenis peraturan e-Procurement, termasuk ketentuan khusus mengenai Pelelangan 

Elektronik 

 

6. Jumlah Publik yang Terlayani 

Berdasarkan informasi yang terdapat pada laman KONEPS diketahui bahwa data statistik 

menunjukan total publik yang sudah terlayani atas penggunaan aplikasi KONEPS sebanyak 

1.127.131 pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 
23 Jung Jin-Sung, KONEPS Public Procurement Sharing Platform in Korea, 30 April 2025, ADB Knowledge Asia 
https://events.development.asia/system/files/-practice-1-2-20250430_koneps_part1_jinsung-
jung.pdf?utm_source   

https://events.development.asia/system/files/-practice-1-2-20250430_koneps_part1_jinsung-jung.pdf?utm_source
https://events.development.asia/system/files/-practice-1-2-20250430_koneps_part1_jinsung-jung.pdf?utm_source
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Tabel 3. Publik Terlayani melalui KONEPS 

Category 2017 2018 2019 2020 

Total 877,022 897,742 1,028,339 1,127,131 

Central E-bid 221,924 224,557 261,599 276,497 

Procurement 
Shopping 

Mall 
165,741 168,458 196,604 211,287 

  Total 387,665 393,015 459,789 487,784 

Autonomous procurement by user 
entity 

489,357 504,727 568,55 639,347 

     sumber: https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00776  

 

7. Jumlah Penyedia yang Terdaftar 

Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa jumlah Penyedia yang sudah terdaftar pada 

KONEPS sebanyak 602.681, sebagaimana penjelasan pada gambar 4.  

Gambar 6. Skala Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan KONEPS 

  sumber: Bahan Paparan KONEPS Public Procurement ADB Knowledge Events, 2025 

Selain itu, jumlah buyer /pembeli pada Desember 2024 sebanyak 71,757 dengan jumlah 

transaksi yang dihasilkan sebanyak $160 Miliar.  

 

8. Jumlah Tender 

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Laporan Tahunan Public Procurement Service 

Korea pada 2024, diketahui bahwa total volume pada public procurement sebanyak 

2.085.849, dengan detail sebagaimana pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00776
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  Tabel 4. Volume Public Procurement di Korea 

                                                                                                                                                       (Unit:  KRW 100 milion, %) 

Category 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total Public 
Procurement 

1,412,753 1,599,816 1,757,904 1,841,774 1,960,099 2,085,849 

PPS Contract 
Volume 

385,908 452,493 480,545 513,566 572,121 595,782 

Proportion (%) 27.3 28.3 27.3 27.9 29.2 28.6 

sumber: Laporan Tahunan Public Procurement Service Korea, 2024 

 

 

2.7.4 Jepang 

Implementasi awal e-procurement di Jepang dimulai sekitar tahun 2001. Pada periode ini, 
berbagai kementerian pemerintah pusat mulai menyediakan informasi pengadaan dan 
tender melalui internet serta memperkenalkan mekanisme electronic bidding. Secara resmi, 
penggunaan internet dalam proses tender mulai diberlakukan pada Januari 2001 sebagai 
bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi pengadaan pemerintah. 

Dalam pelaksanaannya, platform utama e-procurement di Jepang dikenal sebagai 
Government Electronic Procurement System (GEPS). Sistem ini digunakan oleh banyak 
kementerian dan lembaga pusat untuk pengumuman tender, pengunduhan dokumen 
pengadaan, serta pendaftaran dan kualifikasi penyedia. Selain GEPS, Jepang juga 
mengoperasikan sistem e-bidding dan e-tendering yang memungkinkan penyampaian 

penawaran secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi. 

Sejalan dengan penguatan sistem digital tersebut, Pemerintah Jepang juga menetapkan 

berbagai langkah sukarela untuk meningkatkan akses pasar pengadaan pemerintah, yang 

melampaui ketentuan dalam Perjanjian WTO tentang Pengadaan Pemerintah (Government 

Procurement Agreement/GPA). Langkah-langkah ini mencakup klarifikasi prosedur 

pengadaan, penerapan tender terbuka sebagai prinsip utama, serta peningkatan 

penyebaran informasi pengadaan. 

Langkah-langkah tersebut berlaku untuk pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan 

lembaga pemerintah pusat serta entitas terkait pemerintah. Untuk kementerian dan 

lembaga pemerintah, nilai ambang pengadaan minimum ditetapkan sebesar 100.000 SDR, 

sesuai dengan ketentuan GPA hasil revisi yang berlaku sejak April 2014. Sementara itu, untuk 

entitas terkait pemerintah, Jepang menetapkan nilai ambang yang lebih terbuka, yaitu 

100.000 SDR, lebih rendah dibandingkan ketentuan GPA yang menetapkan 130.000 SDR. 

Selain ketentuan tersebut, Jepang juga menerapkan langkah-langkah independen (WTO-plus 

measures) untuk kontrak dengan nilai di atas 800.000 SDR yang berada di luar cakupan GPA. 

Langkah-langkah ini meliputi penyediaan informasi pengadaan sebelum tender, pelaksanaan 

survei pasar, serta mekanisme bagi calon pemasok untuk memberikan masukan terhadap 

rancangan spesifikasi, guna meningkatkan kualitas persaingan dan hasil pengadaan24. 

 
24 Japanese Government Procurement – Japan External Trade Organization, 
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/procurement.html diakses pada 31 Desember 2025 

https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/procurement.html
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1. Prinsip 

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem pengadaan publik di Jepang didasari oleh empat 

prinsip utama: 

▪ Efisiensi Ekonomi 

▪ Daya Saing 

▪ Keadilan 

▪ Transparansi25 

 

2. Integrasi Sistem e-Procurement 

Secara singkat, sistem e-procurement di Jepang belum terintegrasi dalam satu platform 

nasional tunggal. Hal ini dikarenakan: 

▪ Model terdesentralisasi  

Jepang menerapkan sistem e-procurement yang terdesentralisasi, di mana setiap 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengelola sistem pengadaannya 

masing-masing. 

▪ Tidak ada satu sistem nasional terpadu 

Berbeda dengan Indonesia (LPSE/SPSE), Jepang tidak memiliki satu platform e-

procurement nasional yang terintegrasi penuh dari hulu ke hilir untuk seluruh 

transaksi.  

▪ Standar dan prinsip yang seragam 

Meskipun sistemnya terpisah, seluruh instansi menggunakan prinsip, regulasi, dan 

standar prosedur yang sama, antara lain transparansi, tender terbuka, non-

diskriminasi, dan akuntabilitas. 

▪ Platform pendukung yang digunakan luas 

Banyak kementerian menggunakan Government Electronic Procurement System 

(GEPS) untuk pengumuman tender, dokumen pengadaan, dan kualifikasi penyedia, 

sementara proses penawaran dilakukan melalui sistem e-bidding/e-tendering 

masing-masing instansi. 

▪ Integrasi pada level informasi, bukan sistem penuh 

Integrasi lebih terlihat pada aspek publikasi informasi (misalnya melalui Kanpo dan 

portal daring), bukan pada satu sistem transaksi pengadaan nasional. 

 

3. Mekanisme Sistem Pengadaan  

Mekanisme pengadaan pemerintah di Jepang dilaksanakan secara terdesentralisasi, di 

mana setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelenggarakan 

pengadaan melalui sistem elektronik masing-masing dengan standar prosedur yang 

seragam. Proses pengadaan pada umumnya mencakup pengumuman tender secara 

terbuka, pendaftaran dan kualifikasi penyedia, penyampaian penawaran melalui sistem 

e-bidding/e-tendering, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, serta pengumuman 

hasil pengadaan secara transparan. 

 

 
1 25 Public procurement from around the world: Japan – Gary Mander - 

https://procurementandsupply.com/public-procurement-from-around-the-world-japan/?utm_source diakses 
pada 31 Desember 2025 
 

https://procurementandsupply.com/public-procurement-from-around-the-world-japan/?utm_source
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4. Jumlah Publik Terlayani 

Tidak terdapat informasi spesifik atas jumlah publik yang terlayani terhadap sistem                         

e-procurement di Jepang. 

 

5. Jumlah Penyedia Terdaftar 

Tidak terdapat informasi spesifik atas jumlah penyedia yang terdaftar terhadap sistem                         

e-procurement di Jepang. 

 

6. Jumlah Tender 

Tidak terdapat informasi terbaru / update atas jumlah tender di tahun 2025, namun pada 

tahun 2011 jumlah tender yang ada sebanyak 50.000 tender per tahun26.  

 

2.7.5 Australia 

Sistem pengadaan di Australia beroperasi dalam kerangka kerja yang sangat terdesentralisasi 

secara operasional namun terintegrasi secara kebijakan dan pelaporan. Tidak seperti model 

yang menempatkan satu badan pusat sebagai pelaksana tunggal pengadaan, Australia 

memberikan otonomi kepada masing-masing entitas (kementerian dan lembaga) untuk 

mengeksekusi pengadaan mereka sendiri, di bawah payung aturan ketat yang diterbitkan 

oleh Departemen Keuangan (Department of Finance). 

Pemerintah Australia menggunakan AusTender (tenders.gov.au) sebagai platform 

sentralisasi informasi pengadaan. Penting untuk dicatat bahwa AusTender berfungsi 

terutama sebagai sistem pelaporan, publikasi peluang, dan manajemen dokumen tender, 

bukan sebagai sistem transaksional end-to-end (seperti e-marketplace komersial) untuk 

seluruh siklus pembayaran. Berikut adalah representasi alur kerja standar pengadaan 

Pemerintah Australia berdasarkan Commonwealth Procurement Framework: 

Tabel 5. Alur Bisnis e-Procurement di Australia  
Tahap Aktivitas Utama Output / Dokumen Sistem 

Perencanaan  Definisi Kebutuhan & 
Riset Pasar 

Rencana Pengadaan  Internal / APP 

 Estimasi Nilai dan Cek 

Ambang Batas 

Strategi Pengadaan Internal 

 Cek Ketersediaan 

Panel 

Keputusan Metode  

 / Imternal 

Pendekatan  Persiapan Dokumen Dokumen ATM AusTender 

 Publikasi Peluang Nomor ATM AusTender 

 Industri Briefing Notulensi Briefing Offline/ Hybrid 

 Penerimaan 

Penawaran 

Penawaran 

Terenkripsi 

E-lodgment 

 
26 Public Procurement System in Japan, Yasushi Kawanai, 2011 https://www.jacic.or.jp/kouryu/JAPAN_e-
procure%20model.pdf?utm_source , diakses pada 31 Desember 2025 

https://www.jacic.or.jp/kouryu/JAPAN_e-procure%20model.pdf?utm_source
https://www.jacic.or.jp/kouryu/JAPAN_e-procure%20model.pdf?utm_source
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Tahap Aktivitas Utama Output / Dokumen Sistem 

Evaluasi Pembukaan Tender & 

kepatuhan  

Daftar shortlist Internal 

 Penilaian teknis & 

finansial 

Laporan evaluasi Internal 

 Penilaian Value for 

Money 

Rekomendasi 

pemenang 

Internal 

Kontrak Negosiasi & 

penandatanganan 

Kontrak final Offline 

 Pelaporan wajib Contract Notice AusTender 

 Debriefing Penyedia Berita acara debrief Email/meeting 

Manajemen Monitoring kinerja Laporan kinerja Internal/ERP 

 Pembayaran Bukti bayar ERP keuangan 

 

Pada proses pengadaan barang dan jasa Australia juga memiliki beberapa metode yang 

secara garis besar dibagi kedalam 3 metode pengadaan utama dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Open Tender (Tender Terbuka): 

Metode default untuk semua pengadaan di atas ambang batas. Harus diiklankan 

secara publik di AusTender dengan waktu respon minimal 25 hari (standar) untuk 

memastikan akses pasar yang adil.   

2. Limited Tender (Tender Terbatas): 

Mengundang satu atau beberapa penyedia tertentu yang hanya diizinkan jika: 

• Nilai di bawah ambang batas (cth: < AUD 125.000). 

• Pengecualian khusus berlaku (misal: barang paten, karya seni, keamanan nasional, 

atau kegagalan tender terbuka sebelumnya). 

• Analisis: Kenaikan ambang batas menjadi AUD 125.000 secara signifikan 

memperluas ruang lingkup penggunaan Limited Tender, yang memungkinkan 

proses lebih cepat namun menuntut akuntabilitas internal yang lebih tinggi. 

 

3. Standing Offer Arrangements: 

Metode ini sangat dominan di Australia. Panel dibentuk melalui Tender Terbuka awal. 

Setelah panel terbentuk, pembelian individu (work orders) dapat dilakukan melalui 

Limited Tender kepada anggota panel tersebut. 

4. Prinsip e-Procurement: 

1. Value for Money 

Prinsip utama pengadaan Australia. Penilaian tidak hanya berdasarkan harga, 

tetapi juga kualitas, risiko, manfaat jangka panjang, dan biaya siklus hidup. 
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2. Encouraging Competition 

Proses pengadaan harus mendorong persaingan yang terbuka dan adil, 

termasuk melalui publikasi tender secara elektronik agar dapat diakses luas oleh 

pasar. 

3. Transparency and Accountability 

Informasi pengadaan (rencana, tender, hasil, dan kontrak) dipublikasikan secara 

terbuka melalui AusTender, memungkinkan pengawasan publik dan 

akuntabilitas pemerintah. 

4. Ethical Behaviour and Integrity 

Pejabat pengadaan wajib bertindak etis, menghindari konflik kepentingan, serta 

menjunjung integritas dalam seluruh proses pengadaan elektronik. 

5. Efficient, Effective, and Economical Use of Public Resources 

Pengadaan harus dilakukan secara efisien dan proporsional, termasuk 

pemanfaatan sistem elektronik untuk mengurangi biaya transaksi dan beban 

administrasi. 

6. Non-discrimination and Fair Treatment of Suppliers 

Semua penyedia diperlakukan secara adil dan setara, termasuk penyedia 

domestik dan asing sesuai komitmen perjanjian perdagangan internasional. 

7. Risk-based Procurement 

Pendekatan pengadaan disesuaikan dengan tingkat risiko dan nilai pengadaan, 

termasuk dalam pemilihan metode tender dan pengelolaan kontrak. 

 

5. Regulasi e-Procurement Australia: 

Australia tidak mengatur e-procurement melalui satu undang-undang khusus seperti 

beberapa negara lain. Regulasi utama yang mengatur pengadaan barang dan jasa 

pemerintah Australia adalah Commonwealth Procurement Rules (CPRs). CPRs 

menetapkan prinsip, kewajiban, dan tata cara pelaksanaan pengadaan oleh entitas 

pemerintah federal untuk memastikan value for money, transparansi, akuntabilitas, 

efisiensi, dan etika. Semua pejabat yang melakukan pengadaan wajib mengikuti CPRs 

dalam setiap tahapan proses. 

 

6. Jumlah Pihak Terlibat dalam Sistem Pengadaan 

Total pihak yang tercatat dalam data e-procurement (termasuk pembeli dan penyedia) 

adalah sekitar 1.656.725 entitas27. 

 

7. Jumlah Supplier 

Terdapat sekitar 830.328 supplier yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah 

(termasuk yang melakukan tender/kontrak). 

 

 

 

 

 
27 Australia Department of Finance, https://data.open-contracting.org/en/publication/19?utm_source , 
diakses pada 31 Desember 2025 

https://data.open-contracting.org/en/publication/19?utm_source
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3 BAB III 
PERMASALAHAN 

 

3.1 REGULASI 

3.1.1 Ketidaksinkronan Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengelolaan keuangan negara mengalami transformasi yang signifikan sejak 

diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerapan ketiga 

undang-undang tersebut telah membentuk fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan 

pengelolaan keuangan negara, dengan orientasi pada peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas.  

Dalam pengelolaan keuangan negara, tahap pelaksanaan anggaran merupakan fase yang 

krusial karena sangat menentukan kinerja anggaran. Pada tingkat pemerintah pusat, 

pelaksanaan anggaran dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), yang berfungsi sebagai dokumen sumber, pedoman, serta instrumen pengendalian 

bagi satuan kerja kementerian/lembaga dalam melaksanakan belanja negara. DIPA yang 

diterima oleh satuan kerja menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan serta 

pelaksanaan perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa sebagai mitra dalam 

pengadaan barang dan jasa. Perikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak 

pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 2 ayat (44) 

peraturan tersebut menegaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara 

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan 

Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. Ketika rekanan sesuai telah menyelesaikan pekerjaan maka satuan 

kerja melakukan verifikasi output yang diserahkan rekanan untuk memastikan spesifikasi, 

volume, dan jenis barang dan jasa tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Apabila lolos 

verifikasi maka terbit kewajiban negara untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang 

diserahkan kepada satker.28 

Pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian pembayaran tagihan kembali 

ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

195/PMK.05/2018, yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 

 
28 Muhammad Heru Akhmadi, Andreas Oktorinus, dan Erlita Nurma Wati, “Keuangan Negara: Peningkatan 
Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara (Studi Kasus KPPN Jakarta V),” Kolaborasi: 
Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1, April 2022, hlm.2. 
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diwujudkan melalui pengukuran menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA). 

 

Gambar 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

 
sumber : Website DJPB (2023) 

Salah satu indikator dalam IKPA adalah penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan. 

Indikator ini menunjukkan norma waktu merupakan langkah mitigasi risiko atas 

keterlambatan penyelesaian tagihan negara kepada rekanan yang berdampak kepada 

keterlambatan penyerapan anggaran belanja negara. 

Regulasi pengelolaan keuangan negara berfokus pada siklus anggaran secara menyeluruh 

(perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), serta 

prinsip efisiensi, ekonomis, dan akuntabilitas. Sehingga jika dipertemukan dengan regulasi 

pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada tata cara, prosedur, dan kriteria dalam 
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memperoleh barang dan/atau jasa maka seringkali berbenturan dengan tenggat waktu 

pelaksanaan anggaran yang kaku. 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang 

dan/atau jasa pada kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah yang dilaksanakan 

melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan pengadaan hingga serah 

terima hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang dan jasa 

melibatkan kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan anggaran negara atau daerah yang 

bersumber dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, peran pengadaan barang dan jasa menjadi 

sangat strategis dalam mendukung pembangunan serta pengembangan organisasi 

pemerintahan. Selain itu, pengadaan juga memiliki tujuan untuk mendorong pemerataan 

ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan wajib berpedoman pada prinsip-prinsip 

yang ditetapkan oleh LKPP, yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, persaingan 

sehat, transparansi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk 

memastikan kesesuaian antara pengeluaran anggaran dan hasil yang diperoleh, sehingga 

dapat mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.29 

 

Gambar 8. Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

 
sumber : Paparan PBJ Berintegritas UKPBJ KPK 2025 

Nilai efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa merujuk pada kemampuan untuk 

menghasilkan keluaran yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya secara minimal. 

Efisiensi dikatakan tercapai apabila penggunaan biaya, waktu, dan tenaga dalam proses 

pengadaan sebanding atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

Ketidakefektifan dalam pelaksanaan PBJ kerap disebabkan oleh perumusan spesifikasi teknis 

yang tidak tepat atau tidak selaras dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, nilai 

akuntabilitas dalam pengadaan berkaitan dengan kejelasan mekanisme 

pertanggungjawaban pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pemilihan 

penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Akuntabilitas yang baik berperan penting dalam 

menekan potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan anggaran negara. Adapun prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan 

informasi mengenai proses dan hasil pengadaan agar seluruh pihak yang berkepentingan 

dapat mengakses informasi tersebut. Rendahnya tingkat transparansi, seperti pembatasan 

akses informasi lelang hanya kepada pihak tertentu, berpotensi menimbulkan persepsi 

negatif dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat antar penyedia. 

 
29 Ilham Choiri, “Pengaruh Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Pembaharuan 
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ), hlm.1-2 
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Berdasarkan keterangan diatas, ketidaksinkronan antara Regulasi Pengelolaan Keuangan 

Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 

1. Perbedaan orientasi pengaturan dan perkembangan regulasi yang tidak seimbang 

Regulasi pengelolaan keuangan negara berfokus pada siklus anggaran secara 

menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban), sementara itu, regulasi PBJ lebih spesifik mengatur tata cara, 

prosedur, dan kriteria dalam memperoleh barang dan jasa untuk mendukung kegiatan 

pemerintah. Regulasi pengelolaan keuangan juga relatif lebih stabil dan konservatif, 

sedangkan regulasi PBJ berkembang lebih cepat, hal ini berakar juga dari bentuk regulasi 

itu sendiri, yang mana regulasi pengelolaan keuangan negara dimuat dalam Undang-

undang sedangkan regulasi PBJ dalam bentuk Peraturan Presiden. 

2. Perbedaan prosedur keuangan dan pengadaan barang dan jasa 

Prosedur pengadaan yang rinci dan memakan waktu seringkali berbenturan dengan 

tenggat waktu pelaksanaan anggaran yang kaku, terutama menjelang akhir tahun 

anggaran. Revisi anggaran Kementerian dalam siklus satu tahun anggaran dapat terjadi 

di sepanjang tahun, namun ada beberapa periode kunci dan tenggat waktu yang 

seringkali dijadikan waktu perubahan. Diantaranya diakhir tahun, ini adalah periode 

kritis dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian akhir 

untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal, salah satunya melalui prosedur 

pengadaan barang dan jasa. 

3. Belum terintegrasinya perencanaan pengadaan dengan perencanaan anggaran 

Proses perencanaan anggaran yang belum terintegrasi dengan perencanaan PBJ bisa 

diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan siklus perencanaan, struktur 

organisasi dan pembagian kerja, ketidakakuratan perencanaan, serta perbedaan sistem. 

 

Faktor-faktor tersebut juga yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti 

penumpukan belanja diakhir tahun, inefisiensi penggunaan anggaran, risiko hukum dan 

maladminstrasi dan hambatan Pelayanan publik. 

3.1.2 Corruption Risk Assessment (CRA) Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri 

Keuangan No 117 Tahun 2023 

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Perubahan dilakukan karena dinamisnya kebutuhan pengadaan dan jasa dan didukung oleh 

mudahnya proses perubahan regulasi yang menaunginya. Perubahan ini ditujukan untuk 

meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan keefektifan PBJ, namun dalam pelaksanaanya 

ternyata masih memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan hal tersebut, tim merasa perlu 

untuk melakukan CRA terhadap beberapa regulasi PBJ, diantaranya adalah Perpres 46 Tahun 

2025, PerLKPP 2 Tahun 2025 dan PMK 117 Tahun 2023. 

a. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden No 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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Pasal 1 angka 40a 

Pengadaan langsung pekerjaan 

konstruksi Adalah metode pemilihan 

untuk mendapatkan penyedia 

pekerjaan konstruksi yang bernilai 

paling banyak Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah) 

 

Pasal 38 ayat (3) 

Pengadaan Langsung sebagaimana 

dimaksud pada  

ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk: 

Pekerjaan Konstruksi yang bernilai 

paling banyak Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah). 

 

Pada perpres sebelumnya 

pengadaan langsung 

untuk penyedia pekerjaan 

konstruksi bernilai paling 

banyak Rp200 juta, 

dengan kenaikan batas 

nilai pengadaan maka 

semakin terbuka peluang 

untuk pemilihan tanpa 

persaingan terbuka. 

Sehingga risiko konflik 

kepentingan semakin 

besar, apalagi dengan 

prosedur yang sederhana 

tanpa pengawasan yang 

ketat. 

 

Memenuhi aspek 

pengendalian korupsi 

dengan kriteria konflik 

kepentingan 

Tambahkan 

batasan/kriteria yang jelas 

kapan metode pengadaan 

langsung untuk paket 

pengadaan konstruksi 

boleh digunakan 

Ps 7 ayat (2) huruf b 

konsultan perencana/pengawas dalam 

pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya bertindak 

sebagai pelaksana pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya yang 

direncanakannya/diawasinya, kecuali 

dalam pelaksanaan pengadaan 

pekerjaan terintegrasi 

 

 

Ketentuan ini berpotensi 

membuka konflik 

kepentingan dalam skema 

pekerjaan terintegrasi 

(misalnya design and build 

atau EPC). Dalam 

praktiknya, pelaku yang 

merancang sekaligus 

melaksanakan pekerjaan 

memiliki insentif untuk 

menurunkan standar 

mutu, memperluas biaya, 

atau memanipulasi 

spesifikasi teknis karena 

fungsi pengawasan 

internal hilang. 

Frasa “kecuali dalam 

pelaksanaan pengadaan 

pekerjaan terintegrasi” 

terlalu umum, tidak 

menjelaskan batasan, 

mekanisme pengawasan, 

atau pembenaran hukum 

Agar diatur dalam aturan 

ini dan/atau aturan teknis 

LKPP mengenai kriteria, 

batasan dan mekanisme 

pengawasan pekerjaan 

terintegrasi. 

Jika diperlukan dapat 

ditambahkan kewajiban 

audit oleh konsultan 

berbeda dan 

mencantumkan 

mekanisme deklarasi 

konflik kepentingan bagi 

penyedia 
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atas pengecualian 

tersebut. 

 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan, kriteria 

transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

pemberian tugas kepada 

pihak lain 

Ps 7 ayat (2) huruf f 

Beberapa badan usaha yang mengikuti 

tender/seleksi yang sama yang 

memenuhi kriteria pemilik manfaat 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai 

penerapan prinsip mengenali pemilik 

manfaat dari korporasi dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan 

tindak pidana pendanaan terorisme 

Risiko peraturan tidak 

dipahami karena terdapat 

perubahan frasa dengan 

perpres 16/2018 yang 

menyebutkan 

bahwa,”dikendalikan baik 

langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang 

sama”, sedangkan pada 

perpres 46/2025 hanya 

menyebutkan “memenuhi 

kriteria pemilik manfaat” 

tidak menyebutkan frasa 

pemilik manfaat yang 

sama 

 

Memenuhi aspek 

kejelasan dalam 

penyelenggaraan layanan 

publik dan proses 

administrasi 

• Agar ditambahkan frasa 
“dikendalikan pemilik 
manfaat yang sama”  
dalam pasal terkait, 
sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 
Beberapa badan usaha 
yang mengikuti 
tender/seleksi 
dikendalikan pemilik 
manfaat yang sama 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
mengenai penerapan 
prinsip mengenali 
pemilik manfaat dari 
korporasi dalam rangka 
pencegahan dan 
pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang 
dan tindak pidana 
pendanaan terorisme 

• Agar ditambahkan 
sanksi eksplisit, apabila 
dalam satu tender ada 
beberapa perusahaan 
dikendalikan oleh 
pemilik manfaat yang 
sama dapat 
didiskualifikasi. 

• Integrasikan sistem data 
pemilik manfaat 
antarinstansi 

Pasal 9 ayat (1) huruf f2 

menyesuaikan prosedur/tata 

cara/tahapan, metode, jenis kontrak, 

Ketentuan ini memberikan 

ruang diskresi sangat luas 

tanpa kejelasan batasan 

• Batasi ruang diskresi 
dengan definisi dan 
kondisi konkret kapan 
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dan/atau bentuk kontrak pada proses 

pengadaan dengan pertimbangan 

untuk mengisi kekosongan hukum 

dan/atau mengatasi stagnasi 

pemerintahan guna kemanfaatan dan 

kepentingan umum 

hukum, prosedural, 

maupun pengawasan. 

 

Frasa “mengisi 

kekosongan hukum” dan 

“kemanfaatan serta 

kepentingan umum” 

bersifat multitafsir, 

membuka peluang 

penyalahgunaan untuk 

menjustifikasi perubahan 

metode pengadaan (misal 

dari tender menjadi 

penunjukan langsung) 

demi kepentingan pihak 

tertentu. 

 

Ketentuan ini tidak 

mengatur mekanisme 

kontrol, persetujuan, atau 

pelaporan yang menjadi 

dasar akuntabilitas 

keputusan diskresioner. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan kriteria dasar 

pengambilan keputusan 

yang objektif 

penyesuaian boleh 
dilakukan 

• Perlu adanya dokumen 
justifikasi tertulis dan 
persetujuan 
berjenjang 

• Perlu pengaturan 
teknis oleh LKPP 
melalui Peraturan 
Lembaga yang 
mengatur bentuk, 
syarat, dan tata cara 
penggunaan klausul 
ini. 

Pasal 11 ayat (6) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kompetensi PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a) dan rencana 

aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat 

Kompetensi PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur 

bersama- sama oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan 

negara, menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri, dan 

Kepala Lembaga. 

Terdapat risiko koordinasi 

dan tumpang tindih 

kewenangan, karena 

masing-masing K/L 

memiliki mandat yang 

berbeda dan potensi tarik-

menarik kepentingan 

dalam menetapkan 

standar kompetensi atau 

mekanisme sertifikasi. 

 

Jika tidak ada mekanisme 

penetapan tunggal 

(misalnya melalui 

Peraturan Bersama atau 

SKB yang memiliki 

Agar dipastikan 

pengaturan lanjutan yang 

memiliki mekanisme 

pengambilan keputusan 

kolektif dan publik. 

Serta bentuk peraturan 

yang digunakan untuk 

memuat ketentuan 

tersebut. 
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kekuatan hukum formal), 

proses penetapan standar 

bisa menjadi forum 

diskresi administratif, 

memungkinkan perlakuan 

istimewa atau standar 

ganda antar instansi pusat 

dan daerah. 

 

Memenuhi aspek 

administrasi, kriteria 

kejelasan dalam 

penyelenggaraan layanan 

publik dan administrasi 

Ps 19  

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi 
teknis/kerangka acuan kerja 
Barang/jasa menggunakan:  

      a. “Produk Dalam Negeri;  

      b. Produk bersertifikat Standar 

Nasional Indonesia;  

      c. Produk Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil serta koperasi dari hasil 

produksi dalam negeri; dan  

      d. Produk Ramah Lingkungan 

Hidup. 

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi 

teknis/kerangka acuan kerja 

Barang/jasa menggunakan Produk 

Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 

menyesuaikan dengan kemampuan 

industri dalam negeri sebagaimana 

tercantum dalam daftar 

inventarisasi Barang/jasa produksi 

dalam negeri yang diterbitkan oleh 

kementerian yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

perindustrian. 

(3) Pemenuhan penggunaan Produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sepanjang tersedia. 

Masih terdapat ruang 

subjektifitas dari PPK 

dalam menyusun 

spesifikasi teknis/kerangka 

acuan kerja barang. 

Disebabkan oleh : 

• narasi “menyesuaikan 
dengan kemampuan 
industri dalam negeri” 
dan “sepanjang 
tersedia“ 
menimbulkan 
interpretasi yang luas; 

• daftar inventarisasi 
barang/jasa produksi 
dalam negeri 
merupakan produk 
instansi lain, jika tidak 
ada jaminan daftar 
inventarisasi 
transparan dan 
mutakhir, maka ada 
risiko dimanipulasi 
atau digunakan untuk 
menguntungkan pihak-
pihak tertentu saja. 

• Sertifikat ramah 
lingkungan merupakan 
produk yang 
dikeluarkan oleh 
instansi/lembaga yang 
berbeda-beda (KLHK, 

Perlu dibuatkan 

standarisasi kriteria PDN 

dan sistem yang 

terintegrasi antar lembaga 

penerbit sertifikasi dan 

LKPP 
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Kementerian 
Perindustrian) 
sehingga tidak dalam 
pengawasan LKPP 

 

 

Memenuhi aspek 

administrasi, kriteria 

kejelasan dalam 

penyelenggaraan layanan 

publik dan administrasi 

Pasal 20 ayat (3) 

Dalam melakukan pemaketan 

Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib 

mengalokasikan paling sedikit 40% 

(empat puluh persen) nilai anggaran 

belanja Barang/jasa untuk 

menggunakan Produk Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil serta koperasi dari 

hasil produksi dalam negeri. 

Terdapat risiko korupsi 

apabila data & informasi 

tidak terbuka tentang 

penyedia, tentang nilai 

alokasi dihitung, kriteria 

PDN diverifikasi, dan 

mekanisme pelaporan 

kuota 40% tidak diatur. 

Sehingga dapat 

menyebabkan kuota 

diberikan kepada 

penyedia yang sama atau 

penyedia yang terafiliasi 

dengan pejabat 

pemerintah 

 

Memenuhi aspek 

administrasi, kriteria 

kejelasan dalam 

penyelenggaraan layanan 

publik dan administrasi 

Agar paket pengadaan 

yang dialokasikan khusus 

untuk UMKM/koperasi 

dicatat dan 

didokumentasikan, 

lakukan juga monitoring 

realisasi kuota 40% dan 

pastikan ada pengendalian 

konflik kepentingan 

Pasal 20B ayat (1) & (2) 

(1) Penyediaan sumber daya untuk 
Pekerjaan Konstruksi dapat 
disediakan oleh pemilik pekerjaan 
meliputi: a. bahan baku, material, 
dan Barang sudah terstandar; b. 
bahan baku, material, dan Barang 
untuk mendukung bangunan 
permanen; c. bahan baku, 
material, dan Barang untuk 1 (satu) 
paket atau beberapa paket 
Pekerjaan Konstruksi; d. peralatan 
untuk menunjang Pekerjaan 
Konstruksi; dan/atau e. Barang dan 

Frasa “dapat disediakan 

oleh pemilik pekerjaan” 

membuka ruang 

penafsiran luas tanpa 

kriteria yang objektif, 

sehingga dapat 

menimbulkan risiko 

konflik kepentingan antara 

penyedia dan pemilik 

pekerjaan dan juga 

diskresi dari pemilik 

pekerjaan 

 

Diperlukan pembatasan 

yang normatif yang tegas 

mengenai kondisi dan 

alasan pemilik pekerjaan 

dapat bertindak sebagai 

penyedia sumber daya 

serta kewajiban pelaporan 

dan publikasi melalui SPSE 
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jasa dalam Pekerjaan Konstruksi 
yang ditangani oleh Penyedia jasa 
spesialis.  

(2) Penyediaan sumber daya 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan: a. E-
purchasing, dan/atau b. 
pemesanan berdasarkan Kontrak 
payung. 

Memenuhi aspek 

pengendalian korupsi 

dengan kriteria konflik 

kepentingan dan aspek 

pelaksanaan dengan 

kriteria dasar 

pengambilan keputusan 

yang objektif  

Pasal 28 ayat (6a) 

Dalam hal Kontrak menggunakan 

Kontrak lumsum, bentuk Kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak memerlukan rincian dokumen 

pendukung kontrak. 

Frasa “tidak memerlukan 

rincian dokumen 

pendukung” menghapus 

kewajiban mencantumkan 

perhitungan biaya, 

spesifikasi, dan dasar 

teknis yang biasanya 

menjadi alat verifikasi nilai 

kontrak. Hal ini 

menimbulkan 

risiko/potensi mark up 

dan penyimpangan 

 

Memenuhi aspek 

administrasi dalam 

kriteria keterbukaan 

informasi 

Agar tetap mewajibkan 

minimal rincian substantial 

seperti spesifikasi, volume 

dan nilai total) 

Pasal 33 ayat (2) 

Jaminan pelaksanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak 

diperlukan, dalam hal:  

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset 

Penyedia dikuasai oleh pengguna. 

Frasa ini bisa 

disalahgunakan untuk 

menghindari kewajiban 

jaminan dengan cara 

mencantumkan aset 

“dikuasai pengguna” 

secara formalitas, padahal 

kontrol pengguna tidak 

penuh, juga tidak ada 

kriteria objektif yang 

menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan 

“dikuasai oleh pengguna” 

— apakah melalui sewa, 

kontrak kerja sama, 

pinjam pakai, atau 

penguasaan fisik. Hal ini 

menimbulkan risiko kolusi 

dan diskresi. 

Membuat indikator 

dikuasai pengguna secara 

normatif agar tidak 

menimbulkan diskresi, 

seperti : penguasaan fisik 

penuh, jangka waktu 

penggunaan, dan nilai aset 

dibandingkan kontrak 
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Memenuhi aspek 

administrasi dalam 

kriteria keterbukaan 

informasi dan aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang obyektif. 

Pasal 38 ayat (5) huruf a 

a. pelaksanaan program prioritas 
pemerintah, bantuan pemerintah, 
dan/atau bantuan Presiden 
berdasarkan arahan Presiden; 

 

Pasal 41 ayat (5) huruf a 

a. Jasa Konsultansi dalam rangka 
pelaksanaan program prioritas 
pemerintah, bantuan pemerintah, 
dan/atau bantuan Presiden 
berdasarkan arahan Presiden; 

Frasa “berdasarkan 

arahan Presiden” 

membuka ruang 

penunjukan langsung 

tanpa definisi jelas 

mengenai bentuk, 

batasan, dan dasar hukum 

tertulis dari “arahan 

Presiden”. Ketentuan ini 

juga berpotensi 

menimbulkan preferential 

treatment terhadap 

penyedia tertentu atas 

dasar hubungan politik, 

bukan kinerja atau 

kompetensi. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

dan aspek pengendalian 

korupsi dalam kriteria 

konflik kepentingan 

Menerbitkan pedoman 

teknis verifikasi dan 

pelaporan atas pengadaan 

berbasis arahan presiden 

dan membatasi frasa 

menjadi keputusan atau 

penetapan presiden yang 

bersifat tertulis dan 

terpublikasi secara resmi. 

Pasal 38 ayat (5) huruf k 

k. permintaan berulang (repeat order) 

untuk Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama. 

 

Pasal 41 ayat (5) huruf f 

f. permintaan berulang (repeat order) 

untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang 

sama. 

 

Ketentuan repeat order 

apabila tanpa batas 

waktu, nilai, atau evaluasi 

Kinerja, berpotensi 

menciptakan hubungan 

kedekatan antara 

penyedia dan pejabat 

pengadaan. 

 

Memenuhi aspek 

pengendalian korupsi 

Tambahkan pembatasan 

bahwa repeat order hanya 

dapat dilakukan maksimal 

1 kali, dan dalam jangka 

waktu tertentu (misal ≤ 1 

tahun sejak kontrak 

pertama) untuk 

kebutuhan identik. Perlu 

juga menetapkan syarat: 

(a) kinerja penyedia 

sebelumnya 

“memuaskan”, (b) harga 
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dalam kriteria konflik 

kepentingan 

tidak melebihi harga pasar 

terbaru, dan (c) pekerjaan 

atau barang benar-benar 

identik. 

Pasal 41A 

1) Arahan Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) 
huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf 
a dituangkan dalam risalah rapat, 
memorandum, atau dokumen 
lainnya. 

2) Menteri atau kepala lembaga 
selaku PA: 
a) membuat dokumen tertulis 

yang menyatakan bahwa 
program prioritas pemerintah, 
bantuan pemerintah, dan/atau 
bantuan Presiden merupakan 
arahan Presiden sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 

b) menetapkan penggunaan 
metode Penunjukan Langsung 
berdasarkan analisis PA. 

3) Menteri atau kepala lembaga 
menyampaikan dokumen tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara untuk 
mendapatkan konfirmasi. 

4) Dalam hal arahan Presiden dalam 
risalah rapat, memorandum, atau 
dokumen lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah 
memuat arahan penggunaan 
metode pemilihan Penyedia 
dengan Penunjukan Langsung, 
menteri atau kepala lembaga 
selaku PA sesuai dengan 
kewenangannya dapat langsung 
menggunakan metode Penunjukan 
Langsung. 

Pasal ini memberikan 

kriteria mengenai bentuk 

arahan presiden, namun 

risalah rapat, 

memorandum atau 

dokumen lainnya tetap 

bukan merupakan 

Keputusan hukum formal. 

Analisis PA untuk memilih 

penunjukan langsung 

tidak diatur standarnya—

apakah menggunakan 

indikator nilai proyek, 

urgensi, atau hasil analisis 

biaya-manfaat. Tanpa 

parameter baku, diskresi 

tetap luas dan bisa 

digunakan untuk 

mengamankan proyek 

tertentu. 

Walau ada konfirmasi 

Mensesneg, prosesnya 

bukan pengawasan 

substantif, melainkan 

administratif. Tidak ada 

verifikasi apakah 

“program prioritas” benar 

masuk RKP atau Renja K/L. 

Apalagi, jika risalah 

arahan sudah memuat 

perintah penunjukan 

langsung, PA bisa 

melangkahi konfirmasi. 

 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

keputusan yang objektif 

 

Menerbitkan pedoman 

teknis verifikasi dan 

pelaporan atas pengadaan 

berbasis arahan presiden 

dan membatasi frasa 

menjadi keputusan atau 

penetapan presiden yang 

bersifat tertulis dan 

terpublikasi secara resmi. 

Analisis PA wajib 

menggunakan format 

standar yang memuat: 

dasar hukum program, 

justifikasi penunjukan 

langsung, dan hasil value 

for money analysis. 

Konfirmasi Mensesneg 

harus dilengkapi verifikasi 

untuk memastikan 

kesesuaian dengan RKP 

dan prinsip pengadaan. 
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Pasal 50 ayat (5a) & (5b) 

(5a) Pengecualian kewajiban 

pelaksanaan E-purchasing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

dalam hal: a. tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dari aspek volume, 

spesifikasi teknis, waktu, lokasi, 

dan/atau layanan; atau b. berdasarkan 

pertimbangan lebih efisien dan/atau 

efektif jika dilaksanakan dengan 

metode selain E-purchasing. 

(5b) Pengecualian kewajiban 

pelaksanaan E-purchasing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) 

dilakukan berdasarkan penilaian PPK. 

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengecualian kewajiban pelaksanaan 

E-purchasing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (Sa) dan ayat (Sb) diatur 

dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

E-purchasing dirancang 

untuk menekan korupsi 

melalui rekam jejak 

transaksi digital. Namun, 

frasa “tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dari 

aspek volume, spesifikasi 

teknis, waktu, lokasi, 

dan/atau layanan” sangat 

luas dan interpretatif. juga 

frasa “lebih efisien 

dan/atau efektif” tanpa 

parameter baku dapat 

digunakan PPK untuk 

menjustifikasi hampir 

semua kasus untuk 

menghindari sistem 

elektronik. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

Menyusun pedoman 

teknis yang 

mendefinisikan secara 

tegas kriteria efisien 

dan/atau efektif serta 

membatasi pengecualian 

dengan melakukan analisis 

kebutuhan dan verifikasi 

bertahap. 

Pasal 54 ayat (3) 

Dalam hal perubahan Kontrak 

disebabkan adanya keadaan darurat, 

maka ketentuan penambahan nilai 

Kontrak akhir dapat melebihi 10% 

(sepuluh persen) berdasarkan 

persetujuan dari PA. 

Belum menyebut 

mekanisme 

pertanggungjawaban 

(dokumen penetapan 

keadaan darurat sebelum 

perubahan kontrak) dan 

batas nilai tambahan 

kontrak, hal ini dapat 

menimbulkan risiko 

diskresi dan konflik 

kepentingan 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

Mengatur dokumen 

penetapan keadaan 

darurat sebagai syarat 

perubahan nilai kontrak 

serta mengatur batas nilai 

tambahan kontrak  

Pasal 61  

Dikecualikan dari ketentuan dalam 

Peraturan Presiden ini:  

Pengecualian ini memberi 

ruang pengadaan di luar 

Definisikan secara eksplisit 

dalam peraturan 

pelaksana apa yang 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan 

layanan umum/badan layanan umum 

daerah,  

b. Pengadaan Barang/Jasa yang 

dilaksanakan berdasarkan tarif yang 

dipublikasikan secara luas kepada 

masyarakat,  

c. Pengadaan Barang/Jasa yang 

dilaksanakan sesuai dengan praktik 

bisnis yang sudah mapan; dan/atau  

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

sistem e-purchasing dan 

mekanisme LKPP. 

Frasa “tarif yang 

dipublikasikan” dan 

“praktik bisnis mapan” 

berpotensi multitafsir, 

membuka peluang 

diskresi dan perlakuan 

Istimewa bai pihak-pihak 

tertentu. 

Terdapat juga risiko 

tumpang tindih norma 

apabila pengecualian 

pengadaan diatur dalam 

peraturan lainnya yang 

setara atau lebih rendah 

tingkatannya. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

dimaksud dnegan masing-

masing pengecualian, 

karena per LKPP No 

5/2021 sudah tidak 

relevan dengan kondisi 

saat ini. 

Tegaskan bahwa 

pengecualian hanya 

berlaku jika peraturan lain 

setara atau lebih tinggi 

secara hierarkis, dan 

mekanismenya minimal 

sama ketatnya dengan 

Perpres 46/2025. 

Pasal 63 ayat (2) 

Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha 

dalam negeri yang mampu dan 

memenuhi persyaratan, Pengadaan 

Barang/Jasa Internasional 

dilaksanakan untuk nilai kurang dari 

batasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. 

 

Frasa “tidak ada pelaku 

usaha dalam negeri yang 

mampu” tidak memiliki 

indikator terukur (tidak 

dijelaskan siapa yang 

menilai, berdasarkan data 

apa). 

Sehingga terdapat potensi 

untuk diskresi oleh 

pejabat pengadaan dan 

konflik kepentingan 

dengan penyedia asing. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

Terapkan kriteria objektif 

dan transparan untuk 

ketidakmampuan pelaku 

usaha dalam negeri. 

Semisal : tingkat TKDN, 

sertifikasi, kapasitas teknis 

dll 

Pasal 64B ayat (2) 

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa 

desa tidak dapat dilaksanakan secara 

Swakelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa 

Pelaksanaan swakelola di 

tingkat desa rawan 

penyimpangan 

pelaksanaan dan 

pelaporan hasil kerja, 

Untuk pelaksanaan 

swakelola perlu 

menetapkan pedoman 

teknis swakelola dan 

pendampingan teknis oleh 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

desa dilakukan melalui Penyedia 

dengan ketentuan:  

a. Penyedia merupakan Penyedia 

Barang/jasa di desa setempat;  

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di 

desa setempat tidak tersedia, maka 

dapat dilakukan melalui Penyedia 

Barang/jasa di desa sekitar dalam 

kabupaten/kota yang sama; atau  

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di 

desa sekitar tidak tersedia maka dapat 

dilakukan melalui Penyedia lainnya. 

 

apabila tidak diimbangi 

dengan  kemampuan 

administratif dan 

pengawasan Masyarakat. 

Frasa “tidak dapat 

dilaksanakan secara 

Swakelola” tidak memiliki 

kriteria objektif → 

memberi ruang diskresi 

bagi aparat desa untuk 

langsung menggunakan 

penyedia, yang rawan 

dikondisikan. 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

dan aspek pengendalian 

korupsi dalam kriteria 

mekanisme pengendalian 

korupsi 

APIP. Sedangkan terkait 

swakelola dinyatakan tidak 

dapat dilakukan perlu 

dibuatkan kriteria objektif 

diantaranya : tidak 

tersedia tenaga kerja lokal, 

tidak tersedianya 

peralatan atau waktu 

mendesak. 

Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) 

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi Lainnya wajib 
menggunakan Produk Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi dari 
hasil produksi dalam negeri. 

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi Lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib mengalokasikan paling 
sedikit 40% (empat puluh persen) 
dari nilai anggaran belanja 
Barang/jasa 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi Lainnya. 

(3) Paket pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya dengan nilai pagu 
anggaran sampai dengan 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah) diperuntukkan bagi 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi. 

Ketentuan kuota 40% dan 

nilai pagu anggaran 

sampai dengan Rp15 M 

membuka ruang 

pemberian proyek kepada 

UMK/koperasi binaan 

tertentu dan dengan 

adanya keterlibatan 

pejabat dalam penentuan 

UMK/koperasi dapat 

menimbulkan benturan 

kepentingan dan 

perlakuan Istimewa. 

 

Memenuhi aspek beban 

kepatuhan dalam kriteria 

perlakuan istimewa 

Perlu adanya pedoman 

dan evaluasi mekanisme 

alokasi untuk mencegah 

terjadinya perlakuan 

Istimewa atau favoritisme 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

Pasal 65 (4) 

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan untuk paket 
pekerjaan yang menuntut 
kemampuan teknis yang tidak 
dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi. 

Tanpa indikator dan 

kriteria objektif terhadap 

definsi kemampuan teknis 

UMK/koperasi, akan 

timbul risiko diskresi oleh 

pejabat yang berwenang 

dalam menentukan 

UMK/koperasi yang 

dikecualikan 

mendapatkan pengadaan 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria pengambilan 

Keputusan yang objektif 

Perlu adanya indikator dan 

kriteria objektif yang 

dituangkan dalam sebuah 

pedoman untuk 

menentukan kemmapuan 

teknis UMK/koperasi 

dalam pengadaan barang 

atau jasa 

Pasal 65 ayat (5) 

(5) Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koperasi 
dan usaha kecil dan Pemerintah 
Daerah memperluas peran serta 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi dengan mencantumkan 
Barang/jasa produksi Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi 
dalam Katalog elektronik. 

Tanpa indikator dan 

kriteria objektif terhadap 

pemilihan UMK/koperasi 

yang dicantumkan dalam 

katalog elektronik maka 

akan timbul risiko 

perlakuan Istimewa 

 

Memenuhi aspek beban 

kepatuhan dalam kriteria 

perlakuan istimewa 

Perlu pedoman teknis 

yang menetapkan kriteria 

objektif, terukur, dan 

terbuka untuk 

memasukkan produk 

UMK/Koperasi ke Katalog 

Elektronik. 

Pasal 65 ayat (6) 

(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi 
yang melaksanakan pekerjaan 
melakukan kerja sama usaha 
dengan Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi dalam bentuk 
kemitraan, subkontrak, atau 
bentuk kerja sama lainnya, jika ada 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi yang memiliki 
kemampuan di bidang yang 
bersangkutan 

Tanpa adanya kriteria 

objektif tentang definisi 

UMK/koperasi yang 

memiliki kemampuan dan 

mekanisme kemitraan, 

maka akan timbul 

beberapa risiko 

diantaranya: 

- Pemilihan 
UMK/koperasi tertentu 
yang dekat dengan 
pejabat 

- Subkontrak fiktif, 
penyedia non-UMK 
meminjam bendera 
UMK/koperasi hanya 
sebagia formalitas 

Menetapkan kriteria 

objektif terhadap definisi 

UMK memiliki 

kemampuan dan dalam 

mekanisme kemitraanya 

wajib menentukan 

persentase minimal 

kontrak dan melarang 

adanya konflik 

kepentingan dan/atau 

subkontrak fiktif/pinjam 

bendera 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

- Penyedia besar dapat 
menjual proyek 
kepada UMK/koperasi  

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

pemberian tugas kepada 

pihak lain 

Pasal 66 ayat (3) 

Kewajiban penggunaan Produk Dalam 

Negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Produk non-industri, 

menggunakan Produk Dalam Negeri 

yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha 

(self declare). 

Tanpa proses verifikasi 

yang memadai maka akan 

menimbulkan risiko 

pemalsuan self declare 

dan subjektifitas dari 

pejabat pengadaan 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria dasar 

pengambilan Keputusan 

yang objektif 

Diperlukan proses 

verifikasi dengan 

menetapkan kriteria-

kriteria yang objektif 

Pasal 72 ayat (3) 

Dalam pengelolaan katalog elektronik, 

Kementerian/Lembaga teknis dapat 

menilai dan memberikan rekomendasi 

penghentian dalam sistem transaksi E-

purchasing terhadap Produk impor 

yang memiliki substitusi Produk Dalam 

Negeri. 

Tanpa adanya pedoman 

yang memuat kriteria 

objektif terhadap 

penilaian dan 

rekomendasi dari 

Kementerian/lembaga 

maka akan berpotensi 

mengakibatkan risiko 

diskresi dan konflik 

kepentingan 

 

Memenuhi aspek 

pelaksanaan dalam 

kriteria dasar 

pengambilan Keputusan 

yang objektif 

Perlu adanya 

pedoman/aturan turunan 

yang mengatur mengenai 

penilaian subtitusiproduk 

impor dengan produk 

dalam negeri dan 

mekanisme terkait 

pemberian rekomendasi 

yang dilakukan secara 

transparan  

Pasal 86 A 

Dalam hal diperlukan penambahan 

ketentuan dan proses bisnis di luar 

Peraturan Presiden ini, Institusi 

Lainnya dapat mengatur lebih lanjut 

Klausul ini membuka 

peluang bagi institusi di 

luar LKPP untuk 

menambahkan ketentuan 

dan proses bisnis di luar 

Perpres, oleh karena itu 

Agar aturan turunan yang 

terkait pengadaan barang 

dan/atau jasa tetap 

menjadi kewenangan 

LKPP, sehingga tidak 

terjadi penyalahgunaan 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Presiden ini. 

dapat mengakibatkan 

risiko terjadinya diskresi 

regulasi yang sangat luas, 

fragmentasi peraturan 

dan korupsi kebijakan 

 

Memenuhi aspek 

kepatuhan dalam kriteria 

beban kepatuhan 

regulasi,  multitafsir , dan 

fragmentasi aturan. 

 

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 

Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, 

Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden 

Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

Pasal 6 
Penunjukan Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
dilakukan kepada pelaku usaha yang 
mampu dan memenuhi syarat, 
termasuk badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, koperasi, badan usaha 
milik desa, badan usaha perseorangan 
dan/atau orang perorangan. 

Tanpa adanya kualifikasi 
yang objektif dan baku 
bagi pelaku usaha maka 
berisiko terjadinya diskresi 
dalam penilaian, 
favoritisme, dan konflik 
kepentingan 
 
 
Memenuhi aspek 
pelaksanaan dalam kriteria 
dasar pengambilan 
Keputusan yang objektif 
dan memenuhi aspek 
pengendalian korupsi 
dalam kriteria konflik 
kepentingan 

Agar menetapkan 
pedoman yang objektif fan 
baku dalam pemilihan 
pelaku usaha yang melalui 
penunjukan langsung, 
seperti : keuangan, 
pengalaman, kapasitas 
teknis dll 

Pasal 8 
PA dapat menyesuaikan tahapan pada 
proses penunjukan langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dengan pertimbangan untuk 
mengatasi stagnasi pemerintahan 
guna kemanfaatan dan kepentingan 
umum. 

Ketentuan ini memberikan 
ruang diskresi sangat luas 
tanpa kejelasan batasan 
hukum, prosedural, 
maupun pengawasan. 
 
Frasa “mengisi 
kekosongan hukum” dan 
“kemanfaatan serta 
kepentingan umum” 
bersifat multitafsir, 
membuka peluang 
penyalahgunaan untuk 

• Batasi ruang diskresi 
dengan definisi dan 
kondisi konkret kapan 
penyesuaian boleh 
dilakukan 

• Perlu adanya dokumen 
justifikasi tertulis dan 
persetujuan berjenjang 

• Perlu pengaturan 
teknis oleh LKPP 
melalui Peraturan 
Lembaga yang 
mengatur bentuk, 
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

menjustifikasi perubahan 
metode pengadaan (misal 
dari tender menjadi 
penunjukan langsung) 
demi kepentingan pihak 
tertentu. 
 
Ketentuan ini tidak 
mengatur mekanisme 
kontrol, persetujuan, atau 
pelaporan yang menjadi 
dasar akuntabilitas 
keputusan diskresioner. 
 
Memenuhi aspek 
pelaksanaan kriteria dasar 
pengambilan keputusan 
yang objektif 

syarat, dan tata cara 
penggunaan klausul ini. 

 

c. Peraturan Menteri Keuangan No 117 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

Pasal 4 ayat (1) 
Dengan pertimbangan tertentu, tarif 
atas jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) dapat dikenakan tarif 
sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) 
atau 0% (nol persen). 

Frasa “dengan 
pertimbangan tertentu” 
sebagai bentuk diskresi 
dalam penetapan PNBP 
yang diberikan kepada 
penyedia diluar UMKK, 
apabila tidak diberikan 
kriteria terhadap 
pertimbangan yang 
dilakukan maka akan 
berpotensi terjadi 
penyalahgunaan 
kewenangan oleh pejabat 
terkait, hal ini juga tidak 
dijelaskaan dalam pasal, 
pihak mana yang berhak 
untuk mengeluarkan 
pertimbangan tersebut 
sehingga berpotensi 
multitafsir dan terjadi Tarik 
menarik kewenangan 
 
Memenuhi aspek 
pelaksanaan dalam kriteria 

Agar ditunjuk pihak yang 
diberikan kewenangan 
untuk memberikan 
pertimbangan dan 
membuat kriteria-kriteria 
bagi pertimbangan 
tersebut  
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Pasal terkait Risiko Korupsi Rekomendasi CRA 

pengambilan keputusan 
yang objektif 

 

3.1.3 Keterbatasan Dasar Hukum Kelembagaan LKPP yang Berbasis Peraturan Presiden 

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit 

kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) 

sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun 

kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis 

dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi 

penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) 

dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan 

tentunya dapat dipertanggungjawabkan.30 pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. 

Namun, ide pembentukan lembaga ini sebenarnya sudah cukup lama, sejak 1998, Ketika 

Boediono masih menjadi ketua Bappenas. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa belum 

ditangani dengan baik, anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup besar, tapi 

ditenggarai banyak kebocoran. World Bank, pada tahun 2001 mengadakan semacam reviu 

terhadap praktik pengadaan barang dan jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada 

saat itu, hasil reviu merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 2 

hal, yaitu, pertama, membentuk semacam lembaga tender nasional (national procurement 

agency), tujuannya agar lembaga ini memperbaiki aturan main pengadaan barang dan jasa, 

menutup celah kebocoran, dan persaingan tidak sehat. Selain itu guna mendorong tumbuh 

kembangnya koperasi dan UMK serta produksi dalam negeri dengan memasok barang 

kepada instansi pemerintah. Kedua, aturan yang ada saat ini tidak memadai, hanya 

menggunakan Keppres. World Bank mengusulkan supaya ada rumusan setingkat undang-

undang semacam national procurement law.31  

Dalam praktik internasional, pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya diposisikan 

sebagai fungsi strategis negara yang diatur dan dilembagakan melalui undang-undang. 

Amerika Serikat membentuk Office of Federal Procurement Policy (OFPP) berdasarkan Office 

 
30 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sejarah LKPP, 
https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah, diakses pada 24 Desember 2025 
31 Hukumonline, “Ketua LKPP: Kita Butuh UU Procurement,” https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-
lkpp-kita-butuh-uu-procurement-hol19321/, diakses pada 24 Desember 2025 

https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah
https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-lkpp-kita-butuh-uu-procurement-hol19321/
https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-lkpp-kita-butuh-uu-procurement-hol19321/


 

 

87 
 
 

Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa   

of Federal Procurement Policy Act of 1974, Filipina mendirikan Government Procurement 

Policy Board (GPPB) melalui Republic Act No. 9184, Polandia mengatur kebijakan serta 

kelembagaan pengadaan dalam Public Procurement Law, dan Korea Selatan membentuk 

Public Procurement Service (PPS) berdasarkan Government Procurement Act.32 Pengaturan 

berbasis undang-undang tersebut memberikan legitimasi normatif yang kuat, kepastian 

kewenangan, serta dasar akuntabilitas yang jelas bagi lembaga pengadaan dalam mengelola 

belanja publik yang bernilai besar dan berisiko tinggi. Literatur internasional juga 

menegaskan bahwa kerangka hukum pengadaan yang kuat pada level undang-undang 

merupakan prasyarat utama bagi efektivitas tata kelola, pengendalian risiko, dan 

pencegahan korupsi dalam belanja publik.33  

Jika dibandingkan dengan praktik tersebut, pengaturan kelembagaan pengadaan barang dan 

jasa di Indonesia, khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 

yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden menunjukkan keterbatasan dari perspektif 

hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menempatkan 

undang-undang pada hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Presiden, sementara 

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa peraturan di bawah undang-undang hanya 

memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.34 Keterbatasan dasar hukum ini 

juga telah disoroti dalam diskursus kebijakan nasional, termasuk oleh pimpinan LKPP yang 

menilai perlunya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa untuk memperkuat legitimasi 

kelembagaan, kepastian kewenangan, serta konsistensi kebijakan pengadaan secara 

nasional.35 

Permasalahan keterbatasan dasar hukum kelembagaan LKPP yang berbasis Perpres 

umumnya mencakup beberapa poin sebagai berikut : 

▪ Kedudukan hukum yang relatif lemah : Perpres berada dibawah undang-undang (UU) 

dalam hierarki peraturan perundang-unadangan di Indonesia. Hal ini berarti kebijakan 

dan kewenangan LKPP dapat dengan mudah diubah atau bahkan dibatalkan oleh regulasi 

yang lebih tinggi, sehingga kurang memberikan kepastian hukum. 

▪ Keterbatasan kewenangan : kewenangan LKPP, terutama dalam hal penindakan dan 

pemberian sanksi, cenderung terbatas dibandingkan jika lembaga tersebut dibentuk 

berdasarkan UU. Kewenangan yang diatur di Perpres sering kali bersifat koordinatif atau 

 
32 Lihat antara lain Office of Federal Procurement Policy Act of 1974 (Amerika Serikat); Republic Act No. 9184 
tentang Government Procurement Reform Act (Filipina); Public Procurement Law (Polandia); serta 
Government Procurement Act (Korea Selatan). 
33 Lihat, misalnya, Sue Arrowsmith, Public Procurement Regulation: An Introduction, dalam Public 
Procurement Regulation in the 21st Century (Cambridge University Press, 2018), yang menegaskan 
pentingnya kerangka hukum pengadaan berbasis undang-undang untuk menjamin akuntabilitas dan 
pencegahan korupsi. 
34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 
ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). 
35 Hukumonline Op Cit 
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pengaturan internal pemerintah, bukan kewenangan yang berdampak luas kepada publik 

dengan kekuatan hukum yang kuat. 

▪ Potensi inkonsistensi : Basis perpres meningkatkan risiko tumpang tindih atau 

inkonsistensi dengan regulasi lain (lebih tinggi secara hierarki) yang mengatur aspek 

terkait pengadaan barang dan jasa, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam 

implementasinya. 

▪ Ketidakstabilan lembaga : Perpres lebih mudah diubah atau diganti seiring pergantian 

pemerintahan atau prioritas kebijakan presiden, berbeda dengan UU yang memerlukan 

proses legislasi bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yang lebih kompleks dan stabil. 

3.2 TATA KELOLA 

3.2.1 Sistem e-Procurement Tidak Mengurangi Korupsi 

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengandalkan e‑procurement sebagai instrumen 

utama untuk meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat transparansi dan 

akuntabilitas. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e‑procurement 

belum secara langsung menurunkan tingkat korupsi. Ketidakefektifan ini muncul dari adanya 

kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, serta terbatasnya kapasitas 

organisasi dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola yang diadopsi dari UNCAC dan 

OECD. Tanpa norma kepatuhan dan insentif yang efektif, sistem digital tersebut hanya 

berfungsi sebagai alat administratif, bukan mekanisme pengendalian yang mampu 

mencegah penyimpangan. Kondisi ini menjelaskan mengapa digitalisasi tidak serta-merta 

berdampak signifikan terhadap pengurangan praktik korupsi. 

Dalam jurnal penelitian Imelda Suardi, dengan menggunakan perspektif principal–agent, 

hubungan antara publik sebagai principal dan pejabat pengadaan serta penyedia sebagai 

agen menunjukkan tiga persoalan utama: asimetri informasi, diskresi, dan moral hazard. 

Walaupun e‑procurement mengurangi interaksi tatap muka dan memperluas akses 

informasi, korupsi sering terjadi sebelum proses elektronik dimulai, khususnya pada tahap 

perencanaan dan persiapan. Penelitian menunjukkan bahwa rekayasa dokumentasi dan 

spesifikasi banyak terjadi dalam fase ini. Ketika bias telah muncul sejak awal, sistem digital 

tidak cukup kuat untuk memperbaikinya. Melalui pendekatan technology–governance, 

terlihat bahwa teknologi bukan solusi tunggal, tetapi alat untuk memperkuat tata kelola. 

E‑procurement menjadi lebih efektif ketika diiringi dengan governance yang baik yang 

meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, teknologi 

hanya mempercepat proses tanpa mengurangi risiko korupsi. 

Perkembangan e‑procurement di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, dimulai dari 

fase regulatif pada 2010 hingga hadirnya berbagai inisiatif antikorupsi berbasis TI. 

Infrastruktur digital seperti LPSE/SPSE, SIRUP, ECAT, dan SIKAP telah dibangun untuk 

memfasilitasi proses pengadaan secara daring. Namun indikator seperti rendahnya nilai ITKP 

dan lambatnya peningkatan skor CPI menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis 

mengurangi korupsi. Efektivitas e‑procurement sangat bergantung pada bagaimana sistem 

tersebut digunakan untuk memperkuat tata kelola, termasuk melalui penguatan tahap 
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pra‑tender, pemanfaatan modul pengawasan, audit kepatuhan yang ketat, serta 

peningkatan kapasitas UKPBJ. Dengan pendekatan seperti ini, e‑procurement dapat 

berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang mempersempit ruang terjadinya korupsi. 

Walaupun implementasi e‑procurement diharapkan mengurangi interaksi langsung antara 

pejabat dan penyedia, tantangan tetap muncul dalam praktik. Penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan sistem memiliki kontribusi 

penting terhadap pengurangan korupsi. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance 

Model (TAM): semakin mudah dan bermanfaat suatu teknologi, semakin tinggi penerimaan 

pengguna, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan perilaku koruptif. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi paling sering terjadi pada tahap 

perencanaan dan persiapan, terutama dalam rekayasa spesifikasi dan penentuan pemenang 

sebelum proses tender berlangsung. Area ini cenderung luput dari jangkauan sistem 

e‑procurement, sehingga penguatan kontrol pada tahap awal menjadi sangat penting. 

Meskipun teknologi mampu menekan peluang korupsi, efektivitasnya tetap sangat 

dipengaruhi oleh integritas pengguna dan kekuatan pengawasan. Sayangnya, pemanfaatan 

fitur pengawasan seperti WBS, e‑Complaint, dan e‑Advokasi masih rendah, sehingga potensi 

teknologi untuk mendukung pengendalian korupsi belum optimal. 

Melalui pendekatan mixed method, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola memiliki 

pengaruh negatif terhadap korupsi dalam pengadaan, dengan dimensi prinsip negara 

menjadi faktor paling kuat dalam menekan korupsi. Tahap persiapan pengadaan 

diidentifikasi sebagai fase paling rawan, diperkuat oleh wawancara yang menyoroti rekayasa 

spesifikasi sebelum tender dimulai.36 

Penelitian ini menegaskan bahwa komitmen pimpinan, integritas dalam proses pengadaan, 

dan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan governance dalam 

mencegah korupsi. Transparansi, keterlacakan dokumen secara elektronik, serta persaingan 

sehat antar penyedia juga dipandang sebagai elemen penting untuk mempersempit peluang 

korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan governance sebagai fondasi 

utama dalam upaya pencegahan korupsi dan memberikan dasar empiris bagi pemerintah 

untuk memperbaiki regulasi maupun praktik pengadaan agar lebih berorientasi pada 

integritas. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Imelda Suardi, Direktorat Monitoring telah melakukan 

pemetaan terhadap tata kelola E-Procurement. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 

meskipun sistem ini telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2008, masih terdapat celah 

yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. 

Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan field review pada sejumlah institusi. Temuan 

lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dalam proses pengadaan 

 
36 https://scholar.ui.ac.id/en/publications/procurement-governance-in-reducing-corruption-in-the-
indonesian-p/ 
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elektronik. Salah satu kasus teridentifikasi di RSUD A di Kota Ambon, yang menjadi bukti 

bahwa penerapan E-Procurement belum sepenuhnya menutup peluang penyimpangan. 

Kronologis pengadaan di RSUD A awalnya direncanakan sebagai renovasi. Namun, arah kebijakan 

Gubernur berubah menjadi pembangunan baru dengan alasan besarnya anggaran yang tersedia. 

Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana keputusan strategis dalam pengadaan tetap 

membuka ruang bagi praktik korupsi meski sistem elektronik telah diterapkan. 

Permasalahan terkait proses pengadaan ini dikarenakan : 

1. Perencanaan yang lemah 

a) Gubernur menolak menandatangani dokumen yang semula direncanakan rehab 

gedung, dan diminta untuk diubah menjadi pembangunan gedung baru. 

b) Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi tarik ulur mengenai proyek pengadaan di RSUD 

A, rencana awal renovasi akan tetapi berubah menjadi bangun baru; 

c) Spesifikasi berubah melalui addendum kontrak, akan tetapi spesifikasi yang berubah 

merupakan hal yang vital, misalnya untuk ruang operasi di addendum dengan 

dihilangkan instalasi gas medik, yang notabene itu adalah yang paling vital di ruang 

operasi, ICU dan ICCU. 

  

2. Pelaksanaan bertahap dan tidak Sinkron 

Pembangunan dilakukan bertahap sebanyak III tahap dengan kontraktor yang berbeda, 

dengan masing-masing tahap tidak ada penyelesaian secara tuntas, sehingga gedung 

tidak dapat digunakan. 

  

3. Masalah Administrasi dan Pengadaan 

a) Pembatalan tender tahap III diduga adanya intervensi pejabat  

b) Penggantian PPK ditengah proyek, menyebabkan ketidakjelasan terkait 

tanggungjawab 

c) Kesalahan input pembayaran, sehingga tidak bisa dibayarkan di akhir tahun anggaran 

  

4. Keuangan dan Pembayaran tidak sesuai progress 

Pembayaran dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100%, misalnya proyek senilai 

Rp. 31 miliar, progress pekerjaan baru 75% akan tetapi sudah dibayarkan 100% 

  

5. Dugaan adanya intervensi dan konflik kepentingan 

Diduga ada campur tangan (cawe-cawe) pejabat daerah dalam pengaturan tender, dan 

penggantian PPK. 

 

Terkait bagaimana proses pengadaan ini terjadi sebagai berikut: 

1. Pengadaan Gedung E RSUD A direncanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang ICU, ICCU, 

dan lima ruang operasi. Namun, sejak awal proyek, pengelolaan anggaran dan 

pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan secara terintegrasi.  

2. Dana berasal dari DAK Kementerian Kesehatan dan APBD Provinsi Maluku, tetapi 

pengelolaan kontrak berada di tangan Dinas PUPR Provinsi, sementara pembayaran 

dikelola oleh BPKAD Provinsi. RSUD A sebagai pengguna akhir hanya berperan dalam 

perencanaan kebutuhan, tanpa kendali penuh atas proses pengadaan. Hal ini 
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menciptakan celah pengawasan. Tidak ada satu pihak yang memegang tanggung jawab 

penuh dari perencanaan hingga serah terima.  

3. Dampak dari peristiwa tesebut adalah: 

▪ Koordinasi lemah antara RSUD, PUPR, dan BPKAD. 

▪ Perubahan PPK dan intervensi pejabat dalam proses tender, yang membuka ruang 

pengaturan pemenang. 

▪ Adendum kontrak yang menghapus item penting seperti sistem gas medik, tanpa 

justifikasi teknis yang jelas. 

▪ Pembayaran tidak sesuai progres, termasuk indikasi penggunaan surat bodong untuk 

mencairkan sisa anggaran Rp3,6 miliar. 

▪ Pengawasan internal dan eksternal juga lemah.  

▪ Inspektorat Daerah baru turun setelah proyek bermasalah, sementara probity audit 

tidak dilakukan atau tidak dipublikasikan.  

▪ Konsultan pengawas gagal memastikan kualitas pekerjaan, sehingga gedung yang 

menelan anggaran hampir Rp50 miliar tetap tidak berfungsi optimal. 

 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di RSUD A terlihat bahwa masih terdapat modus 

korupsi yang terjadi meskipun sudah menggunakan e-procurement pada proses pelaksanaan 

pengadaan. Adapun modus-modus korupsi tersebut terjadi pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. 

 

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan: 

1. Melakukan penyempurnaan dan integrasi sistem e-procurement yang bersifat end-to-

end process: 

▪ integrasi Daftar Hitam dengan SIKAP 

▪ integrasi SPSE dengan SAKTI  

▪ integrasi SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan 

perusahaan penyedia 

2. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan 

pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran 

program/kegiatan. 

 

3.2.2 Terjadinya Pemborosan Anggaran Negara Dikarenakan Kualitas Perencanaan yang Buruk  

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan instrument utama dalam realisasi anggaran, 

sehingga kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sangat menentukan efektivitas 

pelaksanaan PBJ. Hal ini mengartikan bahwa dasar / legal basis pelaksanaan PBJ adalah 

APBN/APBD. Sebagaimana pengaturan pada Peraturan Presiden No. 16 than 2018 tentang 

PBJ jo. Perpres No. 12 tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) “Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan 

setelah tersedia anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Hal ini mengartikan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator 

keberhasilan program atau kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.  Faktor-faktor 

penyerapan anggaran diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan PBJ, dan sumber 

daya manusia.  
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Dari informasi APBN tahun 2022 sampai dengan 2025 diketahui bahwa terdapat kenaikan 

trend nilai pagu anggaran APBN, sebagaimana data tersajikan pada tabel 5.  

Tabel 6. Pagu Anggaran APBN VS Realisasi Belanja Periode 2022 - 2025 

Tahun Pagu APBN (Rp T) Realisasi Belanja (Rp T) Tingkat Realisasi 
2022 ± 3.061 ± 3.122 ± 102% 
2023 ± 3.061 ± 3.121 ± 102% 
2024 ± 3.325 ± 3.350 ± 100,8% 
2025 ± 3.621 berjalan (belum final) n.a. 

sumber: Kementerian Keuangan, 2022-2025 

Peningkatan pagu anggaran APBN diikuti oleh dominannya nilai PBJ yang mencapai 76% –

84% dari total belanja (Tabel 2). Tingginya proporsi tersebut menunjukkan pentingnya 

pengawasan yang memadai dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan PBJ. 

Tabel 7. Nilai Belanja KL VS Nilai Perkiraan PBJ Periode 2022 - 2025 

Tahun Belanja 
K/L (Rp T) 

Perkiraan PBJ 
(Rp T) 

% Perkiraan 
PBJ Catatan 

2022 ± 1.190 ± 900–1.000 76% - 84% Dominan pemulihan pasca-COVID 

2023 ± 1.190 ± 950–1.050 79% - 88% Stabil, fokus infrastruktur & layanan 

2024 ± 1.370 ± 1.050–1.150 76% - 84% Peningkatan belanja modal 
2025 ± 1.500 ± 1.150–1.250 77% - 83% Estimasi pagu, realisasi belum final 

sumber: Kementerian Keuangan, 2022-2025 

Dari nilai Belanja K/L tersebut diatas diketahui bahwa 3 (tiga) Kementerian yang memiliki 

nilai PBJ yang cukup tinggi, diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, 

dan Kementerian PUPR, sebagaimana data tersaji di bawah ini: 

Tabel 8. Nilai Pengadaamn Barang dan Jasa pada Kementerian TA 2023 

No Instansi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

8.243.785.115.000 6.754.156.101.386 

2 Kementerian Kesehatan 45.723.973.940.000 42.894.003,186.306 

3 Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Semester 1) 1.180.360.000.000 625.820.000.000 

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023-2024 

Namun, masih ditemukan adanya permasalahan terkait dengan anggaran dan PBJ, dimana 

berdasarkan hasil temuan BPK di tahun 2023 pada ke-tiga Kementerian tersebut ditemukan 

beberapa temuan pada masing-masing kemeterian tersebut di bawah ini: 
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Tabel 9. Temuan di Kementerian PUPR pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase 

Kanan 2 (Paket IV) Kabupaten Luwu Utara 

Permasalahan 
Target 
Fisik 

Realisasi 
Fisik 

Deviasi 
Nilai 

Penyelesaian 
Total  

Pembayaran 
Kelebihan  

Bayar 
Belum tuntasnya 
pembebasan 
lahan lokasi 
pembangunan 

67,37% 30,56% -36,81% Rp91 Miliar Rp198,25 Miliar Rp107,2 Miliar 

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023 – data diolah 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan Pengadaan barang dan Jasa di 

Kementerian PUPR pada tahun 2023, ditemukan adanya realisasi kemajuan/progress fisik 

pekerjaan konstruksi menjelang berakhirnya kontrak (14-Des-2023) sebesar 30,56% dari 

target seharusnya sebesar 67,37%. Sehingga terdapat deviasi sebesar 36,81% dari rencana 

penyelesaian. Sedangkan total realisasi keuangan kumulatif yang telah dibayarkan pada 

tanggal tersebut adalah senilai Rp198.252.437.335,- yang mana terdapat kelebihan 

pembayaran dari deviasi fisik di atas senilai Rp107.200.521.420,-. Realisasi 

kemajuan/progress fisik yang tidak sesuai dengan target di atas disebabkan oleh belum 

tuntasnya pembebasan lahan lokasi pembangunan pada pelaksanaan Pekerjaan 

Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 2 (Paket IV) Kabupaten Luwu Utara. 

Tabel 10. Temuan di Kementerian Kesehatan pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Penanganan Covid-19 

Permasalahan Nama Barang Jumlah Tarif Kalibrasi Jumlah 

Tidak dilakukan kalibrasi sesuai 
dengan ketentuan dalam kontrak 

1. Infusion Pump 
2. Syringe Pump 

236 unit 
226 unit 

Rp288.000 
Rp67.968.000 
Rp65.088.000 

   TOTAL Rp133.056.000 
sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023 

Kemudian menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan Pengadaan barang dan 

Jasa di Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, juga terdapat temuan adanya pengadaan 

barang Trans Infusion Pump sebanyak 236 unit dan Trans Syringe Pump 226 unit yang tidak 

dilakukan kalibrasi oleh penyedia sesuai yang dicantumkan di e-katalog. Sedangkan harga 

yang telah dibayarkan sudah termasuk dengan biaya kalibrasi berdasarkan tarif yang diatur 

di PP Nomor 64 Tahun 2019. Sehingga total kelebihan bayar pada pengadaan ini sebesar 

Rp133.056.000,- atas 2 barang tersebut di atas. 

Tabel 11. Temuan di Kementerian Kesehatan pada Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Patologi Anatomi 

pada Rumah Sakit Paru A 

Permasalahan Uraian Pekerjaan Jumlah Kekurangan Volume (tanpa PPN) 

Kekurangan 
Volume Pekerjaan 

1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Struktur Standar 
3. Pekerjaan Finishing Arsitektur 
4. Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal Standar 

Rp19.192.473 
Rp34.058.642 
Rp30.715.340 

Rp2.728.300 
 TOTAL Rp86.694.721 

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023 

Masih pada laporan yang sama di Kementerian Kesehatan, terdapat temuan BPK perihal 

kekurangan volume pekerjaan pada Pengadaan Rehabilitasi Gedung Patologi Anatomi pada 

Rumah Sakit Paru A. Total nilai atas kekurangan volume pekerjaan tersebut sebesar 
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Rp86.694.721,- yang berasal dari Pekerjaan Persiapan, Struktur Standar, Finishing Arsitektur 

dan Mekanikal/Elektrikal Standar. 

Tabel 12. Temuan di Kemendikbudristek pada Paket Pengadaan Pembangunan Gedung dan Bangunan 

Permasalahan Nama Satker 
Sumber 

Dana 
Jumlah 
Paket 

Nilai Kekurangan 
Volume (Rp) 

Kekurangan volume 
pekerjaan atas kontrak 
yang masih On Going 

1. Unsil 
2. UNPNV Jawa Timur 
3. UNJ 
4. Direktorat Kelembagaan (ITB) 
5. Polman Bandung 
6. PPNS 

BLU 
BLU 

PHLN 
SBSN 
SBSN 
SBSN 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

138.261.409 
200.508.805 
213.450.154 

4.639.377.329 
237.016.436 
208.020.000 

  TOTAL 6 5.636.634.136 
sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2024 

Hasil Laporan Pemeriksaan BPK pada tahun 2024 terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa 

di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menyajikan adanya 

temuan kekurangan volume pekerjaan atas kontrak yang masih On Going pada 6 (enam) 

Paket Pengadaan Pembangunan Gedung dan Bangunan di 6 Satker. Total nilai kekurangan 

volume tersebut diperhitungkan sebesar Rp5.636.634.136,-. 

Selain itu, berdasarkan hasil field review pada salah satu RSUD di Kota Ambon, ditemukan 

perubahan perencanaan pengadaan dari renovasi menjadi pembangunan baru pada tahap 

pelaksanaan, berdasarkan kebijakan Gubernur dengan pertimbangan ketersediaan 

anggaran. Pembangunan tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp45 miliar, namun realisasi 

hanya 75% atau Rp33,75 miliar. Pekerjaan Gedung E kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 

dan 2024 dengan penganggaran tambahan sebesar Rp22 miliar, sehingga total anggaran 

mencapai Rp57 miliar dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sekitar 38%. 

Secara umum, pemborosan anggaran negara pada kasus-kasus tersebut merefleksikan 

lemahnya kualitas perencanaan dan tata kelola pengadaan, terutama pada aspek readiness 

(kesiapan prasyarat pelaksanaan), ketajaman spesifikasi kebutuhan, serta konsistensi 

pengendalian mutu dan pembayaran. Ketika perencanaan tidak berbasis risiko dan tidak 

memastikan prasyarat teknis maupun nonteknis terpenuhi sejak awal, pelaksanaan kontrak 

cenderung menghasilkan deviasi dari rencana, penyerahan output yang tidak utuh, dan 

pembayaran yang tidak sepenuhnya ditopang bukti kinerja. Akibatnya, belanja negara 

kehilangan value for money karena serapan anggaran tidak berbanding lurus dengan 

manfaat, kualitas, dan ketepatan waktu hasil yang seharusnya diterima publik. 

Atas hal tersebut direkomendasikan beberapa hal yaitu: 

1. Mengintegrasikan perencanaan – penganggaran – pengadaan. Dalam hal ini maksudnya 

perlu ada sinkronisasi antara Renstra, RKA-DIPA, dan RUP.  

2. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan 

pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran 

program/kegiatan. 

3. Memperkuat peran APIP pada tahap awal pengadaan. 
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3.2.3 Tidak Handalnya e-Katalog dalam e-Procurement  

E-katalog merupakan sistem informasi berbasis digital yang disediakan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menampilkan daftar produk dan 

jasa secara terstruktur, terstandar, dan transparan. Sistem ini memuat informasi penting 

seperti spesifikasi teknis, harga, penyedia, serta ketentuan pengadaan, sehingga berperan 

penting dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pengadaan, e-Katalog LKPP telah 

berevolusi hingga mencapai e-katalog versi 6 yang membawa berbagai penyempurnaan, baik 

dari sisi fitur, tampilan, maupun integrasi sistem. Namun demikian, di balik penyempurnaan 

tersebut masih ditemui sejumlah kelemahan dalam implementasi e-katalog versi 6, baik yang 

berkaitan dengan aspek teknis, kemudahan penggunaan, maupun efektivitas 

pemanfaatannya oleh para pengguna. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun e-katalog versi 6 dirancang untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih terdapat permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan adanya beberapa 

aspek yang belum berjalan secara optimal. 

Pada e-katalog versi 6, LKPP tidak memiliki akses terhadap pengelolaan maupun 

pengembangan sistem. Kewenangan sepenuhnya diberikan kepada PT, T Tbk  sebagai pihak 

pengembang aplikasi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan 

Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perjanjian Kerjasama 

Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan 

Sistem Pendukungnya, sehingga LKPP tidak fleksibel untuk melakukan perbaikan/perubahan 

pada sistem e-katalog. 

Pada Perjanjian Kerjasama, pasal 4 ayat (4) huruf n, menyebutkan bahwa PT T dapat 

memberikan akses kepada LKPP terhadap pelaksanaan  percepatan transformasi digital di 

bidang PBJ sesuai dengan ketentuan dari PT T. Namun, pada pelaksanaannya LKPP tidak 

diberi akses teknis terhadap penggunaan e-katalog versi 6 dan tidak ada penjelasan lebih 

lanjut mengenai ketentuan atau persyaratan dari PT T terhadap LKPP, pengembangan 

maupun transfer knowledge yang dimaksud dalam perjanjian. 

Selain itu, akibat dari pengembangan aplikasi e-katalog oleh PT T (Perpres Nomor 17 Tahun 

2023, pasal 4 ayat (1)), penyedia dibebankan biaya tambahan diantaranya PNBP, bea 

materai, tanda tangan digital, admin bank, dsb yang dapat mempengaruhi harga. PNBP disini 

merupakan pendapatan yang diterima oleh PT T atas pembayaran jasa pengelolaan aplikasi, 

PNBP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 117 Tahun 2023 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku 

pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme PNBP melalui 

pengenaan tarif pada setiap transaksi di e-katalog berpotensi membebani pembeli 

(Pemerintah), karena adanya kenaikan harga produk, selain itu terdapat potensi 
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ketidakadilan pembebanan PNBP kepada penyedia hingga berpotensi menimbulkan potensi 

konflik kepentingan antara LKPP dan PT T. 

Hal ini dapat menimbulkan dampak risiko kebijakan menjadi tidak responsif terhadap aplikasi 

karena akses dikelola oleh pihak ketiga, kerentanan keamanan dan integritas data, biaya 

menjadi tinggi dan inefisiensi serta menimbulkan potensi konflik kepentingan. 

Kelemahan lain pada proses pendaftaran dan kurasi produk pada e-katalog versi 6, proses 

kurasi terhadap produk yang akan tayang masih dilakukan secara manual, sedangkan LKPP 

hanya menjalankan tugas “patroli” yang dilakukan setiap seminggu satu kali. Hal ini dinilai 

belum cukup memfilter dengan baik produk yang akan tayang tersebut. Tidak semua produk 

di e-katalog sesuai dengan kebutuhan pengguna (dalam hal ini Pemerintah) yang saat ini 

sudah mencapai 10.018.312 produk37 atau 100,18% dari target yang tayang di e-katalog. 

Sejumlah 8.109.296 produk atau 80,94% belum memiliki sertifikat TKDN, sedangkan yang 

telah memiliki sertifikat TKDN sebanyak 1.909.016 produk atau 19,06% dari produk yang 

tayang di e-katalog. 

Pengkategorian produk dalam sistem e-katalog38 dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu 

Barang, Digital, dan Jasa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah produk yang 

kemungkinan tidak relevan atau kurang dibutuhkan oleh Pemerintah. Misalnya, pada 

kategori Barang, terdapat kelompok seperti “Perawatan Tubuh”, “Makanan dan Minuman” 

dengan rincian produk seperti Bumbu dan Bahan Masakan, Frozen Food, Sayuran, serta 

“Pakaian dan Aksesori”. Produk-produk tersebut perlu dianalisis kembali untuk menentukan 

kelayakan penayangan di e-katalog Pemerintah agar katalog lebih fokus pada kebutuhan 

instansi Pemerintah. 

Gambar 9. Pengkategorian Barang “Perawatan Tubuh”pada e-Katalog 

 

 

 

 

 

 

sumber: LKPP – e-katalog, 2025 

 
37 Laporan Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024 
38 https://katalog.inaproc.id/ 
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Gambar 10. Pengkategorian Barang “Makanan dan Minuman”pada e-Katalog 

         sumber: LKPP – e-katalog, 2025 

Berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 bahwa 

prinsip PBJ memenuhi aspek efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bersaing. Sedangkan 

pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik 

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (termasuk implementasi e-Katalog versi 6), 

produk dan penyedia harus melalui proses evaluasi/seleksi sebelum tayang. Tugas LKPP 

melakukan verifikasi data, evaluasi kesesuaian produk, penilaian TKDN, serta penilaian harga 

kewajaran. Apabila proses kurasi tidak dilakukan oleh LKPP, berpotensi menimbulkan 

ketidakjelasan akuntabilitas dan konflik kepentingan karena dapat terjadi perbedaan standar 

dalam proses kurasi. 

Proses verifikasi penyedia ke dalam E-Katalog yang hanya menggunakan nomor NIB, 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Surat pernyataan pemilik/surat kuasa, surat PKP/Non-

PKP, NPWP membuat akses ke e-katalog lebih mudah, sehingga dapat membuka potensi 

penyedia dan penyelenggara melakukan kesepakatan diluar sistem dan akan log-in ke dalam 

aplikasi sebagai penyedia setelah terjadi kesepakatan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena 

proses verifikasi penyedia yang lebih mudah dan sederhana, hanya berdasarkan paperbased 

sehingga aktivitas negosiasi masih dapat terjadi dan pemilihan penyedia yang telah 

terencana diluar sistem. 
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Gambar 11. Syarat Regustrasi Akses Penyedia Baru 

  

      sumber: LKPP – e-katalog, 2025 

Selanjutnya, pada e-katalog versi 6 ditemukan ada iklan milik 1 (satu) penyedia yang 

mendominasi halaman produk, baik itu iklan untuk produk yang sama maupun berbeda, 

seperti pada kategori pesawat tenaga dan produksi, penyedia PT A, produk bor elektrik 

mesin; kategori pesawat/peralatan konstruksi lainnya, penyedia CV A; kategori pesawat 

angkat, penyedia PT B, produk scafolding portable lift elektrik lipat. Hal ini dapat menjadi 

salah satu dampak dari proses kurasi yang masih manual dan dilakukan oleh PT T sehingga 

proses perbaikan tidak dapat secara fleksibel dapat dilakukan sehingga membuka peluang 

untuk lebih banyak dipilih oleh pengguna. 

Gambar 12. Halaman pertama kategori pesawat tenaga dan produksi 

 
      sumber: LKPP – e-katalog, 2025 
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Gambar 13. Halaman pertama kategori pesawat angkat 

 

      sumber: LKPP – e-katalog, 2025 

Gambar 14. Halaman pertama kategori pesawat /peralatan konstruksi lainnya 

 

sumber: LKPP – e-katalog, 2025 
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Informasi mengenai ketersediaan barang pada e-Katalog belum dapat dijamin kepastiannya. 

Hal tersebut tercermin dari ketidaksesuaian antara kuantitas barang yang tercantum dalam 

sistem dengan ketersediaan stok yang sebenarnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh proses 

verifikasi penyedia yang dilakukan tanpa disertai pemeriksaan fisik terhadap keberadaan 

toko dan barang. Akibatnya, keberadaan fisik toko tidak dapat dipastikan, bahkan dalam 

beberapa kasus toko hanya didukung oleh dokumen administratif. Selain itu, terdapat 

penyedia yang berperan sebagai dropshipper, yaitu bekerja sama dengan pemasok atau 

produsen yang mengirimkan barang secara langsung kepada pengguna atas nama penyedia. 

Dalam mekanisme ini, penyedia hanya berfungsi sebagai pengelola pemasaran tanpa 

memiliki gudang maupun inventaris barang. Hal ini berpotensi menghambat proses transaksi 

pengadaan apabila kuantitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketersediaan stok 

yang seharusnya tersedia, sehingga dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

Penetapan nilai jasa kurir dalam e-Katalog masih dilakukan secara manual oleh penyedia. 

Belum tersedianya mekanisme sistem yang mengatur perhitungan dan penetapan biaya jasa 

kurir secara otomatis serta terstandar menyebabkan nilai jasa kurir ditentukan melalui 

kesepakatan antara penyedia dan pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan penetapan nilai 

jasa kurir rentan disalahgunakan, baik oleh penyedia maupun oleh penyelenggara, serta 

membuka peluang terjadinya negosiasi di luar mekanisme yang seharusnya, sehingga 

berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. 

Pada fitur tanya produk e-Katalog masih terdapat kemungkinan penyedia memberikan akses 

kontak kepada penyelenggara/pengguna. Pembatasan sistem saat ini hanya mencakup 

nomor telepon, sementara penyampaian alamat email, akun media sosial, atau data diri 

lainnya masih dimungkinkan melalui percakapan pada sistem tersebut. Pengendalian sistem 

pada fitur tanya produk belum sepenuhnya membatasi pertukaran informasi kontak non-

telepon serta belum dilengkapi mekanisme penyaringan (filtering) yang memadai terhadap 

data pribadi atau identitas lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi 

di luar sistem e-Katalog antara penyedia dan pengguna, yang berpotensi mengurangi 

transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian atas proses pengadaan sesuai dengan 

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Fitur Chat E-katalog 
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sumber: LKPP – e-katalog, 2025 

Penyedia dapat menyalin (copy-paste) nomor TKDN, sertifikat SNI, dan dokumen terkait 

lainnya dari sistem untuk mendaftarkan produknya di e-Katalog. Sistem SPSE saat ini hanya 

memverifikasi format dokumen, bukan konten atau keabsahan data. Belum adanya 

mekanisme pengecekan konten dan validasi real-time terhadap nomor TKDN atau sertifikat 

di SPSE dengan basis data resmi seperti SIINAS memungkinkan penyedia menggunakan 

nomor TKDN produk lain untuk produk berbeda. Kondisi ini berpotensi menyebabkan produk 

yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan TKDN dapat lolos proses pengadaan, sehingga 

mengurangi keandalan sistem dan menimbulkan risiko penyalahgunaan serta 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan. 

Sebagai upaya perbaikan atas permasalahan dalam pelaksanaan e-katalog versi 6, berikut 

rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan yaitu: 

1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem e-katalog untuk meningkatkan 

kehandalan data serta kemudahan penggunaan bagi pengguna dan penyedia. 

2. Melakukan evaluasi kerja sama antara LKPP dan PT T guna menghindari potensi konflik 

kepentingan dan menjaga prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. 

3. LKPP perlu menganggarkan atas sistem e-procurement yang dikembangkan, sehingga 

tidak menimbulkan ketergantungan dengan PT T. 

3.2.4 Belum terintegrasinya ekosistem E-Procurement  

Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 merekam capaian fundamental dalam arsitektur digital 

pengadaan nasional, di mana tahun tersebut menjadi momentum akselerasi integrasi lintas 

platform yang masif. Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Percepatan Transformasi Digital, LKPP telah berhasil mentransformasi aplikasi-

aplikasi proprietarinya—seperti SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue—dari entitas yang berdiri 

sendiri (silo) menjadi simpul-simpul yang terinterkoneksi secara mendalam dengan sistem 

pihak ketiga. Dokumen tersebut secara empiris menunjukkan bahwa interoperabilitas data 
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kini telah menjangkau hulu hingga hilir ekosistem, mulai dari sinkronisasi perencanaan 

anggaran dengan SIPD RI dan SAKTI, validasi produk melalui basis data kementerian teknis, 

hingga integrasi data kontrak dan pembayaran yang presisi, menegaskan peran teknologi 

informasi sebagai tulang punggung transparansi dan efisiensi belanja negara. 

Gambar 11. Arsitektur pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

 

sumber: Laporan Kinerja, LKPP tahun 2024 

Meskipun Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 mencatat capaian signifikan dalam sentralisasi 

infrastruktur melalui "SPSE Terpusat", terdapat disparitas fungsional yang nyata antara 

mekanisme pembayaran pada E-Purchasing (Katalog Elektronik Versi 6) dengan metode 

konvensional seperti Tender dan Seleksi. Jika Katalog Elektronik Versi 6 telah mengadopsi 

arsitektur system-to-system yang memungkinkan data pesanan dan Berita Acara Serah 

Terima (BAST) mengalir secara otomatis ke modul pembayaran SAKTI melalui interkoneksi, 

metode Tender dan Seleksi di SPSE masih terjebak pada mekanisme manual. Dalam SPSE 

saat ini, data kontrak dan BAST yang telah final di SPSE tidak secara otomatis mempopulasi 

database transaksional di SAKTI; sebaliknya, operator keuangan masih dibebani kewajiban 

administratif untuk melakukan perekaman ulang (re-entry) data kontrak dan BAST ke dalam 

Modul Komitmen SAKTI secara manual, meskipun dengan validasi data yang diperketat. 

Kelemahan fundamental dari mekanisme semi-manual pada pembayaran Tender/Seleksi ini 

adalah tingginya risiko redundansi pekerjaan dan potensi human error yang berimplikasi 

pada efisiensi eksekusi anggaran. Ketiadaan bridging otomatis yang bersifat end-to-end 

menciptakan celah terjadinya diskrepansi data antara dokumen legal di SPSE (E-Kontrak) 

dengan input data di SAKTI, khususnya terkait detail nomenklatur penyedia, nomor rekening, 

dan termin pembayaran. Selain itu, terdapat tendensi penundaan pencatatan BAST di SAKTI 

hingga tagihan fisik diterima, yang mendistorsi prinsip akuntansi akrual dan menyebabkan 
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data realisasi pada dashboard monitoring nasional mengalami time-lag atau keterlambatan 

penyajian informasi dibandingkan progres fisik di lapangan.  

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami 

perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menetapkan prinsip 

kehati-hatian dalam penggunaan metode pemilihan penyedia. Secara spesifik, regulasi ini 

membatasi penggunaan metode Penunjukan Langsung hanya pada kondisi-kondisi limitatif, 

meliputi keadaan darurat, keberadaan penyedia tunggal yang mampu melaksanakan 

pekerjaan, pengadaan yang bersifat lanjutan, serta batasan nilai pengadaan tertentu. 

Namun, kebijakan seperti Instruksi Presiden, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), 

serta mekanisme repeat order, menyebabkan parameter "keadaan tertentu" menjadi 

fluktuatif dan kontekstual. 

Saat ini, sistem belum mengakomodasi pembatasan kriteria Penunjukan Langsung secara 

terotomasi. Ketiadaan validasi sistemik ini memaksa proses verifikasi kriteria hanya 

bergantung pada keterangan manual dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 

Ketergantungan penuh pada justifikasi subjektif pengguna tanpa verifikasi sistem berpotensi 

meningkatkan risiko moral hazard berupa kecurangan (fraud) dalam penetapan metode 

pengadaan. Selain itu, ketidakpastian ini rentan memicu dispute di kemudian hari akibat 

perbedaan interpretasi terhadap kriteria "keadaan tertentu" yang tidak terstandarisasi 

secara digital. Kondisi ini mengindikasikan adanya urgensi penguatan pengendalian internal 

berbasis sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Atas permasalahan ini direkomendasikan agar mekanisme penunjukan langsung dalam 

aplikasi SIRUP ditambahka kriteria sesuai dengan pengecualian dalam peraturan presiden 

3.2.5 Terdapat Indikasi Pelampauan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Praktik 'Pinjam Bendera' pada 

Penyedia  

Dalam mitigasi risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau potensi pekerjaan terlantar 

yang diakibatkan oleh penyedia yang memiliki banyak proyek pada waktu bersamaan, Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menerapkan batasan yang dikenal dengan Sisa 

Kemampuan Paket (SKP) sebagai instrumen regulasi untuk mengukur kapasitas proyek yang 

dapat dikerjakan penyedia dalam periode bersamaan.  

Secara teknis, SKP didefinisikan sebagai selisih antara batas maksimal Kemampuan Paket (KP) 

dengan jumlah paket pekerjaan yang sedang berjalan atau belum diserahterimakan (P). 

Regulasi menetapkan batasan kualifikasi39 yang berbeda demi menjaga persaingan usaha yang 

sehat dan proporsional dengan rumus sebagai berikut: 

S K P = K P  –  P  

 

Keterangan: 

 
39 Lampiran II Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 
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▪ KP (Kemampuan Paket): 
▪ Untuk Usaha Kecil: Ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan. 

▪ Untuk Usaha Non-Kecil: Ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 N (pilih yang tertinggi). 

▪ P: Jumlah paket yang sedang dikerjakan. 

▪ N: Jumlah paket terbanyak yang ditangani bersamaan dalam 5 tahun terakhir. 

Namun, data pengadaan e-Tendering periode tahun 2020 s.d. 2025 di Kota Ambon dan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (sampling data) menunjukan adanya penyedia yang 

menjalankan proyek pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari ketentuan tersebut. Sistem 

pembatasan pemilihan di atas terdistorsi oleh lolosnya verifikasi kualifikasi terhadap penyedia 

yang mengalami overcapacity. Teridentifikasi bahwa jumlah paket yang sedang dilaksanakan 

( P ) pada periode yang beririsan melebihi batas maksimal Kemampuan Paket ( K P ) yang 

diizinkan, yakni lebih dari 6 (enam) paket untuk usaha kecil atau melampaui batas perhitungan 

1,2 N untuk usaha non-kecil. 

Grafik 3 Statistik Jumlah dan Presentase Penyedia yang Overcapacity 

 
  sumber: LKPP 2025, data diolah 

Berdasarkan data statistik di atas, menunjukan tidak berjalannya fungsi validasi data paket 

berjalan dalam sistem verifikasi, baik secara manual oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 

maupun melalui integrasi data pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Selama 

periode 2020 s.d. 2025, terdapat sebanyak 7% atau 24 penyedia di Kota Ambon dan sebanyak 

6% atau 62 penyedia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengerjakan proyek dalam periode 

yang sama. 

Tabel 13. Penyedia dengan Overcapacity Tinggi 

sumber: LKPP 2025, data diolah 

Kemudian selain permasalahan overcapacity pada penyedia di atas, masih terdapat 

permasalahan lain yang juga dihadapi pada proses pengadaan berang dan/atau jasa yaitu 

24; 7%

329; 
93%

Kota Ambon

Penyedia (Overcapacity)

Penyedia (Non-Overcapacity)

62; 6%

1032; 

Provinsi NTB

Penyedia (Overcapacity)

Penyedia (Non-Overcapacity)

KLPD Penyedia 
Tahun 

Anggaran 
Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pengadaan 

Kota Ambon CV. B 2023 - 14 13 8 2.872.489.543 

Prov. NTB  CV. C 
2023 17 1 - - 189.844.970 

2024 2 12 10 - 280.872.550 
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praktik 'pinjam bendera'. Fenomena ini sering disebut sebagai Penyalahgunaan Kualifikasi 

Badan Usaha atau praktik Nominee yang merupakan bentuk deviasi kontraktual dimana 

terjadi pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan secara tidak sah (illegitimate 

transfer of work). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tindakan ini dapat 

dikategorikan sebagai pengalihan seluruh atau sebagian besar pekerjaan utama kepada pihak 

lain tanpa persetujuan PPK, yang merupakan larangan keras dalam pelaksanaan kontrak. 

Praktik ini dapat disebabkan oleh kapasitas legal penyedia telah mencapai batas maksimal Sisa 

Kemampuan Paket ( S K P ) sehingga penyedia menggunakan Nominee untuk mendapatkan 

proyek pemerintah, atau didasari dari penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 

sejak awal sebelum mengikuti proses lelang pengadaan barang dan/jasa.  

Berdasarkan informasi di lapangan baik dari sisi pemerintah dan penyedia yang diterima, 

praktik ini masih menjadi rahasia umum dan masih sangat marak terjadi. Hal ini diperkuat 

dengan adanya kasus terkini yang berkaitan dengan praktir pinjam bendera atau Nominee 

pada Perkara Kasus Suap Jalur Kereta Api yang ditangani KPK pada November 202440. 

Meskipun regulasi telah diperketat melalui sistem digital (SPSE & SIKaP) dan kerjasama antar 

lembaga mengenai Transparansi Beneficial Ownership penyedia yang terdaftar pada sistem 

dengan mewajibkan deklarasi. Upaya mitigasi preventif telah dilakukan melalui digitalisasi 

pengadaan (SPSE & SIKaP) dan penerapan transparansi pemilik manfaat (Beneficial 

Ownership) hasil kerja sama antar-lembaga. Namun, efektivitas instrumen tersebut masih 

menghadapi tantangan dalam mendeteksi modus operandi yang terus berkembang. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, kepatuhan dalam pengadaan barang dan/atau jasa masih 

menghadapi tantangan serius dimana hal tersebut ditandai dengan kasus pelampauan batas 

SKP dan penyalahgunaan legalitas badan usaha. Hal ini dibuktikan dengan masih lolosnya 

penyedia yang mengalami overcapacity (melampaui SKP) serta maraknya penggunaan 

legalitas pihak ketiga melalui praktek Nominee. 

Hal ini mengakibatkan sulitnya mendeteksi kolusi vendor dan potensi konflik kepentingan, 

risiko pengaturan pemenang tender meningkat, mengurangi persaingan sehat, dan potensi 

kerugian negara akibat pengadaan yang tidak transparan. 

Atas permasalahan tersebut maka direkomendasikan untuk: 

1. Integrasi sistem SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan 

sebenarnya. 

2. Mewajibkan pengungkapan Beneficial Ownership dalam dokumen pengadaan (misal diatur 

dalam Perpres atau PerLKPP). 

3. Menggunakan analitik berbasis AI untuk mendeteksi pola kepemilikan yang beririsan antar 

vendor. 

4. Publikasi data Beneficial Ownership melalui portal open contracting untuk pengawasan 

publik. 

 
40 https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPDMQ-kpk-temukan-modus-pinjam-bendera-dalam-kasus-
suap-jalur-kereta, diakses pada 24 Desember 2025 

https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPDMQ-kpk-temukan-modus-pinjam-bendera-dalam-kasus-suap-jalur-kereta
https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPDMQ-kpk-temukan-modus-pinjam-bendera-dalam-kasus-suap-jalur-kereta
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3.2.6 Terbatasnya Internalisasi PBJ kepada Stakeholders yang Berakibat pada Ketidakefektifan 

Pelaksanaan PBJ  

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam sebuah organisasi atau pemerintah 

seharusnya dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, pada 

kenyataannya, terbatasnya internalisasi PBJ kepada para pemangku kepentingan yang 

terlibat mengakibatkan pelaksanaan pengadaan tersebut tidak berjalan secara optimal. 

Sebagai konsekuensinya, meskipun sudah ada peraturan-peraturan tentang PB, namun 

penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau 

kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik yang diterapkan pada tingkat 

implementasi. 

Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai PBJ, seperti yang tercantum dalam Peraturan 

Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-

perubahannya, sudah menetapkan prosedur dan kriteria yang harus dipatuhi. Beberapa 

aspek penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain adalah kewajiban untuk melakukan 

evaluasi terhadap penyedia barang/jasa, mekanisme pemilihan penyedia yang transparan, 

serta pencatatan kontrak secara elektronik. Sama halnya dengan Peraturan LKPP Nomor 12 

Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui 

Penyedia, pasal 2 angka (1) huruf h menjelaskan bahwa proses pengadaan harus 

menjalankan seluruh tahapan termasuk penilaian kinerja penyedia yang dilakukan setelah 

serah terima pekerjaan pengadaan. Namun, meskipun peraturan tersebut ada, 

implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan komunikasi yang 

efektif antara pihak-pihak terkait. 

Ketidakefektifan pelaksanaan PBJ ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti lambatnya 

proses pengadaan yang seharusnya dapat berlangsung lebih cepat, adanya ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dengan barang atau jasa yang diterima, dan seringnya terjadinya 

kesalahan dalam penilaian terhadap penyedia barang atau jasa. Selain itu, kurangnya 

pemahaman mengenai perubahan-perubahan dalam regulasi atau prosedur pengadaan juga 

menjadi salah satu penyebab utama yang memperburuk kondisi ini. 

Apabila masalah internalisasi PBJ ini terus dibiarkan, akan sangat berdampak pada kualitas 

hasil pengadaan serta berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem pengadaan yang ada. Untuk itu, upaya untuk memperbaiki internalisasi PBJ harus 

segera dilakukan agar proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Dengan memperhatikan kondisi pada UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Barat, UKPBJ Kab. 

Sumbawa Barat dan UKPBJ Kota Ambon, beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini 

antara lain adalah: 

▪ Minimnya sosialisasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, seperti kurangnya 

pemahaman mengenai konsep harga konsolidasi dan mini kompetisi. Hal ini 

menyebabkan banyak pihak yang terlibat dalam PBJ tidak sepenuhnya memahami 

mekanisme pengadaan yang berlaku. 
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▪ Pemahaman yang kurang mendalam mengenai metode PBJ serta perubahan-perubahan 

yang sering terjadi pada syarat-syarat umum yang berlaku, membuat pemangku 

kepentingan kesulitan dalam mengikuti perkembangan regulasi. 

Tim UKPBJ seringkali mengembalikan dokumen pengadaan kepada Tim Teknis dikarenakan 

adanya perubahan pada syarat umum, seperti syarat K3 yang sebelumnya tidak ada menjadi 

ada, maka saat dipertengahan proses, Tim UKPBJ harus mengembalikan dokumen 

pengadaan sehingga Tim Teknis harus melengkapi kembali dokumen yang sebenarnya 

dipersyaratkan.  

▪ Selain itu, masih rendahnya kepatuhan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam 

melakukan penilaian terhadap penyedia serta pencatatan e-kontrak yang sesuai dengan 

ketentuan yang ada sehingga transaksi pada e-katalog maupun tender/pengadaan 

langsung tidak dapat diakui dalam ITKP. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengadaan. 

Akibat dari terbatasnya internalisasi dan pemahaman ini adalah: 

▪ Pelaksanaan PBJ yang tidak efektif, dimana proses pengadaan cenderung lebih lambat 

dan kurang transparan. 

▪ Peningkatan risiko penyalahgunaan wewenang, karena ketidaktepatan dalam penilaian 

penyedia dan pencatatan kontrak yang dapat berujung pada keputusan yang kurang 

tepat. 

▪ Kurangnya akuntabilitas yang menyebabkan kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak 

yang terlibat, baik itu penyedia maupun pengguna anggaran. 

Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PBJ, beberapa 

rekomendasi yang dapat diimplementasikan antara lain: 

1. Pengukuran terhadap efektivitas sosialisasi dan implementasi peraturan PBJ perlu 

dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang 

terlibat memahami proses dan perubahan yang terjadi dalam kebijakan PBJ. 

2. Optimalisasi media sosial dan platform digital (seperti TikTok, Instagram Story, Threads, 

X, dsb.) untuk melakukan sosialisasi informasi yang lebih luas dan menjangkau 

stakeholders yang lebih beragam. Dengan menggunakan platform yang lebih familiar 

dan lebih banyak digunakan oleh generasi muda, diharapkan penyebaran informasi 

mengenai PBJ dapat lebih efektif dan menarik perhatian. 

3. Penerapan sanksi administratif bagi PPK yang tidak mematuhi ketentuan pencatatan 

dan penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi ini dapat meningkatkan 

keseriusan dan kepatuhan PPK dalam menjalankan tugasnya, serta menjaga 

transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. 

 

 

 

 

3.2.7 Terdapat Intervensi yang Mempengaruhi Independesi UKPBJ dan Pejabat Pengadaan  
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Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur melalui berbagai regulasi, antara 

lain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 

2012, Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018, serta Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 

2021 dan Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, 

akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk menjaga 

independensi unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan pejabat pengadaan dalam 

menjalankan tugasnya. 

Pada tahun 2025, LKPP melaksanakan survei pemetaan risiko guna mengidentifikasi potensi 

risiko pada pegawai Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ). Berdasarkan survei 

tersebut diperoleh hasil yang menggambarkan bahwa sebanyak 64,70% responden 

menyatakan adanya intervensi dari pihak lain; 50,77% responden merasakan ancaman 

terhadap keselamatan diri; dan 49,74% responden mengalami intimidasi dari pihak lain. 

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat intervensi yang mempengaruhi 

independensi UKPBJ dan pejabat pengadaan, yang menimbulkan risiko ketidakobjektifan 

dalam proses pengadaan. Masalah ini terutama disebabkan oleh: kurangnya perlindungan 

hukum dan internal bagi UKPBJ dan pejabat pengadaan saat menjalankan tugasnya; 

keterbatasan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan 

intervensi atau intimidasi; serta tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang mencoba 

mempengaruhi proses pengadaan. 

Salah satu contoh dari bentuk intervensi yang mempengaruhi independensi pejabat dalam 

proses penganggaran dan PBJ dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 

anggaran 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Gubernur 

Riau nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan pemotongan 

anggaran yang dikenal dengan istilah “jatah preman”41. KPK mengungkap bahwa dalam 

pembahasan anggaran untuk satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, 

terjadi penambahan anggaran signifikan. Anggaran awal yang direncanakan sekitar Rp71,6 

miliar kemudian dinaikkan menjadi lebih dari Rp177 miliar. Dalam konteks ini, pejabat terkait 

diduga mengatur adanya kewajiban setoran fee kepada Gubernur, yang dipatok sekitar 5% 

dari selisih anggaran atau senilai sekitar Rp7 miliar. 

Gambaran lainnya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, pada proses pembahasan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2025, KPK mengungkap adanya skema manipulasi anggaran 

pokok pikiran (pokir) DPRD yang berujung praktik korupsi saat “ketok palu” persetujuan 

anggaran42. Kasus ini mencuat ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan 

penyidikan terhadap sejumlah pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, serta pihak 

 
41 https://riau.suara.com/read/2025/11/06/103000/kronologi-gubernur-abdul-wahid-kumpulkan-duit-jatah-
preman-anggaran 
42 https://rmol.id/hukum/read/2025/03/16/659956/modus-proyek-pupr-anggota-dprd-oku-palak-jatah-20-
persen-pokir 
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swasta terkait penganggaran pokir. Dalam modus yang terungkap, perwakilan anggota DPRD 

OKU diduga meminta “jatah” dari alokasi pokir sebagai syarat dalam pembahasan dan 

persetujuan RAPBD 2025. Permintaan ini kemudian diubah menjadi proyek fisik di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU dengan nilai awal sekitar Rp45 miliar, 

yang kemudian disepakati turun menjadi sekitar Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran. 

Meskipun demikian, komitmen fee tetap dipatok sekitar 20% dari nilai proyek, menghasilkan 

total sekitar Rp7 miliar yang disepakati sebagai “imbalan”. 

Dari kedua kasus tersebut tergambar pbik pada kasus “jatah preman” di Riau maupun “ketok 

palu anggaran” di OKU, terdapat intervensi terhadap proses penganggaran dan PBJ yang 

mempengaruhi independensi pejabat dan integritas proses pengadaan. 

▪ Di Riau, Gubernur diduga menerima setoran fee dari proyek pengadaan yang 

anggarannya dinaikkan, dengan tekanan terhadap pejabat untuk memenuhi permintaan. 

▪ Di OKU, anggota DPRD memanfaatkan anggaran pokok pikiran (pokir) sebagai alat untuk 

memperoleh imbalan, sehingga persetujuan RAPBD tidak lagi berdasarkan kebutuhan riil 

program. 

Akibat dari kondisi ini, independensi dan integritas UKPBJ serta pejabat pengadaan menurun, 

sehingga proses pengadaan berpotensi tidak objektif dan meningkatkan risiko praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, intervensi yang terjadi menimbulkan stres 

dan beban kerja yang tinggi, yang dapat mengganggu kinerja serta kualitas pengadaan. 

Situasi ini juga menyebabkan keengganan pegawai untuk bergabung dalam tim UKPBJ, 

sehingga mempengaruhi keberlanjutan dan profesionalisme unit pengadaan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rekomendasi yang dapat diimplementasikan 

antara lain: 

1. Memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan internal bagi UKPBJ dan pejabat 

pengadaan agar dapat menjalankan tugas secara independen. 

2. Memberikan dukungan kelembagaan dan psikologis untuk mengurangi tekanan 

pekerjaan dan meningkatkan kinerja pejabat pengadaan. 

3. Mendorong partisipasi pegawai secara profesional melalui insentif dan penghargaan bagi 

tim UKPBJ yang menjalankan tugas dengan Integritas. 

 

3.2.8 Adanya Potensi Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses 

Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil field review di Kota Ambon, Provinsi Maluku, 

terdapat dugaan adanya Konflik Kepentingan atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang 

dan Jasa, di RSUD A.  Hal ini diketahui adanya dugaan keterlibatan Kepala Daerah dalam 

memberikan keputusan pelaksanaan, dimana sebelumnya adalah untuk kegiatan renovasi, 

namun Kepala Daerah memerintahkan pembongkaran gedung lama serta pembangunan 

gedung baru dua lantai (ICU, 5 kamar operasi, dan ruang pemulihan). Perubahan arah dari 

renovasi menjadi pembangunan baru merupakan keputusan strategis yang seharusnya 
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dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan dan tujuan PBJ (value for money), serta 

tetap mematuhi etika pengadaan untuk mencegah pertentangan kepentingan dan 

penyalahgunaan wewenang. 

Lebih lanjut, terdapat dugaan penentuan pemenang sejak tahap awal pemilihan penyedia. 

Dugaan ini berseberangan dengan desain tahapan pemilihan penyedia (tender/seleksi) yang 

pada dasarnya mengharuskan adanya proses evaluasi yang objektif, penetapan pemenang, 

dan mekanisme sanggah sebagai instrumen akuntabilitas.  Jika pengondisian pemenang 

terbukti, maka hal tersebut mengindikasikan pelanggaran prinsip bersaing dan adil serta 

etika “tidak saling memengaruhi” yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. 

Dari perspektif hukum, perbuatan yang mengarah pada konflik kepentingan dan 

penyalahgunaan kewenangan perlu diuji terhadap larangan penyalahgunaan wewenang 

(melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-

wenang).  Apabila kemudian terbukti ada tujuan menguntungkan pihak tertentu dan 

terdapat/berpotensi kerugian keuangan negara, maka secara normatif dapat beririsan 

dengan rumusan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. 

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan beberapa hal yaitu: 

1. Memperkuat peran APIP sejak tahap perencanaan, seperti melakukan reviu preventif 

pada paket bernilai strategis atau berisiko tinggi. 

2. Pemberlakukan sanksi yang tegas atas pelanggaran COI dan intervensi - rekomendasi ke 

Penegakan Hukum (apabila diperlukan). 

3. Agar dibuatkan deklarasi COI pada proses pengadaan terhadap seluruh pejabat 

Pengadaan yang terlibat. 

 

3.3 PENGAWASAN 

3.3.1 Monitoring dan Evaluasi e-Procurement Belum Optimal  

Monitoring dan evaluasi e-procurement saat ini belum berjalan secara optimal, yang 

berdampak pada efektivitas pengelolaan penyedia dan data pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Permasalahan yang muncul dalam e-procurement tergambar dalam kondisi 

berikut: 

Pertama. Evaluasi terhadap penyedia yang masuk daftar hitam belum memadai. Tidak 

adanya prosedur evaluasi rutin, integrasi daftar hitam dengan SIKAP yang belum optimal, 

kriteria evaluasi yang tidak jelas, serta kurangnya sistem pemantauan dan transparansi 

menyebabkan penyedia yang seharusnya sudah memenuhi syarat tetap terhalang untuk 

mengikuti pengadaan. Kondisi ini meningkatkan potensi kesalahan dan ketidakadilan dalam 

pemberian sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi daftar hitam dengan SIKAP serta 

penetapan kriteria evaluasi yang jelas, disertai prosedur rutin untuk memeriksa kelayakan 

penyedia. 

Berdasarkan data LKPP yang telah diolah, ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut: 
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TEMUAN 1 

Temuan 1 menggambarkan bahwa proses pengadaan dilakukan oleh Satker terhadap penyedia yang 

masih berada dalam masa pemberlakuan blacklist. 

Tabel 14. Penyedia Masih Dalam Masa Pemberlakuan Blacklist  

DATA PENGADAAN E-TENDERING 

No 
Nama 

Penyedia 
Nama Paket Pagu 

Metode  
Pengadaan 

Tgl Awal  
Kontrak 

Tgl Akhir  
Kontrak 

TA Nama KLPD    

1 PT C 

Biaya 
Distribusi 
Obat, Vaksin 
dan BMHP 
(DAU) 

117.920.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Apr-
2024 

01-Apr-
2024 

2024 
Provinsi 
Maluku 

   

2 PT C 

Biaya 
Distribusi 
Obat, Vaksin 
dan BMHP 
(DAU) 

117.920.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Apr-
2024 

01-Apr-
2024 

2024 
Provinsi 
Maluku 

   

3 CV. D 

Pembangunan 
Drainase 
Kelurahan 
Letwaru Kec. 
Kota Masohi - 
Kab. Maluku 
Tengah 

185.000.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Mei-
2025 

01-Sep-
2025 

2025 
Provinsi 
Maluku 

   

 

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM 

TA Nama Satker No SK Blacklist 
Tgl 

Berlaku  
Dari 

Tgl 
Berlaku  
Sampai 

Jenis 
Pelanggaran 

Deskripsi 
Pelanggaran 

   

2024 
KANWIL DITJEN 
PERBENDAHARAAN 
PROVINSI PAPUA 

KEP-
74/WPB.34/2024 

15-
Mar-
2024 

15-
Mar-
2025 

Peraturan 
LKPP No.4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf g 

Penyedia yang tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan kontrak 
secara sepihak oleh 
PPK yang 
disebabkan oleh 
kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa 

   

2024 

Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan 
Provinsi Papua 
Barat 

KEP-
46/WPB.33/2024 

15-
Mar-
2024 

15-
Mar-
2025 

Peraturan 
LKPP No.4 
Tahun 2021 
Lampiran II 

Penyedia yang tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 

   



 

 

112 
 
 

Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa   

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM 
angka 3.1 
huruf g 

pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan kontrak 
secara sepihak oleh 
PPK yang 
disebabkan oleh 
kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa 

2025 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten 
Wakatobi 

- 
06-Jan-

2025 
06-Jan-

2026 

Peraturan 
LKPP No.4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf g 

Penyedia yang tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan kontrak 
secara sepihak oleh 
PPK yang 
disebabkan oleh 
kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa 

   

sumber: LKPP 2025, data diolah 

TEMUAN 2 

Temuan 2 menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan menjelang berakhirnya masa blacklist, yaitu 

dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi 

kecurangan dalam proses pengadaan, di mana pada saat tahapan tertentu penyedia masih berada 

dalam masa pemberlakuan blacklist. Namun, pada tahap penunjukan pemenang, proses pengadaan 

telah memasuki akhir tahapan dan penyedia tersebut sudah tidak lagi berada dalam masa blacklist. 

Tabel 15. Pengadaan dilakuan Menjelang Berakhir Masa Blacklist Penyedia  

DATA PENGADAAN E-TENDERING 

No 
Nama 

Penyedia 
Nama Paket Pagu 

Metode  
Pengadaan 

Tgl 
Awal  

Kontrak 

Tgl 
Akhir  

Kontrak 
TA 

Nama 
KLPD 

  

1 CV. E 
Peningkatan Jalan 
Kairatu-Hunitetu 
(Debtswap 2021) 

2.000.000.000 Tender 
01-Apr-

2021 
01-Okt-

2021 
2021 

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi 
Maluku 

  

2 CV. E 
Peningkatan Jalan 
Kairatu-Hunitetu 
(Debtswap 2021) 

2.000.000.000 Tender 
01-Apr-

2021 
01-Okt-

2021 
2021 

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi 
Maluku 

  

3 CV. E 
Peningkatan Jalan 
Kairatu-Hunitetu 
(Debtswap 2021) 

2.000.000.000 Tender 
01-Apr-

2021 
01-Okt-

2021 
2021 

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi 
Maluku 
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DATA PENGADAAN E-TENDERING 

4 CV. E 
Peningkatan Jalan 
Kairatu-Hunitetu 
(Debtswap 2021) 

2.000.000.000 Tender 
01-Apr-

2021 
01-Okt-

2021 
2021 

Pemerintah 
Daerah 
Provinsi 
Maluku 

  

5 JK 

Pembangunan 
Siring Jalan 
Gotong Royong 
Lrg. Hidir 3 Rt.21 
Rw.05 Kel. 
Kemalaraja 

97.000.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Apr-
2023 

01-Nov-
2023 

2023 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Ogan 
Komering 
Ulu 

  

6 CV. F 

GK.B4/Rehabilitasi 
Aula Jananuraga 
Polres Lampung 
Barat (Sub 
Kegiatan 
Pembangunan 
Pemanfaatan, 
Pelestarian dan 
Pembongkaran 
Bangunan Gedung 
untuk 
Kepentingan 
Strategis Daerah) 

360.130.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Jan-
2025 

01-Des-
2025 

2025 
Kab. 
Lampung 
Barat 

  

7 CV. G 
Pengadaan 2 Unit 
Sarana Budidaya 
Rumput Laut 

116.250.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-
Mar-
2023 

01-Nov-
2023 

2023 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Maluku 
Tenggara 

  

8 CV. G 

Pengadaan Sarana 
Pengembangan 
Budidaya di Ohoi 
Rumat 

150.000.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Apr-
2023 

01-Nov-
2023 

2023 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Maluku 
Tenggara 

  

9 CV. H 

Rehabilitasi RPS-
Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik 
SMK Negeri 1 
Halmahera Barat 

279.000.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Jul-
2025 

01-Des-
2025 

2025 
Provinsi 
Maluku 
Utara 

  

10 JK 

Pembangunan 
Siring Bambu 
Kelurahan Desa 
Tanjung Baru 
(Lanjutan) 

97.000.000 
Pengadaan 
Langsung 

01-Mei-
2023 

01-Nov-
2023 

2023 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Ogan 
Komering 
Ulu 
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DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM 

TA 
Nama 
Satker 

No SK Blacklist 
Tgl 

Berlaku  
Dari 

Tgl 
Berlaku  
Sampai 

Jenis 
Pelanggaran 

Deskripsi 
Pelanggaran 

  

2020 
BALAI POM 
DI AMBON 

B-
PL.02.02.1191.1191.04.20.334 

28-Apr-
2020 

28-Apr-
2021 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

  

2021 
BALAI POM 
DI AMBON 

B-
PL.02.02.1191.1191.04.20.334 

28-Apr-
2020 

28-Apr-
2021 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

  

2020 
BALAI POM 
DI AMBON 

B-
PL.02.02.1191.1191.04.20.334 

28-Apr-
2020 

28-Apr-
2021 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 
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DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM 

2021 
BALAI POM 
DI AMBON 

B-
PL.02.02.1191.1191.04.20.334 

28-Apr-
2020 

28-Apr-
2021 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

  

2023 

DINAS 
PEKERJAAN 
UMUM 
DAN 
PENATAAN 
RUANG 

600/276/V.3-c/TB/VII/2021 
08-Jul-
2021 

08-Jul-
2023 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf a 

peserta pemilihan 
menyampaikan 
dokumen atau 
keterangan 
palsu/tidak benar 
untuk memenuhi 
persyaratan yang 
ditentukan dalam 
Dokumen 
Pemilihan 

  

2025 

DINAS 
PEKERJAAN 
UMUM 
DAN 
PENATAAN 
RUANG 

82/600/KEP/PUPR/2025 
11-Jul-
2025 

11-Jul-
2026 

Peraturan 
LKPP No. 4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

  

2023 
DINAS 
PERIKANAN 

Nomor 10 Tahun 2022 
07-Apr-

2022 
07-Apr-

2023 

Peraturan 
LKPP No. 4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf f 

Pemenang 
Pemilihan 
mengundurkan 
diri dengan alasan 
yang tidak dapat 
diterima sebelum 
penandatanganan 
kontrak 
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DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM 

2023 
DINAS 
PERIKANAN 

Nomor 10 Tahun 2022 
07-Apr-

2022 
07-Apr-

2023 

Peraturan 
LKPP No. 4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf f 

Pemenang 
Pemilihan 
mengundurkan 
diri dengan alasan 
yang tidak dapat 
diterima sebelum 
penandatanganan 
kontrak 

  

2025 

Kantor 
Pertanahan 
Kabupaten 
Banggai 
Laut 

54/SK-
72.12.UP.04.04/VII/2024 

11-Jul-
2024 

11-Jul-
2025 

Peraturan 
LKPP No. 4 
Tahun 2021 
Lampiran II 
angka 3.1 
huruf g 

Penyedia yang 
tidak 
melaksanakan 
kontrak, tidak 
menyelesaikan 
pekerjaan, atau 
dilakukan 
pemutusan 
kontrak secara 
sepihak oleh PPK 
yang disebabkan 
oleh kesalahan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

  

2023 

DINAS 
PEKERJAAN 
UMUM 
DAN 
PENATAAN 
RUANG 

600/276/V.3-c/TB/VII/2021 
08-Jul-
2021 

08-Jul-
2023 

Peraturan 
LKPP No. 17 
Tahun 2018 
Pasal 3 
huruf a 

peserta pemilihan 
menyampaikan 
dokumen atau 
keterangan 
palsu/tidak benar 
untuk memenuhi 
persyaratan yang 
ditentukan dalam 
Dokumen 
Pemilihan 

  

sumber: LKPP 2025, data diolah 

Berdasarkan dua kondisi tersebut, dinilai perlu dilakukan pengintegrasian antara SIKAP dan 

daftar hitam guna menutup celah terjadinya kesalahan dalam pemilihan penyedia pada 

proses pengadaan. 

Kedua. Pemanfaatan data anomali oleh APIP belum optimal. Kurangnya pemahaman dan 

kapasitas APIP dalam menganalisis data anomali e-Katalog, tidak adanya sistem monitoring 

real-time, serta keterbatasan koordinasi antara APIP dan pengelola e-Katalog menyebabkan 

potensi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengadaan tidak terdeteksi. 

Ketidaksesuaian harga, spesifikasi, atau penyedia bermasalah dapat luput dari pengawasan, 

sehingga menurunkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Untuk itu, sistem deteksi anomali otomatis harus diterapkan, dilengkapi dengan kriteria data 

anomali yang jelas, serta audit berkala terhadap e-Katalog untuk mendeteksi 

ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. 
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Ketiga. Probity audit yang seharusnya dilakukan oleh APIP juga belum dijalankan secara 

rutin. Hal ini disebabkan oleh belum adanya prosedur wajib probity audit dan keterbatasan 

kapasitas APIP dalam melaksanakan audit tersebut. Akibatnya, potensi risiko hukum, 

korupsi, atau penyalahgunaan dalam pengadaan tidak terdeteksi, sehingga kualitas 

pengawasan internal dan akuntabilitas pengadaan menjadi menurun. Oleh karena itu, 

probity audit perlu dijadikan bagian dari prosedur rutin APIP, didukung peningkatan 

kapasitas auditor dan pemanfaatan sistem monitoring serta data e-Katalog. Probity audit 

bertujuan mencegah konflik kepentingan, kecurangan, dan praktik korupsi, serta 

memastikan keputusan yang diambil adil dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

integritas pengadaan tetap terjaga. Berkaca pada hasil field review dan kronologis yang 

disusun dari KPA RSUD A di Kota Ambon, pembangunan RSUD A dilakukan sejak 2021-2025, 

dengan nilai yang besar. Dalam setiap pengadaannya tidak dilakukan Probity audit dan 

pendampingan dari inspektorat, sehingga ketika sudah terjadi masalah baru dilakukan audit.  

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan monitoring dan evaluasi e-

procurement dapat berjalan lebih efektif, integritas dan akuntabilitas penyedia serta proses 

pengadaan lebih terjaga, dan risiko kesalahan, ketidakadilan, maupun penyalahgunaan 

anggaran dapat diminimalkan. 

Untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi e-procurement, rekomendasi yang 

dapat dilakukan antara lain: 

1. Integrasi daftar hitam dengan SIKAP untuk memastikan penyedia yang masuk daftar 

hitam tidak dapat melakukan transaksi, serta penetapan kriteria evaluasi yang jelas 

untuk pencabutan daftar hitam secara tepat. 

2. Penerapan sistem deteksi anomali otomatis yang memantau data e-Katalog secara real-

time, dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas dan dilakukan inspeksi secara 

berkala. 

3. Pelaksanaan probity audit secara rutin oleh APIP, termasuk peningkatan kapasitas 

auditor dan pemanfaatan sistem monitoring serta data e-Katalog. 

 

3.3.2 Belum Optimalnya Peran Tim Advokasi dalam Menangani Permasalahan di KLPD  

Berdasarkan kondisi yang ada, peran Tim Advokasi dalam pengadaan barang/jasa masih 

bersifat pasif, yaitu hanya merespons permintaan (request) dari 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) tanpa memiliki kewenangan untuk 

memastikan atau memaksa implementasi rekomendasi yang diberikan. Selain itu, belum 

terdapat mekanisme advokasi atau pendampingan hukum yang terstruktur dari pusat 

maupun pemerintah daerah apabila Tim Teknis PBJ menghadapi permasalahan hukum atau 

berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). 

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Kewenangan LKPP dalam sistem 

pengadaan bersifat koordinatif, bukan eksekutorial, sehingga tidak memiliki mandat untuk 

mengambil keputusan pengadaan di K/L. Selain itu, tidak terdapat regulasi yang secara tegas 

memberikan kewenangan penegakan atas rekomendasi hasil advokasi. Tingkat komitmen 



 

 

118 
 
 

Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa   

K/L/PD yang bervariasi juga menyebabkan implementasi rekomendasi sangat bergantung 

pada kebijakan internal masing-masing instansi. Di sisi lain, belum adanya mekanisme formal 

untuk pendampingan hukum bagi Tim Teknis PBJ, lemahnya koordinasi antara unit PBJ dan 

unit hukum atau APH di K/L/PD, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi 

dalam menangani permasalahan hukum pengadaan turut memperparah kondisi tersebut. 

Akibat dari kondisi ini, rekomendasi advokasi sering kali tidak ditindaklanjuti atau terlambat 

diimplementasikan, sehingga potensi terjadi kesalahan atau penyimpangan berulang dalam 

proses pengadaan tetap tinggi. Efektivitas peran advokasi LKPP menjadi terbatas dan 

berdampak pada belum optimalnya kualitas tata kelola pengadaan. Selain itu, Tim Teknis PBJ 

bekerja tanpa kepastian perlindungan hukum yang memadai, yang meningkatkan risiko 

personal dan institusional. Kondisi ini mendorong Tim Teknis bersikap terlalu berhati-hati 

atau menunda pengambilan keputusan, sehingga proses pengadaan menjadi tidak optimal 

dan berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural akibat ketiadaan panduan hukum yang 

tepat saat permasalahan muncul. 

Untuk meningkatkan efektivitas peran advokasi dan memberikan perlindungan yang 

memadai bagi Tim Teknis PBJ, diperlukan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan. 

LKPP perlu mendorong penyusunan regulasi atau pedoman yang memberikan mandat lebih 

kuat terhadap tindak lanjut rekomendasi advokasi, termasuk mekanisme monitoring 

implementasinya oleh K/L/PD serta penguatan tupoksi dan kewenangan Direktorat 

Advokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1 Simpulan  

Secara umum, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah berevolusi dari sistem 

manual (paper-based) ke sistem elektronik (e-procurement) sejak awal tahun 2000-an 
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sebagai respons atas tingginya risiko korupsi dalam PBJ. Penerapan e-procurement 

diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menekan praktik 

korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, e-procurement belum sepenuhnya mampu 

mengatasi permasalahan PBJ. Berbagai persoalan masih kerap terjadi pada seluruh 

tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

Secara umum, permasalahan dalam Tata Kelola e-procurement pada pengadaan barang 

dan jasa meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Regulasi pengadaan barang/jasa belum memadai  

a. Ketidaksinkronan regulasi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, seperti adanya perbedaan prosedur keuangan dan pengadaan 

barang dan jasa; 

b. Keterbatasan dasar hukum kelembagaan LKPP yang berbasis Peraturan Presiden; 

c. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan No 

117 Tahun 2023 memiliki permasalahan dalam hal konflik kepentingan pada 

pelaksanaan PBJ dan penetapan tarif atas jenis penerimaan PNBP, transparansi 

dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan, diskresi dan subjektifitas pada 

proses PBJ dan tumpang tindih kewenangan antar instansi. 

2. Tata kelola pengadaan barang dan jasa masih menghadapi beberapa kendala 

a. Sistem e-procurement belum optimal dalam mengurangi korupsi. Berdasarkan 

data statistik jenis perkara KPK per Oktober 2025, 25% dari total 1.709 kasus yang 

ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Masih terjadi pemborosan anggaran negara, dengan potensi pemborosan 

sebesar 30–40% dari total anggaran, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas 

perencanaan. 

c. E-katalog pemerintah dinilai kurang efisien dan efektif karena adanya tarif 

tambahan pada setiap transaksi akibat pengelolaan versi 6 oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk serta proses kurasi produk yang masih manual; 

d. Belum terintegrasinya ekosistem e-procurement antara metode pengadaan 

tender pada SPSE dengan sistem pembayaran pada SAKTI; 

e. Terdapat indikasi pelampauan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan praktik ‘pinjam 

bendera’ pada penyedia sehingga terdapat risiko keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan hingga pekerjaan yang terlantar; 

f. Terbatasnya internalisasi terkait dengan regulasi dan kebijakan mengenai 

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kepada stakeholders yang berakibat pada 

ketidakefektifan pelaksanan PBJ; 

g. Peran tim advokasi PBJ di K/L/PD masih pasif dan reaktif, tanpa kewenangan 

memastikan pelaksanaan rekomendasi, serta belum didukung mekanisme 

advokasi dan pendampingan hukum yang terstruktur bagi Pelaku PBJ (PPK, Pokja 

Pemilihan, dan/atau Pejabat Pengadaan); 
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h. Terdapat intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum 

yang mempengaruhi independensi UKPBJ dan pejabat pengadaan, serta 

menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan 

dalam proses pengadaan barang/jasa. 

 

3. Pengawasan yang belum optimal 

a. Pengawasan dan evaluasi sistem e-procurement belum berjalan efektif, 

tercermin dari: 

▪ Ketiadaan evaluasi terhadap sistem daftar hitam serta lemahnya pengawasan 

atas kegiatan pengadaan yang melibatkan penyedia dalam daftar hitam; 

▪ Belum terintegrasinya daftar hitam dengan SIKAP; 

▪ Tidak adanya kriteria evaluasi yang terstandar. 

b. LKPP belum optimal dalam memperkuat peran APIP pada pengadaan barang/jasa 

di K/L/PD. 

 

4.2 Rekomendasi  

Atas hal tersebut, dalam rangka memperbaiki tata kelola e-procurement dalam 

pengadan barang/jasa, KPK menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada 

LKPP, sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis/kajian mekanisme yang ideal untuk mengatasi fragmentasi 

regulasi agar pelaksanaan PBJ tetap akuntabel dan efisien. Menegaskan secara 

normatif bahwa seluruh belanja negara wajib dikelola melalui mekanisme PBJ yang 

terintegrasi, dan Memperkuat pengaturan bahwa risiko PBJ = risiko keuangan 

negara. Serta, melakukan integrasi Sistem Anggaran – PBJ – Pembayaran, yaitu 

sistem terkait dengan perencanaan anggaran, SIRUP, SPSE/e-Katalog, sistem 

keuangan & pembayaran. 

2. Melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Presiden 

No. 46 tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah No 2 Tahun 2025. 

3. Mengusulkan/sebagai Pemrakarsa peraturan setingkat Undang-undang atau 

Peraturan pemerintah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Nasional dalam rangka 

meningkatkan kekuatan Kelembagaan LKPP. 

4. Melakukan penyempurnaan dan integrasi sistem e-procurement yang bersifat end-

to-end process: 

▪ integrasi Daftar Hitam dengan SIKAP 

▪ integrasi SPSE dengan SAKTI  

▪ integrasi SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan 

perusahaan penyedia 

5. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan 

pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran 

program/kegiatan. 

6. Mengintegrasikan perencanaan – penganggaran – pengadaan barang dan jasa dalam 

bentuk sinkronisasi antara Renstra, RKA-DIPA, dan RUP. 
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7. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk yang tercantum dalam e-Katalog 

serta penyempurnaan sistem e-Katalog, termasuk penguatan mekanisme kurasi 

produk yang dilaksanakan langsung oleh LKPP, bukan oleh pihak ketiga, guna 

menjamin kualitas, akuntabilitas, dan integritas proses pengadaan. 

8. Melakukan evaluasi terhadap kerjasama LKPP dengan PT T dalam hal pengelolaan e-

katalog secara mandiri. 

9. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital (seperti TikTok, 

Instagram, Threads, dan X) untuk sosialisasi kebijakan LKPP serta pembaruan 

informasi pengadaan barang/jasa, guna menjangkau pemangku kepentingan yang 

lebih luas dan beragam. 

10. Meningkatkan peran tim Advokasi untuk melakukan pendampingan hukum dalam 

hal terjadi intervensi pada proses pengadaan barang dan jasa. 

11. Melakukan penguatan regulasi penanganan konflik kepentingan dalam proses 

pengadaan barang dan jasa.  

12. Melakukan evaluasi sistem daftar hitam, untuk memastikan penyedia yang masuk 

daftar hitam tidak dapat melakukan transaksi, serta penetapan kriteria evaluasi yang 

jelas dalam pencabutan penyedia dalam daftar hitam. 

13. Menerapkan sistem deteksi anomali otomatis yang memantau data e-Katalog secara 

real-time (terkini), dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas dan dilakukan 

inspeksi secara berkala. 

14. Memperkuat kerjasama dengan APIP dalam hal pengawasan pengadaan barang dan 

jasa. 
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